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ABSTRAK 

Nama : Desky \Vijaya 
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik 
Judul : Analisis Dampak Kebijakan Non Hold Harmless dan Evaluasi 

Fonnula Dana Alokasi Umum Terhadap Pemerataan Pendapatan 
Provinsi dan Kabupatenlkota 

T esis ini membahas dampak kebijakan non hold harmless Dana Alokasi Umum 
terhadap pemera.taan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta 
sekaligus mengevaluasi fonnula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil 
penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non 
hold harmless dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupatenfkota 
pada tahun-tahun yang akan dataog. Se!ain itu Pemerintah juga diharapkan terus 
mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing 
variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU 
lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota 

Kata kunci: 
Non hold harmless, bobot variabel, formula, Dana Alokasi Umum 
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ABSTRACT 

Name : Desky Wijaya 
Study Program: Magister of Planning and Public Policy 
Title : The Analysis of Impact of Non Holdharmless Policy and The 

Evaluation of Fonnula on General Allocation Grant Toward 
Revenue Equalization on Province and Regency/City 

The focus of this study is on the impact of non hold harmless polJcy on general 
allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and 
also evaluating the formula. This research is quantitative research with 
Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests 
that central government have to continue this non hold harmless policy in 
allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central 
government is expected to extend that general allocation grant fonnula through 
evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general 
allocation grant in order that grant could more function as a tools to equalize 
revenue in province and regency/city. 

Kala kunci: 
Non hold harmless policy, variable, formula, general allocation grant 
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1.1. Latar Belakang 

BAR I 

PEDAHULUAN 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Amara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengubah secara mendasar 

hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 

Kewenangan di bidang keuangan) yang melekat pada setiap kewenangan 

pemerintahan turut pula diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. 

Da!a.m penerapan desentralisasi Iiska! ini, salah satu aspek bahasan yang 

kerapkali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada 

daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada 

daerah sa!ah satunya dimeksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal 

(fiscal equalization), baik secara vertikal (antara pamerintah pusat dengan 

pemerintah daerah), maupun horizonlal (antar pemerintah daerah). Di Indonesia, 

transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini disebut dengan 

Dana Perimbangan. 

Berdasarkan ketentuan perurnlangan, transfer dari pusat ke daetah terbagi 

menjadi 3 (riga) yaitu Dana Bagi Hasil, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bagi 

basil sumber daya alam (SDA); Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi 

Khusus (OAK). Dana bagi basil dihagikan kepada daerah menurut persentase 

tertentu dan dida.sarkan ata.s daerah penghasil (by origin). Dana Alokasi Umum 

dibagikan deogan menggunekan formula tertentu. Sedangkan DAK dibagikan 

untuk tujuan-tujuan tertentu yang sudah digariskan (specific granf) sesuai dengan 

kebijakan Pemerintah. 

Dana Alokasi Umum merupak:an salah satu sumber penerimaan daerah 

yang signiflkan, khususnya untuk daerah kurang potensial dalarn SDA dan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi DAU yang relatif lebih 

besar dibandlngkan dengan sumber-sumber penerlmaan daerah lalnnya di daerah-
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daerah tersebuL Definisi DAU sebagahnana disebutkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan adalah dana yang 

berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk mengruangi 

kesenjangan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena pembagian dana bagian daerah melalui 

bagi hasH (revenue sharing) cenderung menimhulkan ketimpangan fiskal antar 

daerah (horfzon/a/fisca/ imbalance), maka diharapkan DAU dapat memperkecil 

kesenjangan fiskal antar daerah yang akibat pembagian dana hagi basil tersebut. 

DAU yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan 

keuangan antllr daerdh tersebut diterapkan me!alui suatu formula, dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas daerah. DAU suatu daerah 

ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) daerah, yang merupakan 

selisih anta:ra kebutuhan fiskal daerah (fiscal need) dan kapasitas fiskal daerah 

(fiscal capacttyi. Daerah yang kapasitas fiskalnya besar tetapi kebutuhan 

fiskaluya kecil akan memperoleh DAU kecil. Sebalikuya, daerah yang kapasitas 

fiskalnya kecil namun kebutuhan ftskal besar akan memperoleh DAU besar. 

Kebutuhan flskal daerah dibitung dari perkalian total belanja daerah rata­

rata dengan variabel·variabe! indeks jumlab penduduk, indeks luas wilayah, 

indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks PDRB 

per kapita. Sedaegkan kapasitas fiskal dicenniukau dengan variabel pendapatan 

asli daerah, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi basil pajak. Masing·masing 

indeks tersebut diberi bobot. Penentuan bobot untuk masing~masing indeks ini 

dalam pelaksanaannya didasari pada keputusan politis berupa kesepakatan antara 

Pemerintah dengan panitia anggaran DPR-RI. 

Penetapan bobot yang hanya berdasarkau pada keputusan politis antara 

Pemerintah dengan panitia anggaran DPR-Rl mengakibatkan selalu muncul 

ketidakpuasan dari sejum!ah daerah. Daerah-daerah yang merasa tidak puas 

tersebut umumnya yang menerima DAU relatif kecil dan tidak dapat rnemenuhi 

kebutuhan Iiska! daera!mya. lndeks yang diberi bobot tinggi, sebesar 30%, adalab 

indeks jumlah penduduk, dan indeks kemahalan konsttuksi. Dengan pemberian 

1 Kapasitas fiskal daerah dih:itung dari penjumlahan variabeJ PAD dan dana bagf hasiL 
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bobot seperti itu, maka daerah yang diuntungkan adalah daerah yang memiliki 

jumiah penduduk besar dan daerah yang tingkat kemahalan harga prasarana 

fisiknya secara relatif tinggi. Sedangkan daerah dengan indeks pembangunan 

manusia yang cukup tinggi, artinya sudah cukup berhasil melakukan 

pembangunan dengan paradigma human centered development~ merasa dirugikan 

karena diberi bohot yang kecil~ yaitu sebesar 10%. Daerah dengan kinerja aspek 

perekonomian yang cukup tinggi, dicerminkan dengan PDRB per kapita yang 

cukup tlnggi, juga merasa dirugikan karena hanya diberi bobot sebesar 15%. 

Sehingga dengan demikian perhitungan kebutuhan fiskal dinilai kurang 

memberikan efek pemerataan dan keadilan. 

Upaya mengalokasikan DAU agar scmua pihak puas memang sulit 

dipenuhi. Dalam pelaksanaan pengalokasian DAU darl tahun 2001 hingga 

sekarang, selalu muneul ketidakpuasan darl sejumlah daerah. Daerah-daerah yang 

merasa tidak puas tersebut umumnya yang menerima DAU relatifkeoil sehingga 

tidak dapar memenuhi kebutuhan fiskal daerahnya. 

Kebijakan hold harmless yang menghendaki tidak adanya daerah yang 

memperoleh DAU lebih kecil darlpada DAU yang diterimanya pada tahun 

sebelumnya, mulai dilaksanakan sejak tahun 2002. Hal ini dilakukan sejalan 

dengan tuntutan politis agar penerlmaan DAU daerah minimal sama dengan 

penerimaan DAD tahun sebelumnya. Berknitan dengan itu, dalam APBN 2002 

discdiukan dana penyeimbang yang dlalokasikan seeara proporsional kepada 

daerah-daerah yang sebarusnya berdasarkan perhitungan DAU hasil formula 

rnurni mengalarni penurunan DAD dalam tahun yang bersangkutan. Dengan 

adanya kebijakan hold harmless ini, maka daerah tidak mengalarri penurunan 

dalarn penerimaan DAU. Kebijakan hold harmless tersebut tidak sejalan dengan 

tujuan untuk memperkecil ketidakseimbangan antardaetah. 

Rencana penerapan formula mumi diharapkan dapat lebih mudah untuk 

dilaksanakan, meskipun tuntutan politis untuk mempertahaukan, bahkan terus 

meningkatkan perolehan DAU bagi selurub daerah nampaknya !JU!Sih cukup 

tinggi. Dengan dernikian keberhasilan penerapan formula murni mulai tahun 2008 
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sangat ditentukan oleh political will pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta 

DPR-Rl dalam upaya mengoptimalkan alokasi DAU bagi seluruh daerah. 

1.2. Rumusan Masalab 

Berdasarkan Jatar belakang yang Ielah disampaikan pada bagian 

sebelumnya, maka dirwnuskan pennasalahan sebagai berikut: 

I) Bagaimana dampaklpengaruh pencabutan kebijakan holdharmless DAU 

terbadap kesenjangan fvskal antardaerah dengan memperhitungkan secara 

relatif terbadap jumlah penduduk 

2} Seberapa besar pengaruh bobot pada masing-masing variabel formula 

DAU dalarn rangka meningkatkan fungsi DAU sebagai tools guna 

meminimalkan ketimpangan Iiska! antar daerah, 

3) Dalam tesis ini penulis menggunakan 2 (dua) istilah DAU, yaitu DAU 

formula dan DAU perpres. Dana Alokasi Umum Formula adalah DAU 

yang dihitung oleh Departemen Keuangan R.l sesuai dengan formula 

murni berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, 

sedangkan DAU Perpres edalah alokasi DAU yang ditetapkan dalam 

Peraturan Presiden setelah rnendapat persetujuan dari DPR Rl 

1.3. Tujuan PcneUtian 

Berdasarkan Jatar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian lni bertujuan untuk: 

I) Mengetahui dampaklpengaruh pencabutan kebijakan holdharmless 

terhadap kesenjangan fiskal antardaerah dengan memperhitungkan secara 

relatif terbadap jumlah penduduk 

2) Mengetahui seberapa besar pengaruh bobot pada rnasing~rnasing variabel 

formula DAU dalam rangka meningketkan fungsi DAU sebagai tools guna 

meminimalkan ketimpangan Iiska! antardaerah 
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1.4. Metodologi Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis arlalab sebagai berikut: 

I) Uji lndeks Williamson yang bertujuan untuk mengetahui dampak 

pencabutan kebijakan hold harmless terhadap kesenjangan fiakal antar 

daerah dengan memperhitungkan secara relatif terhadap jumlah penduduk, 

2) Regresi Berganda untuk mengetahui signifikansi masing-maslng variabel 

formula DAU dalam pengalokesian DAU, 

3) Regresi Berganda Terboboti untuk meagetahui seborapa besar peran 

masing-masing variabel formula DAU dalam pengalokasian DAU 

1.5. Hipotesis 

Hipotesis dalam penulisan tesis ini adalah: 

1) Akibat penerapan formula mumi DAU atau pencabutan kebijakan hold 

harmless akan sernakin memperlrecil kesenjangan fiskal antardaerah 

2) Bobot yang selama ini digunakan pada masing-masing variabal dalarn 

formula DAU belum mencerminkan fungsi DAU sebagai alat untuk 

memperkecil kesenjangan fiskal, 

1.6. Manfaat Penelitian~ 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini secara umum dapat 

disampaikan sebagai berikut: 

1) Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu kebijakan publik, 

pengambil kebijakan serta peminat masalah-masalah perekonomian 

daerah, kbususnya yang berkaitan dengan bidang desentralisasi fiskal 

2) Sebagai bahan referensi penelitian lalnnya yang berkaltan dangan bidang 

desentralisasi fiskal dan kesenjangan ekonomi regional di Indonesia 
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1. 7. Kerangka Penelitian 

Kcrangka penclitlan dalam tesis 1m dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

ANAl..ISIS DAMPAK KEBtJAKA:-i NON HOLD HARMLESS DAN EVALUASI FORMULA OAU 

TERHADAPPEMERATAANPENDAPATAN PROVINSI DAN KABUPATENIKO'rA 

La!ur Bclakang 

Tojuan 

H!polcsis 

Pengujinn J 

FAKTA HARAPAN 

Pcmerinlab mulai menernpkan Kebijakan non lwldiwrmless DAU 

kebijakan rnm linld harmless dan pengalokasian DAU berdl!Sllfkan 

perhitungan alokasi DAU pada tahun bobot pada mllSing·maslng variable 

2008 dan alo!casi DAU ber~ saat ini telah mencenninkan fuogsi 

bobot varinbl<;: - lni bel urn DAU sebagai ''" unt\lk 

memberlkan efek pemerntaan fiskal memeratnkan pendaP<J.tan '"'"" 1mtar dneroh (proviosi dan kabupruenlkota) 

Pcngujian dampak kebijak.an non J Jrofd harmless dun Analisis T erhadap 

bobot variaOOI DAU 

Menellmh seaw krilis dampak kebijakan non holdl!armJess DAU lerhadap 

pemerataan pendapalan di pmvinsi dan kabupaten/lo;ota strta seknligus melalrukan 

evalunsi terha.dap peru:rapan formula DAU sam ini 

Penernpan kcbija.kan non holdilarmJess pnda perhilungan DAU alum scm:.tkin 

mcmperl:ecil kescnjangan fiskal antar daemh selain itu bobot yang selama ini 

digunakan pada masing.masing varinbcl dalam pcrhirungll.n alokasi DAU belum 

mencerminlrnn fungsl DAU sebagai a!at untuk rncmperkcell kesenjangan fiskal 

Sumber data sekunder: 

Jumlab penduduk, Luas Wilayah, 

Indeks Kemallalan Konstruksi, lndeks 

Pembangunan Man usia, Produk 

Domestik Regional Bruw perkapita, 

dan Pcndepatan Daerah 

t 
lndcks WilLiamson, Attalisis Regresi 

Bcrganda, dan Analisis Regrcsl 

Ber anda Tcrboboti 

lndeks Williamson. Model (aruh dim rle111jat hubungan anuu variabel) 

L-----------y---U-1i_,_~_a_,._;;_d_M __ <_'_ilc_,_;•_•_•_•_••_m_'_'_d~------------~ 

Hasil Pene!i!lan dan Pembahasan c= ____ K_,_,;_m~p-ul_~ __ d_~_s_ar.m ______ _J 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pcndahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitla.n, hipotesis penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

Bab ll Tinjauan Pustaka. berisikan tinjauan sistem transfer pusat ke daerah, 

baik yang bersifat teori maupun studi empirik. Dalam bagian ini juga dijelaskan 

tentang praktik transfer pemerintah pusat kepada daerah di Indonesia dalam era 

otonomi daerah 

Bab III Metodologi Penelitian, berisikan detail metoda penelitian dan analisis 

yang digunakan dalam studi ini. Mulai dari jenis dan sumber data, ruang lingkup 

penelitian, metoda pengukuran kesenjangan fiskal, dan model ekonometri secara 

detail (beserta uji statistik yang akan dilakukan) 

Bab IV Hasil dan Pembahasan, berisikan basil uji kuantitatif dan basil estimasi 

regresi serta analisa dampak pencahutan kebijakan hold harmless terhadap 

pemerataan pendapatan bail< di provinsi maupun kabupatenlkota dan juga analisa 

terhadap hubungan masing-masing variabel DAU dengan pengalokasian DAU di 

provinsi dan kabupaten!kota. 

Bab V Kesimpulan dan saran. berisikan kesimpulan dari hasil penelitian beserta 

rekomendasi kebijakan, dan keterbatasan studi beserta saran untuk studi lanjutan 

DafC:ar Referensi berupa Daftar Kepustakaan beserta Lamplran. Daftar 

Kepustakaan berisikan referensi atau publikasi/buku yang dipergunakan sebagai 

acuan dan rujukan kepustakaan yang digunakan dahw penelitian ini. Sedangkan 

Lampiran terdiri dari lampiran tabel statistik dan hasil perhitungan parameter 

indeks, beserta penjelasan teknis yang dianggap penting untuk ditampilkan. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Teori dan Pengalaman Internasional Tcrhadap Sistem 

Transfer Pusat Kepada Daerah 

Salah satu fungsi utama pemerintah menurut Musgrave adalah fungsi 

dislribusi (Musgrave 1959). Kekuatan dan rnekanisme pasar diyakini tidak akan 

pemah menghasilkan distrlbusi pendapatan yang rnerata. Padahal distribusi 

pendapatan yang relatif rnerata merupakan suatu fenomena yang diinginkan oleh 

masyarakat secara umum. Karenanya tugas pemerintah adalah memastikan bahwa 

rerdapat pembagian pendapatan yang lebih merata diantara kelompok-kelompok 

masyarakat. 

Dalam sistern pemerintahan yang rerdiri dari beberapa tingkatan 

pemerintahan (multi-level government~ teori awal fiscal federaUsm mengatakan 

bahwa pernerintah pusat seyogyanya memainkan peranan utama dalam melakukan 

redistribusi pendapatan (Oates 2005). Sistem multi-level government juga 

biasanya memiliki aktifitas redislribusi yang lain, yaitu pemerataan fiskal (fiscal 

equalization). Prinsip utamanya adalah transfer dari daerah yang lebih kaya 

kepada daerah yang lebih miskin sedemikian rupa sehingga setiap daerah 

merailiki kemampuan yang kurang Iebih sama untuk menyediakan sejumlah 

layanan publik. Jumlah dan kualitas layanan publik yang sama di setinp dacrah 

secing menjadi kunci dari kousap pemerataan antar daerah. 

Alasan lain mengapa pemerintah perlu melakukan intervensi di 

perekonomian adalah untuk menyediakan perlindungan sosia1. Masyarakat 

mengingin.kan adanya perlindungan sosial dari resiko kemiskinan di usia tua~ 

resiko kesehatan, dan resiko penganggnran dalam jangka waktu yang lama. 

Gramlich (I 990) menyatal<an bahwa penyediaan skema perlindungan sosial akan 

lebih efisien dilakukan oleh pemerintah pusat. Apalagi ditambah dengan 

kemungkinan teljadinya IDlJbilitas orang antat daerah. 

8 Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB UI, 2009



9 

Pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik, berbagai kebijakan 

ditentukan secara nasional oleh pusat. Anggaran be!anja pemerintah daerah sangat 

tergantung pada alokasi yang diberikan oleh Pernerlntah Pusat. tennasuk dalam 

pemanfaatannya. Sistem pemerintahan yang berslfat desentralisitik berkembang 

sejak dua dasawarsa terakhir ini. baik di Negara maju maupun di Negara~negara 

berkembang. Bagi Negara-negara berkembang, jalan desentralisasi ditempuh 

untuk melepaskan diri dati perangkap pengelolaan pemerintahan yang tidak 

efektif dan tidak efisien, ketidakstabilan ekonomi makro, dan tidak memadainya 

pertumbuhan ekonomi. Dalarn pemerintahan yang desentralisitik, pemanfaatan 

alokasi dana yang diberikan oleh pusat lebih benyak ditentukan oleh daera.h atau 

berupa block grant. 

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

menyangkut pembagian tanggang jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tertentu antar tingkatan pemerintah, dan pembagian sumber penerimaan untuk 

menutupi pengeluaran akibat kegiatan-kegiatan tersebut1• Dalam hubungan 

dengan penerapan kebijakan fiskal tersebut, kewenangan yang diberikan oleh 

Pemerintah Pusat kepada daerah, antara negara yang satu dengan negara lainnya 

berbeda. Perbedaan bentuk negara, misalnya antara negara federal seperti India 

dengan negara kesatuan seperti Indonesia, menghasilkan hubungan keuangan 

pusat dan daerah yang berbeda pula Di satu sisi ada negar:a dengan kewenangan 

fiskal pemerintah daerah yang sangat besar, sementara di slsi lain justru 

kewenangan pemerintah pusat sangat dominan. Di Amerika Serikat, yang 

bersistem federal dan ditandai dengan sejtunlah tingkatan pemerintahan 

(federallpusat, state, dan lokal)~ peran Pemerintah pusat relatif kecil. Peran negara 

bagian pemerintahan lokal san gat bc.sar dalam penyediaan jasa publik dan dalam 

meningkatkan pendapatan daerahnya. Hal yang sama juga teljadi dengan 

Pemerintah Australia. Sedangkan negara kesatuan seperti Inggris dan Perancis, 

kewenangan pemerintah daerah relatifterbatas atau dibatasi2
. 

1 Kenneth Davey, 1989, "Hubungan Keuangan P!ISat-Oaerah di lndQnesiu". Keuangan Pemerintah 
Daerah di Jndonesia, Ul Press, Jakarta. 
1 Robert Simanjuotak1 1999, "Penerapan Piskal Federalism di IndonCsia''. Makalah pada Seminar 
Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka Pemberday.aan 
Potensi Dacrah, ISEI, Yogyakarta 
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Bentuk pemerintahan suatu negarn, baik itu negara federal maupun negara 

kesatuan (unitary), akan selalu memunculkan pcrsoalan pola huhungan fiskal 

antar pemerintahan lfrscal intergovernmental reiafionships). Menurut Bird dan 

Vaillancourt (1998) terdapat dua model hubungan fiskal antara pemerintahan yang 

berlaku saat ini. Pertama, federalism• fiskal (fiscal federalism). Kedua, keuangan 

federal (federal finance). 

Dalam model federalisme fiskal, konsentrasi kekuasaan di pusat demikian 

tinggi. Dalam perspektif ini, kerangka yang sesual unruk desenttalisasi adalah 

bersifat top down dan berpola dekonsentrasi3 a tau maksimalnya berpola delegasi4
, 

dan kerangka analisis yang sesuai adalah agency the01y. lmplikasi dari hubungan 

fiskal model fuderalisme fiskal ini adalah berbagai bentuk transfer dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk menggalakkan ekonomi 

regional dan unruk memperbaiki inftastruktur lokal, biasanya akan dibelanjakan 

oleh pernerintah daerah sesual dengan pedoman dan sektor-sektor yang Ielah 

ditetapkan o1eh pemerintah pusat. 

Federalisme fiakal maksudnya adalah pemerintah daerah merupakan 

kepanjangan Iangan dari pusat. Atau, di beberapa negara yang berbentuk federal, 

pemerintahan negara begian (state) bukan merupakan pelaku otonom. Perancis 

dan lnggris mencerminkan pola ini untuk kelompok negara-negara rnaju (Benent, 

1990), sementara Indonesia (sebelum keluamya UU Nomor 22 dan 25 Tahun 

1999), Maroko, dan Tunisia adalah untuk negara berkembang, serta Cina dan 

Vietnam adalah contoh negara transisi (Bank Dunia, 1996). 

Berbeda dengan model federalisme fiskal, model keuangan federal (federal 

finance) lebih cocok diterapkan untuk beberapa negara. terutama negara-negara 

3 Dekonsentrasi adatah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubemur sebagai 
wakil pemerin!ah dan atau perangkat pusat di daerah. 
4 Delegasi adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada di 
luar struktur bil'okrasl reguter yang dikontroi secara tldnk langsung oleh pemerintah pusat. 
Pendelegasian wewenang ini biasanya diatur dengan ketentuan pen.mdang-undangan. Pihak yang 
menerima wewenang mempunyai keleluasaan (diScre!ion) dalam penyelenggaraan pendelegaslan 
tersebut, walaupun wewenang terakhir tctap pada pihak pemberi wewemmg (sovereign-authority). 
j Menurut toori ini. principal (pemerintah pusat) dapat secara sepihak menentukan dan mengubah 
baik taoggung jawab pengeluaran maupun pendapa!an pemerintah daer.ah dan pengaturan 
hubungan keuangan antar pemerintahan dalam upaya mengatasi pennasalahan-permasalahan 
informasi yang tidak simetris, serta perbedaan-perbedaan tujuan nntara principal dan ogenr 
(pemerintah daerah) 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB UI, 2009



I I 

yang memiliki keanekaragaman dalam aspek geografis dan etnis (Bird, 1994 serta 

Bird dan Chen, 1996). Dalam model keuangan federal, batas-batas resmi, 

penyerahan fungsi, wewenang, serta pembiayaannya sudah secara umum 

ditetapkan melalui sebuah undang-undang. 

Secara teoretis, negara yang berbentuk federal, pada umumnya menganut 

model keuangan federal. Contoh yang paling aktual adalali Amerika Serikat dan 

Kanada. Di Amerika Serikat, model hubungan fiskal yang teljadi adalah 

hubungan fiskal antara pemerintah federal (pusat) dengan pemerintah negara 

bagianlprovinsi (stale) dan hubungan fiskal antara pemerintah negara 

bagianlprovinsi (state) dengan pemerintah lokal (kabupaten/kota)'. Di mana, 

masing-masing pemerintahan negara bagian memiliki kewenangan ( otonomi) 

yang jelas terhadap wilayah, fungsi, serta pembiayaan sesuai dengan konstitusi 

federal. 

Meski secara teoretis negara yang berbentuk federal akan menerapkan 

model keuangan federal, tetapi pada praktiknya tidak selalu demildan. Menurut 

Bank Donia (1995) negara-negara seperti Pakistan, Argentina, dan Afrika Selatan 

adalah negara-negara berbantuk federal, namun praktiknya sejauh ini masih 

sentralisasi fiskal dan federalisme f!akal. 

Berbagsi negara mempunyai metode dan formula yang berbeda dalam 

menentukan alokasi anggaran dari pusat ke daerah Alokasi anggaran dari pusat ke 

daerah secara garis besar ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kapasitas fiskal 

(fiscal capacity) dan kebutuhan tiskal (fiscal need). Kapasitas Iiska! 

mencerminkan kernampuan suatu daerah untuk mendanai jasa-jasa pelayanan 

publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Pengukuran kapasitas fiskal ini 

bermanfaat untuk menentukan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah 

dalam menyediakan pelayanan publik bngi penduduknya. Sedangkan kebutuhan 

fiskal menunjukkan total pengeluaran yang dibutuhkan suatu daerah untuk 

melaksanakan aktivitas di daeralmya. 

6 Di Amerika Serlkat (yang berbentuk negara federal}, state dihagi ke dalam counties (wilayah 
kabupaten), parishes (s.uatu wi!ayah pemerintahan gereja, seperti Louslana), atau townships (kota). 
Namun, di Amerika Serikat, counrfes merupakan agen utama pemerintahan regional dari 
pemerintahan provinsi dan memiliki kewenangan (avthority} independensi yang signlfikan, 
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Dari sudut panrlang ekonomi, ada 3 (tiga) alasan untuk melakukan alokasi 

(transfer) antar p(:merintah tersebut7
• Pertama, terdapat ketidakseimbangan fiskal 

vertikal (vertical fiscal imbalance). Hal ini teijadi karena di banyak negara, seperti 

di Indonesia, Pemerintah Pusat menguasai pajak-pajak utama, sehingga sumber 

pajak yang dikuasai daerah tidak memadai untuk mendanai berbagai 

pengeluarannya. Kedua, adanya ketidakseimbangan fiskal horisontal (horizontal 

fiscal imbalance), yakni parbedaan kapasitas dan kebutuhan flskal antar daerah. 

Ketiga, adanya efek palimpahan antar daerah (spill-over effoct), yakni adanya 

ekstemalitas ekonomis dan eksternalitas dis-ekonomis dari suatu kegiatan di suatu 

daerah pada daerah lainnya. 

Persoalan yang sering muncul dalam kaitannya dengan alokasi dana dari 

pusat adalah formula yang digunakan, khususnya dalam rangka mewujudkan 

pernerataan antar daerah. Perbedaan sumber daya dan potensi ekonomi 

rnengaldbatkan tidak memungkinkannya pengalokasian dana dalam jumlah yang 

sama antar daerah. Masalah fonnula alokasi dari pusat ke daerah ini menjadi 

perdebatan sengit. baik secara akademis maupun praktis. 

2.1.1 Tinjauan Teori Transfer Dari Pusat ke Daerab 

Penyelenggaraan tugas pernerintahan dan pelayanan kepada masyarakat 

oleh daerah memerlukan sejumlah pendanaan. Pendanaan tersebut harus 

sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 

Kebijaksanaan untuk menyediakan pendanaan sejalan dengan pnnstp 

money follows function. Artinya hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu 

diberikan pengaturan sedemikian rupa, sehingga kebutuhan pengeluaran yang 

akan menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber 

penerimaan yang ada. 

Salah satu sumber pendanaan yang dapat diberikan kepada daerah adalah 

dengan memberikan kewenangan Wltuk memungut pajak/retribusi (revenue 

7 Ma, Iun, 1997, '~Intergovernmental Fiskal Transfer: A Comparison ofNinc Countries". Paper 
Prepared for Macroeconomic Management and Policy Division, Economic Development Institute. 
The World Bank 
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assignment). Sumber lainnya untuk rnenambah penerima.an daerah adalah dcngan 

memberikan bantuan transfer dana (grant). 

Satu alasan utama mengapa peran dana transfer dari pusat sedemikian 

pentingnya untuk pemerintah daerah adalah untuk menjaga!menjamin tercapainya 

standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Perlu diketahui bahwa 

kondisi keuangan dan ekonomi daerah--daerah di banyak negara di dunia 

cenderung tidak merata, sehingga perlu peran pemerintah pusat untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah tersebut. Oleh karena itu, desain 

tmnsrer sangat penting (Simanjutak, 2002). 

Pada dasamya, transfer pusat ke daerah dapat dibedakan atas bagi basil 

pendapatan (revenue sharing) dan bantuan (granrs)'. Adapun tujuan dari transfer 

ini bermacam-macam yaitu: 

a. Transfer Pemerataan Vertiklll (Vertical Equalizgtlon Transfer) 

Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber­

sumber penerimaan sedangkan pemerintah daerah banya menguasai sebagian 

kecil sumher-sumber penerimaan. Pemerintah daerah hanya berwenang untuk 

memungut pajak-pajak yang basis pajaknya bersifat lokal dan mobilitas yang 

rendab dengan karakteristik basaran penerimaannya relatif kurang signifikan. 

Kondisi ini akhimya menimbulkan ketimpengan fiskal vertikal (vertical fiscal 

imbalance) an tara pemerlntah pus at dan pemerintah daerah. sementara tugas 

pemerintab daerah relatif lebih banyak daripada pemerintab pusat. Kekurangan 

sumber penerimaan daerab relatif terhadap kewajibannya ini menyebabkan 

dibutuhkannya transfer dana dari pemerintab pusat. 

Dengan demikian, tujuan dari transfer ini adalah untuk mengkoreksi 

kesenjangan fiskal pada setiap level pemerintahan. 

b. Transfer Pemerataan Horizontal (Horizontal Equalization Transfer) 

Keseimbangan antara kebutuhan be!anja (expenditure needs) dengan 

kemampuan untuk menghasilkan penerimaan (revenue capacity) juga memiliki 

8 Dl Indonesia, dana transfer dar! pemerintah pusat kepada pemerintah daerah lazim 
d!kenal dengan nama Dana Perlmbangan, yang terdlri dari Dana Bagi Hasil, Dana 
Alokasl Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 
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dlmensi horizontaL Arlinya, dengan tarif pajak yang sama seharusnya juga 

menghasilkan penerimaan yang sama di antara daerah. Penga1aman empirik di 

berbagai negara menunjukkan temyata kemampuan daerah untuk menghasilkan 

penerimaan dan kebutuhan belanjanya sangat bervariasi, tergantung kondisi 

daerah bersangkutan. Kondisi ini bcrimplikasi kepada terciptanya horizontal 

fiscal imbalance. 

c. Koreksi Atas Penyebaran Eksternalitas ( Correcthtg Spatial Externalities) 

Beberapajenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki "efek menyebar" 

(atau ekstemalitas) ke wilayah-wilayah lainnya. Misalnya, pendidikan tinggi 

(universitas), pemadam kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem 

pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi 

manfaatnya hanya untuk masyarakat di mana pelayanan publik itu tersedia. 

Narnun, tanpa adanya "imbalan" (dalarn bentuk penerimaan) yang berarti 

dari pelayanan publik di atas, biasanya pemerintah daerah enggan untuk 

berinvestasi di sini. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu memberikan 

semacam insentif ataupllll menyerah.kan sumber~sumber keuangan agar 

pelayanan-pelayanan publik demikian dapat dipenuhl oleh daerah. 

d. Mengarahkan Prioritas (Redirecting Priorities) 

Setiap )evel pemerintahan rnemilik:i prioritas masing-masing di dalam 

penyediaan pelayanan publik kepada masyarakatnya, seringkali prioritas setiap 

level pemerintahan tersebut bertentangan dengan prioritas level pemerlntahan 

lainnya. Misalnya, pemerintah pusat berkeinginan mengedepankan pembangunan 

di sektor pendidikan secara murah dan terjangkau. Ini terkait dengan pemenuhan 

harapan para konstituen pemilih ketika pemilihan umum berlangsung. Namun 

ternya\a, keinginan tersebut tidak sinkron dengan pola kebijakan daerah. 

Pemerintah daerah temyata menginginkan pemhangunan di sektor kesehatan 

lebih mendapat prioritas katena pertimbangan kondisi masyarakat setempat. Agar 

keinginan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan secara paralel, 

maka pemerintah pusat memberikan transfer kepada daerah. Transfer tersebut 

bertujuan memberi insentif kepada daerah dalarn mengarahkan kembali prioritas 
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daerah dan pusat sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masing~masing 

level pemerintahan. 

e. Ekspcrimcn Ide~ Ide Baru {Experimeuliug witlz New Ideas) 

Bantuan (grants) seperti ini berawal dari adanya keinginan pemerintah 

pusat unruk mengujicobakan suatu program baru di suatu daerah, sebelum 

program tersebut diberlakukan terhadap seluruh daerah. Alasan perlunya bantuan 

dari pusat ke daerah sehubungan dengan uji coba program baru tersebut, karena 

daerah yang menjadi tempa1 uji coba tidak mau menanggung kerugian dan risiko 

ma:nakala terjadi dampak negatif terhadap program baru tersebut. Dengan 

demikian, sesungguhnya bantuan untuk tujuan uji eoba program baru ini tidak 

lebih dari sebuah kompensasi atas kesediaan daerah menjadi ajang uji coba suatu 

program baru dari pusat. 

f. Stabilisasi 

Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas 

perekonomian sedang lesu. Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah 

dikurangi manakala perekonomian sedang booming. Transfer untuk dana-dana 

pembangunan (capital grants) adalah merupakan instrumen yang cocok untuk 

tujuan ini. Namun kecermatan dalam mengkalkulasi amat diperlukan agar 

tindakan menaikkan/menurunkan dana transfer itu berakibat merusak ata.u 

bertentangan dengan tujuan stabilisasi. 

g. Memenuhi Standar Pelayanan Minimum 

Daerah-daerah dengan sumbor daya yang sedikit memerlukan subsidi agar 

dapat mencapai standar pelayanan minimum. Jika dikaitkan dengan postulat 

Musgrave (1983) yang menyatakan bahwa peran redistributif dari sektnr publik 

akan dijalankan oteh pemerintah pusat, maka dengan adanya transfer, penerapan 

standar pelayanan minimum di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin 

pelaksanaannya oleh pemerintah pusat. 

Pengalaman empirls di berbagai negara menunjukkan bahwa pemberian 

transfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat disertai dengan 
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syarat-syarat tertentu atau tidak bersyarat sama sekali. Dengan demikian. pada 

dasamyajenis-jenis tranfer dapat dike!ompokkan menjadi dua kategori yaitu: 

a. Transfer dengan syarat (conditioua/ grant, r::ategorial graut, spesijic 

purpose grant) 

Transfer ini biasanya digunakan untuk keperluan yang dianggap penting 

oleh pemerintah pusat namun kurang dianggap penting oleh daerah. Contohnya 

adalah pembangunan fasilitas pelayanan publik yang menimbulkan ekstemalitas 

pesitif bagi daerah-daerah lain di sekitamya ataupun pembangunan fasilitas dari 

pemerintah pusat yang sifatnya ujicoba atas suatu program atau ide baru 

(experimenting with new ideas). 

Transfer ini dapat dikelompnkkan menjadi duajenis, yailu: 

• Transfer pengimbang (matching grants), yaitu tranfer yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada daerah untuk menutup sebagian atau selurah 

kekurangan pendanaan satu jenis urusan tertentu. Jadi~ di sini pemerintah 

daerah telah mengalokasikan sejumlah dana dari pendapatan daernhnya untuk 

penye!enggaraan urusan tersebut dengan balk. Transfer dari pemerintah pusat 

dalam hal ini herfungsi untuk membantu mengatasi kekurangan dana tersebut. 

Transfer pengimbang ini juga dapat dibedakan menjadi dua jenis: 

(a) transfer pengimbang tidak terbatas (open-ended matching grants), di 

mana transfer ini diperuntukkan apabila transfer tersebut dapat dan 

memang ditujukan untuk menutup selurah kekurangan dana yang 

terjadi. Misalnya1 sebuab proyek pembangtman universitas 

membutuhkan dana sekitar Rp!OO miliar. Sementara itu, daerah hanya 

mampu menyediakan dana sebesar 10% dari total kebutuhan dana atau 

sekitar Rp!O miliar. Maka, kekurangan tersebut, yaitu sebesar Rp90 

miliar ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat; 

(b) transfer pengimbang terbatas (closed-ended matching grants), di mana 

pada transfer ini terdapat batasan jumlah dana maksimum yang dapat 

digunakan. Hal ini sangat disukai oleh pemberi bantuan (pemerintah 

pusat), karena walaupun dana yang diberikan sesuai dengan besar 

proyek, namun setelah besamya biaya proyek melampeui jumlah 
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tertentu, pembcri bantuan dapat mencukupkan bantuannya. Sc:perti 

contoh di atas, jika dalam perkembangan proyek universitas temyata 

membengkak menjadi RpllO miliar atau rnengalaml kekurangan RplO 

miliar lagi, maka dengan sendirinya proyek tersebut harus disesuaikan 

denganjumlah anggaran semula yaitu RplOO miliar, 

• Transfer bukan pengimbang (non~matching grants), yaitu transfer yang 

diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk menarnbah dana 

penyelenggaraan suatu jenis urusan tertentu, tanpa mempertimbangkan bahwa 

pemerintah daerah sendiri telah/akan mengalokasikan dananya denganjumlah 

besar atau kecil. Jenis transfer ini dapat dipakai oleh pemerintah pusat untuk 

menjadi sarana menginternalisasikan limpahan manfaat (eksterna!itas) 

terutama kepada daerah yang menghasilkan limpalum manfaat tersebut, 

Jadi, kendati pemerintah daerah yang bersangkutan telah mengalokasikan 

penerimaan daerahnya (local revenue) untuk pemblayaan penyelenggaraan 

urusan tersebut, namun karena pelaksanaannya menghasilkan Hmpahan 

manfuat besar kepada daerah-daerah lain, maka transfer tetap diberikan oleh 

pusat untuk mendorong daerah agar tetap bersemangat dan mau 

mcngalokasikan penerimaan daerahnya untuk pelaksanaan fungsi tersebut. 

b. Transfer tanpa syarat (unconditional grant, general purpose graul, block 

grmrf) 

Pada umumnya transfer tanpa syarat ditujukan untuk menjamin adanya 

kemampuan fiskal daerah, sehingga setiap daerah dapat melaksanakan urusan 

rumah tangganya sendiri pada tingkat yang Jayak, Tujuan dari transfer 1ni adalah 

untuk mengurangi ketimpangan fiskal yang bersifat horizontal (horizontal fiscal 

equalization), 

Ciri utama dari transfer ini adalah daerah memiliki keleluasan (diskresi) 

penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangan~ 

pertimbangannya sendlri, atau sesuai dengan aturan apa yang menjadi prioritas 

daerahnya. Sampai saat ini, perdebatan sengit di kalangan pakar maupun praktisi 

keuangan publik menyangkut penentuan formula transfer tanpa syarat 
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(uncondilional grant, general purp<Jse grant, block grant) atau yang di Indonesia 

disebut DAU, masih terus berlangsung. 

Tabel2-l 
Matriks Beberapa Substansi Formula 

Sumber Acuan Substansi Formula Keterangan 

Musgrave dan Melalui penghilungan posisi Transfer dibelikan apabi!a posisi 
Musgrave (1987) fiskal alau rasio kapasttas fiske!< 1 

fiskal denoan kebutuhan fiSI<al 
Rafuse (2000} Melalui penghitungan biaya Transfer diberikan bertlasa!l<an 

per kaptta alas jasa publik dan kesenjangan antara kebutuhan 
kemampuan penyediaan dana 

I ner kanita oleh daerah 
jasa perkapita 

1 i>envediaan oer kaoita 
dengan 

Ma(1997) Malalui pendekatan fiskal, Merupakan rumus umum celah 
dengan memasukkan pula fiskat Supaya total kansfer cocok 
transfer yall{J yang bersifat <lengan dana yang tersedia di 
khusus {specific gr.lllls) pusat (pool), hanya sebagian 

celah fiskal vaoo b1sa dioenuhi 
LPEM-UI {2000); pp Melalui pendekalan celah Penetapan variabel sesuai UU 
104/2000 fiskal 2511999. llobut masing-masill{J 

variabel sama. 

MEP·UGM (2001) Malakui pendekatan celah PenalaPan vanabel mengacu 
fisl<al pada UU 2511999. Bobot masing-

masill{J variabel diletapkan 
dengan propors!onal, 
ekonometrik, dan camouran 

CIDES {1999) Malalui penghilu!11Jan lnd$3 Variabel yang <ligunakan 
Perimbangan didasarkan pada TAP MPR No. 

XV/1996 

AHP {Bappenas, PPE- Melalui pen<lekalan celah Penetapan bobot masing·masing 
UGM, PAU SE·UGM, fiskal yang dihitung dan variabel berdasarkan expen 
Bambang K dan 
Yansekartlias 2000l 

penjumlahan kebutuhan fiskal 
denO.n inver.; kepasRas fiskal 

judgement 

Depkeu bersama Ul, Melalui pendekslan celah Vanabel yang digunakan 
UGM, Unhas, dan f~al mengacu pada uu 2511999. 
unand {2001) bobot variabel dltetapkan secara 

. ~roporsional dan ekonOfl}etrika 
Interstate equalization Semua pajak penlill{J Jika Eij posilif, maka negara 
paynre<n{Shah, 1994) diterapkan sistam bagi hasil bagian hams mambelikan trans· 

antara federal dengan negara fer untuk dana keseimbangan; 
bag ian. Kemudian <lihilling <Jan jika Elf negatil negara begian 
selisih antara kapasilas fiskal rnenerima a!okasi dana kese-
denaan kebutuhannva imbanaan. 

Hamid (2005) Melalui pendakalan celah 1 Penetapan variabal sesuai UU 
fiske! I 2511999 ditambah dengan 

~ variabel lndeks Pembangunan 
ManusiatiPM\ . 

Sumber: Komp1las1 oleh penults 
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2.1.2 Pengalaman lntcrnasional Transfer Pusat Kcpada Daerah 

Dalam bagian ini akan dijclaskan pengalaman negara-negara lain dalam 

melakukan transfer dari pusat ke daerah. Satu hal yang menarik adalah bahwa 

ternyata tidak ada satu pola atau sistem yang bisa dijadikan acuan oleh seluruh 

negara di dunia. Transfer dari pusat ke daerah pada umumnya dibaglkan 

berdasarkan suatu formula tertentu. Namtlll, formula bagaimana yang tepat amat 

tergantung kepada kondisi atau keadaan di masing-masing negara, Situasi dan 

kondisi politik suatu negara bersangkutan temyata sangat mempengaruhi desain 

atau sistem transfer pusat ke daerah yang diterapkan. 

Formula DAU mungkin berbeda dengan model alokasi IRA (Internal 

Revenue Allotment) yang merupakan dana transfer di negara FiHpina. Negara 

Filipina mengalokasikan dana transfer hanya berdasarkan pada kebutuhan fiskal 

saja, yaitu menggunakan voriabel luas wilayah dan jumlah penduduk. Formula 

DAU juga mungkin berbeda dengan alokosi transfer di Kanada. Alokasi transfer 

di Kanada hanya berdasarkan pada kemampuan pemungutan pajak daerab (sisi 

kapasitas fiskal daeruh) saja. 

India secara goris besar mengalokasikan transfer pusat ke daerah dengan 

berdasarkan pada: jumlah penduduk (20%), jarak perbedaan pendapatan per 

kapita dengan negara bagian yang tertinggi (60%), kondisi infrastruktur daerah 

(5%). luas wilayah (5%)~ dan tax efforJ atau rasio antara pendapatan sendiri per 

kapita dengan pendapatan per kapita kuadrat (10%). 

Afrika Selatan mengaJokasikan dana kepada provinsl lebih besar daripada 

pemerintah daerah (municipalities) karena. kapasitas fiskal provinsi cenderung 

lebih kecil disamping juga merupekan tugas provinsi untuk menyediakan hanyak 

pelayanan publik. Formula pemerataan (equitable share formula) untuk provinsi 

mencakup begian untuk pendidikan usia sekolal1 6·17 tahun (41%), kesehatan 

(19"/.),jaminan sosial (17%), aktivitas ekonomi di daerab (8%), jumlah penduduk 

(7%), komponen "keterbelakangan" (3%) dan bagi rata yang merupekan 

komponen institusional (5%). 

Brazil mengalokasikan transfer dori pusal kepada negara bagian dan 

pemerinrab daerab (municipalities) yang bersumber da:ri PPh dan PPN barang-
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barang industri. Dana untuk negara bagian dibagikan berdasarkan jumlah 

penduduk dan pendapatan per kapita (95%) dan berdasarkan tuas wilayah (5%), 

Sementara dana untuk pemerintah daerah dibaglkan dengan pertimbangan: bagi 

ibukota negara bagian menggunakan penduduk dan pendapatan per kapita (10%) 

dan kepada pemerintah daerah lain yang bukan ibukota negara bagian 

berdasarkan penduduk (90% ). 

Amerika Serikat mengalokasikan transfer kepada negara bagian yang 

diarahkan terutama untuk pendidikan, perumahan, fasilitas kebersihan, dan 

konstruksi Japan gao terbang. T ransfur ini lebih merupakan bersifat bantuan 

bersyarat karena persoalan utama yang terjadi adalah pada ketidaksamaan tingkat 

pelayanan masyarakat antar-daerah/wilayah dan bukan pada ketimpangan flskal. 

Australia menggunakan kesenjangan Iiska! sebagai dasar alokasi transfer 

dari pusat yang dihitung dari selisih pengeluaran yang distandarkan (standardized 

expenditure) dengan penerimaan yang distandarkan (standardize revenue). 

Pengeluaran yang distandarkan tersebut dihitung dengan mempertimbangkan 

jumlah penduduk, komposisi penduduk, faktor lintas-batas, lokasi penduduk, 

faktor-faktor demografi inianya, skala administrasi, skala penyediaan pelayanan 

publik, dan biaya-biaya input. Sedangkan penerimaan terstandar diperkirakan 

dengan memperba.tikan basis pajak. daerah dan standard revenue effort dengan 

berbagai penyesuaian. 

Jepang memiliki mengalokasikan block grant yang disebut sebagai Local 

Allocation Tax (LAT). Pengaiokasian LAT untuk pemerintah daerah sebesar 94% 

yang dihitung berdasarkan kesenjangan fiskal daerah tersebet, yaitu kebutuhan 

fiskal dikurangi estimasi total penerimaan tiap daerah. Dana talangan bisa 

dimasukkan dalarn LAT. Skema talangan dimasukkan dalarn perhitungan 

kebutuhan flskal standar yang didasarkan pada fonnulasi yang rumit. Sebaliknya 

perdngkatan kapasitas fiskal daerah menyebabkan menurunnya jumlah LA T yang 

ditransfer ke daerah. 

Salah satu jenis transfer di Jerman adalah interstate equalization payments 

yang merupakan transfer Jangsung antar negara bagian sebagai "kompensasi" 

terhadap beban khusus yang ditanggung oleh negara bagian tertentu seperti 
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pengungsi, pemeliharaan pelabuhan, d!L Penghitungannya berdasarkan sellsih 

kapasitas fiskal dikurangi dengan kebutuhan fiskal masing-masing negara bag ian. 

Spanyol mengadopsi suatu sistem yang dikenal dengan istilah the common 

system. The common system menetapkan bahwa sebagian besar pajak jatuh 

sebagai pajak pusat, daerah dapat memperoleh equalfzation grants yang dihitung 

utamanya berdasa.rkan populasi. Konsep ini mengacu pada kebutuhan fiskal. 

Secara lengkap ringkasan menyangkut tujuan transfer dan faktor-faktor 

yang dipertimbangkan untuk itu di berbagai negara dapat dilihat pada Tabel 2-2 

di bawah ini. 

Tabe12-2 
Tuiuan. Faktor Penentu Alokasi, dan Praktik di Beberana Nc•ara 

Tujuan Faktor Alokasi Contob Negara 

Mencapai tingkat lndikalor kebutuhan belanja (expendflure India, llalia, dan 
kemampuan ponyediaan needs): penduduk, anak usia sekolah, Spanyol 
jasa/ pelayaran publik yang lansia, tingkat buta huruf, kemiskinan, 
samalmirip kemaliall bayi, luas wilayah, slander 

belanja nasfonal 

Mencapai tingkat lndika!or kapasiias fiskal: PDRB per Kanada 
ketersediaan sumber daya kapila, a1au jumlah pondapatan yang 
fiskal yang samalmirip diperoleh dari basis pajak daerah 

dengan menerapkan tingkal tam efelctif 
rala-rata; dan lax efforl (lingkat sampai 
dimana daerah memanfaatkan basis 
pajak yang dimilikinya) 

Mencapai tingkat Kesenjangan liskal (fiscal gap) = Ausllalia, Gina, 
kemampuan penyediaan kebutuhan belaaja - kapasitas fiskal, Jerman, Jepang, 
pelayanan publik yang atau dengan bebagai kombinasi lain dari Korea Selatan, 
samaJmilip pada tingkal kebutuhan dan kapasitas LaMa, Rusia, dan 
kemampuan perpajakan lngglis Raya 
yang same 

Distribusi dengan cara Jumlah penduduk Beberapa jenis 
membagi sama per kepala transfer di Kanada, 

Ekuador, Estonia, 
Jerman, Hungaria, 
dan lnggris 

MengisiJmenulupi celah Jumtah transfer di~ni adalah selisih Beberapa negara 
anggaran (budget gap) anlara jumlah belanja!pengeluaran yang bekas pecahan Uni 

sudah dianggarnan dengan jumlah Soviet dan Eropa 
penerimaan sendiri dan bagi hasH Timur 

Sumber: Jorge Martinez-Vazquez, Principles for the Design of Equalization 
Granrs, Indonesia Workshop, May 2001 
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2.2 Praktik Transfer Pe.merintab Pusat Kepada Dacrah di Indonesia 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia 

sebenamya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik lndonesia, dan 

mengalami proses penyempurnaan yang cukup panjang, Hal ini antara lain 

tercennin dari telah dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok­

pokok Pcmerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tallon 1957, 

dan kemudian disempumakan dengan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok­

pokok Pemerintahan di Daerah. Selanjutnya, dengan UU No. 5 Tahun 1974 

tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daetah, dilakukan penyernpumaan kembali 

atas kebijakan otonomi daerah dengan fokus otonomi pada daerab tingkat II. 

Dahun perkembanganuya, seiring dengan semakin marakeya tunlutan 

demokrasi dan otonomi daerab, pada tahun 1999 diterbitken 2 (dua) UU di bidang 

otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Selanjutnya, berdasarkan hasil 

kajian dan evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal 

selama 5 (lima) tahun, maka sebagai wujud nyata dari komitmen untuk 

melaksanakan kebijak.an otonorni daerah dan desentralisasi fiskal, da1am tahun 

2004 telah dilakukan penyempurnaan atas UU (UU) No. 22 Tahun !999 dan UU 

No. 25 Tahun 1999 menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerab, dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Satu hal penting yang harus dipahami ada1ah bahwa desentralisasi fiskal 

bukan merupakan suatu tujuan, tetapi merupakan s:uatu instrumen. Desentralisasi 

fiskal ada1ah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah datam 

mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun 

nasional. Melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik diharapkan 

akan tercipta kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah 

yang berujung pada kesejahteraan masyarakat. 

Peranan pemer:intah daerah di Indonesia dapat dianggap sangat dominan 

sejak digulirkannya era otonomi daerah pada tahun 2001. Sebagai implikasi dari 
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pemberian kewenangan yang semakin luas kepada daerah, daerah dituntut untuk 

dapat secara mandiri melaksanakan pembangunan~ baik dari sisi perencanaan 

maupun pelaksanaannya sesuai prinsip~prlnsip otonomi daerah. Untuk mendanai 

penyelenggaraan urusan pemerintallan yang menjadi kewenangan daerah tersebut 

dilakukan dengan prinsip money follow function. 

Sebagai salab satu instrumen penting dalam pelaksanaan kebijakan fiskal 

pemerintab, kebijakan alokasi anggaran belanja ke daerab sejak tabun 2001 

diarahkan antara lain untuk; (i) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya 

nasional; (ii) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 

masyarakat; (iii) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerab (vertical 

fiscal imbalance) dan antar daerab (horizontal fiscal imbalance); 

(iv) meningkatkan pelayanan publik; serta (v) meningkatkan efisiensi me!alui 

anggaran berbasis kinelja yang se:jalan dengan format APBN. 

Perbandingan antara jumlab nominal dan pertumbuhan realisasi belanja ke 

daeral1 sebelum dan setelab dilaksanakannya kebijakan desentralisasi fiskal tahun 

2001 dap.at dilihat peda Gambar 2.1. 

Gambar2.1 
moun Rupiah Perkembangan Real!sasi Belanja Ke Daerah, 199611 S97 s.d 2007 
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Somber: Nota Keuangan TA 2008 
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Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah 

mcncakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerinlahan Daerah 

secara proporsional, demoktatis, adil, dan transparan dengan memperhatikan 

potensi. kondisi. dan kebutuhan Daerah. Di Indonesia> pembagian keuangan 

antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah tersebut dilakukan melalui lnstrumen 

yang disebut dana perimbangan. 

Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang bersumber da.ri 

APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umwn (DAU), 

dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk 

membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk 

mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintaben antara Pusat dan 

Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintaban antar· 

Daerab. 

Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana 

dari Pemerinrah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Dana Bagi Hasil 

(DB H) adalab dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagibasilkan 

kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Sedangkan Dana Alokasi 

Khusus (DAK) dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan 

kbusus di Daerah tertentu yang merupaksn urusan Daerah dan sesuai dengan 

prioritas nacional. 

Dana Alokasi Umurn (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan 

keuangan antar-Daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan 

kemampuan keuangan antar-Daerab melalui penerapan formula yang 

mempertimbangkan kehutuhan dan potensi Daerah. DAU juga bertujuan untuk 

mengurangi kesenjangan fiskal daerah dalam mendanai kebutuhan 

pengeluarannya dalam rangka pelalrsanaan desentralisasi. 

DAU meropakan salah satu sumber penerimaan daerah yang signifikan} 

kbususnya untuk daerah kurang potensial Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber 

Daya lvlanusia (SDM). Hal ini terlihat dari porsi DAU yang relatif lebih besar 

sumber--sumber penerimaan daerah lainnya di daerah~daerah tersebut. Dengan 

adanya DAU ini diharapkan kemampuan keuangan daerah cukup untuk 
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membiayai pengeluaran, setelah pengetuaran terse but juga dibiayai oleh PAD dan 

bagl hasil. Karena pembaglan dana bagian daerah melalui bag! hasll (revenue 

sharing) cenderung menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah (horizontal 

fiscal imbalance), maka diharapkan DAU dapat memperkecil variasi 

ketirnpangan fiskal antar daerah ak.ibat pembagian dana bagi hasH tersebut 

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) 

daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal daerah (fiscal need)9 dan 

kapasitas fisk a! daerah (fiscal capacity) 10
• Daerah yang kapasitas fiskalnya besar 

tetapi kebutuhan fiskalnya kadl akan memperoleh DAU keeit. Sebaliknya, daerah 

yang kapasitas fiskalnya kecil narnun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh 

DAU besar. Pendakatan celah fiskal inl, secara matematis, memungkinkan 

adanya daerah yang tidak rnenerima DAU, yaitu daerah yang relatif sudah 

dianggap mampu dari segi kapasitas fiskal. 

2.2.1 Kebijakan Pembagian Transfer DAU di Indonesia 

Peran DAU sebagai instrument untuk mengatasi kesenjangan horizontal 

(horizonlal imbalance) mengalami peningkatan yang cultup signifikan dari tahun 

ke tahun. Hal ini tercermin antara lain dari meningkatnya rasio alokasi DAU 

terbadap penerimaan dalarn negeri netto, dari 25% pada periode tahun 2001 

hingga 2003, menjadi 25,5% dalam tahun 2004 sarnpai 2005, dan kemudian 

rnenjadi 26% dalam tahun 2006 dan 2007. Dalarn kurun waktu tersebut, DAU 

yang dialokasikan ke provinsi meningkat dari Rp6.034,6 rniliar pada tahun 2001 

menjadi Rp16.478,7 miliar pada lahun 2007, atau naik rata-rata sebesar 18,2 

persen per tahun. 

2.2.2 Formulasi DAU di Indonesia 

Pengalokasian DAU ke daerah dilakakan dengan menggunakan formula 

yang didasarkan pada data dasar perhituegan DAU. Berdasarkan konsolidasi data 

9 Kebutuhan fiskal daerah dlhltung dari perkal!an penge!uaran rata~rata daerah dengan 
variabel-varlabel indeks penduduk, indeks kemisk;lnan relatif, indeks luas wilayah, dan 
indeks kemahalan konstruksi. 
1o Kapasitas fiskal daerah dihitung dari penjumlahan variabel PAD dan dana bag! hasil. 
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dasar perhitungan DAw tersebut selanjutnya dilakukan perhitungan DAU 

berd~arkan formula. Secara historis sejak tahun 2001 hingga tahun 2005. fonnula 

DAU terbagi menjadi 2 (dua) komponen utama, yaitu Alokast Minimum (AM) 

dan alokasi DAU berdasarkan Kesenjangan Fiskal (KF). Alokasi Minimum 

terbagi menjadi 2 (dua) bagian~ yaitu komponen lumpsum dan proporsional 

belanja pegawai. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, 

pada tahun 2006 komponen AM dan KF tersebut disempurnakan menjadi Alokasi 

Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF). Alokasi DAU berdasarkan CF tersebut 

merupakan komponen ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, dengan 

mempertimhangkan selisih kehutuhan fiskal dan kapasitas fiakal masing-masing 

daerah. 

Dalarn perkernhangannya, proporsi komponen AD dan CF dari tahun ke 

tahun bervariasi. Pada tahun 2002-2007, proporsi AM atau AD terhadap DAU 

secara agregat provinsi dan kabupaten!kota rnencapai sekitar 39 - 50 persen, 

sedangkan bobol CF meneapai sekitar SO- 61 persen. Semakin besar porsi AD 

terhadap DAU menunjukkan peran DAU sebagai dana ekualisasi (equalization 

grant), yang ditunjukkan dengan nilai CF, menjadi semakin kecil atau berkurang. 

Perumusan kebijakan DAU ymg mengaeu kepada formula yang Ielah 

ditetapkl1ll oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Dana 

Perimhangan dan Peraturan Pernerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana 

Perimbangan difonnulasikan sebagai berikut: 

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal 

Celah Fiskal = Kebutuhan- Kapasitas Fiskal 

Perhitungan DAU menggunakan formula dengan konsep celah fiskal (fiscal 

gap) yang merupakan selisih antara kebutuhan Iiska! daerah (fiscal need) dan 

kapasitas fiskal daerah (fiscal capacity). 

Dalam perkembangannya, formulas! DAU berdasar eelah fiskal tersebut 

telah mengalami beberapa kaii penyesuaian yaitu sebagai berlkut: 
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A. DAU Tahun 2001 

Pelaksanaan alokasi DAU 2001 mengacu pada beberapa prinsip antara lain: 

(i) nonna hukum dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 harus dipenuhi, (ii) hubungan 

antara kebutuhan dan potensi daerah harus jelas, (iii) besarnya DAU 2001 paling 

tidak sarna dengan besamya bantuan SDO dan lnpres {yang selalu dibagikan 

setiap tahun sampai dengan rahun 2000), (iv) rumus untuk menentukan alokasi 

DAU haruslah mudah dipaharni dan logis, serta (v) rumus didasarkan atas 

variabel-variabei yang datanya tersedia dan akurat. 

Berdasarkan prinsip~prinsip tersebut, secara umum rumus DAU 2001 dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

DAUi = FPi + FFi + FLi 

di mana FP adalah alokasi DAU yang berasal dari faktor penyeimbang, FF adalah 

alokasi yang berasal dari formula, dan FL adalah fak:tor lumpsum. Sementara itu, i 

menunjukkan unit kabupatenlkota yang akan mendapatkan alokasi DAU, apabila 

rumus tersebut dipergunakan untuk tingkat kabupaten dan kota. 

Definisi unnun dari faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk 

mencegah penurunan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kewajiban­

kewajiban mereka. Sejalan dengan salah satu prinsip penyusunan rumus DAU di 

atas, maKa pemerintah pusat menjarnin seca:ra eksplisit bahwa setiap pemerintah 

daerah di Indonesia tidak akan menerima DAU 200 I lebih rendah dari total SDO 

dan lnpres tahun 2000. Mengingat tabun anggaran 2000 hanya berumur 9 bulan, 

maka dasar pengbitungan yang dipakai adalah 413 kali besarnya anggaran tahun 

fiakal 2000 tersebut. 

Selain itu, faktor penyeimbang juga digunakan untuk mengatasi 

pennasalahan pendanaan yang muncul akibat terjadinya transfer pegawai dari 

pemerintah pusat ke pemedntah daerah yang tentunya membawa konsekuensi 

pada biaya gaji dan biaya-biaya terkait lainnya. Transfer pegawai tersebut harus 

dilakukan mengingat teljadinya likuidasi dari beberapa fungsi dekonsentrasi 

pemerintab pus at (kanwil, kandep ). Semen tara itu faktor lumpsum adalah suatu 

mekanisme untuk membagi habis total DAU yang sudah dianggarkan dalam 

APBN ke daerah-daerah. 
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Faktor formula berisi variabel dan rumus DAU adalah sebagai berikut: 

Tabel2-3 

Bobot Variabel Kcbutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 2001 

No. Variabel Bobot dalam Formula DAU 2001 

I. Komnonen DAU SDO+lnores+Lwnosum+CF 
2. Celah Fiska!(cF\-; terdiri dari: 

Kebutnhan Fiskal 
Pelloeluaran Daerah Rata-Rata dikalikan dellgall l>eniumlahan dari 
lndeks Penduduk (!P) v. 
lndeks Kemiskinan Relatif (IKR\ v. 
Indeks Luas Wilavah llWI Y. 
lndeks Harga Banounan y. 
Kll.llasitas Fiskal 
Penerimaan Daerah Rata-Rata dikalikan denrom oeniwnlahan dari 
lndeks SDA 113 
Indeks lndustri 113 
Indeks SDM 113 

Sumber: diolah dari UU Nomor 25 Tahun 1999 beserta Penjelasannya 

Dari tabel terSebut terlihat bahwa variabel yaog dipergunakan dalam faktor 

formula metupakan variabel yang sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 

1999 dan secara lebihjelas tertuang dalam PP Nomor 104 Tahmt 2000. Variabe1-

variabel yang dipergunakan adalah (I) potensi penerimaan, yang terdiri dari 

PDRB sektor sumber daya alam (primer) untuk menghitung indeks SDA, PDRB 

Sektor Industri dan jasa lainnya (non primer) untuk mengbitung indeks industri, 

dan besarnya angkatan kelja untuk mengbitung indeks SDM, (2) kebutuhan 

daerah, yang terdiri dari jwnlah penduduk, luas wilayah, indeks harga bangunan, 

danjwnlah penduduk miskin. 

Di samping alokasi DAU 2001 yang sudah didistribusikan kepada daerah­

daerah dengan skema pencairan 1112 setiap bulannya, juga terdapat dana 

tambahan yang diberikan kepada beberapa pemerintah daerah untuk 

mengantisipasi tingginya biaya peralihan pegawai dari pusat ke daerah, 1ambatnya 

peralihan kewenangan dari provinsi ke kabupaten, serta terjadinya kenaikan gaji 

pegawai negeri sipil. Dana tambahan tersebut diberikan dalam bentuk dana 

kontijensi tahnp I, dana kontijensi tahnp II, dan dana talangan. 
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B. DAU Tahun 2002- 2005 

Menyadari adanya beberapa kelemahan dalam formulasi DAU 2001, 

pemerintah telah meninjau kembali formula DAU. termasuk 

mereformulasikannya untuk perhitungan DAU 2002 dan seterusnya, dengan 

harapan akan menghasilkan perhitungan yang lebih baik dihandingkan dengan 

yang terdahulu sehingga dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi daerah 

terhadap alokasi yang diterimanya. Upaya penyempumaan memang perlu 

dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi eelah fiskai antar daerah (fiscal gap) 

serta dapat lebih mencerminkan asas keadilan dan pemerataan. 

Guna menindaklanjutinya, pumerintah memfasilitasi kegiatan studi 

mengenai formula DAU bersama dengan 4 (empat) universitas terkemuka yang 

selama ini terlibet dalam kajian di bidang keuangan daerab, yaitu Universitas 

Indones~ Universitas Gadjah Marla. Universitas Hasanuddin, dan Universitas 

Andalas. Hasil kajian ini digunakan sebegai pertimbangan kebijakan pemerlntah 

untuk penetapan formula DAU selanjutnya. 

Beberapa ketentuan berikut ini menjadi pedoman dasar bagi penyusunan 

formula DAU: (i) tetap mengacu pada kaidah·kaidah dasar dalam UU Nomor 25 

Tahun 1999, di mana salah satu yang terpenting adalah DAU akan dialokasikan 

dengan habet daerab yang dihitung dengan formula yang didasarkan atas 

pertimbangan kebutuhan dan potensi daerah yang diwujudkan atas beberapa 

indikator variabel yang dipurgunakan dalam mempurkirakan besamya kebutuhan 

dan potensi punerlmaan daerab, (ii) formula DAU tetap menggunakan 

punghitungan celab fiskai (fiscal gap), yaitufiscal needs (kebutuhan pembiayaan) 

dibendingkan denganfiscal capacity (potensi penerimaan), (iii) pendekatan celah 

fiskal memungkinkan adanya daerab yang relatif sudah dillnggap mampu dari segi 

kapusitas keuangan, dan seharusnya tidak memerlukan lagi alokasi DAU, (iv) 

mengaeu pada variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam UU Nomor 25 

Tahun 1999, tetapi sekaligus membuka kemungkinan penambahan beberapa 

variabel baru yang merupakan penyempumaan dari variabel fonnula DAU dalam 

PP Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 

Tahun 2001, tanpa menyimpang dari UU itu sendiri, (v) formula DAU berus 
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sederhana dalam artian dapat dijeJaskan dan mudah dipahruni serta dimengerti 

oleh semua pihak yang berkepentingan, (vi) akurasi data baik untuk variabel fiscal 

needs maupun fiscal capacity yang akan digunakan untuk penghltungan DAU 

harus menjadi perhatian utama, (vii) saJah satu misi atau tujuan keberadaan DAU 

adalah sebagai transfer yang menyeimbangkan kemrunpuan keuangan antar 

daerah (equalizaTion grant), Dengan prinsip ini, dampak ketidakmerataan yang 

ditimbulkan oleh bagi basil pajak maupun sumber daya alam (SDA) dap& 

dinetralisir. Dengan demikian, tolok ukur keberhasilan alokasi DAU adalah pada 

tercapainya pemerataan total penerimaan daerah per kapita yang sebaik·baiknya. 

Dalam bahasa tek.nist diharapkan formula tersebut menghasilkan suatu indeks 

koefisien variasi penerimaan per kapita yang sekecil mungkin. 

Perhitungan DAU masih menggunakan formula dengan konsep celah fiskal 

(fiscal gap) yang diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2001 sebagai perubahan alas 

PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Selain dengan formula 

celah fiskal, perllitungan DAU juga dilentukan dengan menggunakan kebijakan 

berupa Alokasi Minimum. Komponen Alokasi Minimum dalam alokasi DAU 

terdiri dari dua komponen besar yaitu komponen lumpsum serta komponen 

Belanja Pegawai. 

Salah satu komponen dalam DAU yang menjadi kontroversi adalah 

komponen lumpsum. Pembagian nilai DAU yang berasal dari komponen 

Iumpsum ini dilakukan secara sama kepada semua daerah (baik provinsi maupun 

kabupaten/kota). 

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, salah satu komponen dalam 

Alokasi Mirllmum adalah belanja pcgawai. Proporsi belanja pegawai ini diperoleh 

dengan menggunakan rasio antara belanja pegawai untuk: masing-masing daerah 

(provinsi atau kabupaten/kota) dengan total belanja pegawal seluruh daerah 

(provinsi atau kabupaten!kota) di Indonesia. 

Jumlah alokasi untuk belanja pegawai dalam DAU ditentukan dengan 

mengalikan proporsi belanja pegawai deogan jumlah total belanja pegawai dalam 

alokasi DAU. Komposisi lumpsum, belanja pegawai dan perhitungan lain dapat 

dilihat pada label berlkut: 
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Tabel2-4 

Perbandingan Komposisi Kcbijakan DAU 2001-2005 
-

I 2004-2005 2001 2002 2003 

Jumla:h Total 25% PDN 25°/~ PDN ]25% PDN ! 25,5% PDN 

Komponcn FP+LS+CF AM+CF AM+CF AM+CF 

Alokasi FP=SDO+INPRES Lumpsum Lumpsum Lurnpsum 

Minimum (LS)+Gaji (LS)+Gaji (LS)+Gaji 

Komposisi Prqyinsi PrQ:vinsi Provinsi £i:gvinsi 

FP+LS=BO% LS=20% LS = 10% LS=S% 

CF=-20% Gaji=30% Gaji=30% Gaji = 30o/o 

CF=50% CF=60% CF=65% 

Kab/Ko!!j Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota 

FP+LS=80'/o LS= 10% LS=5% LS=5% 

CF=20% Gaji=50% Gaji =45% Gaji ""40% 

CF = 40'/o 'CF=SO% CF=55% 

PAD estimasi - a +~.PDRB tt+~.PDRB o+~.PDRB 

jasa jasa jasa 

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Nogeri 

Pada bagian berikut ini akan dijelaskan komponen besar kedua dalam 

alokasi DAU yaitu komponen yang dialokasikan berdasarkan celah fiskal. 

Komponen dalarn alokasi DAU yang didasarkan pada celah fiskal ini terdiri dari 2 

komponen yaltu kubutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. 

Kebutuhan Fiskal 

Kebutuban fiskal dalam alokasi DAU secara garis besar terbagi rnenjadi dua 

kelompok besar yaitu indikator kependudokan (indeka penduduk dan indeks 

kemiskinan relatif) dan indikator kewilayahan (indeks luas wilayah dan indeks 

kemahalan konstruksi). Ada dua hal penting dalam penentuan kebutuhan fiskal 

daerah yaitu penentuan bobnt setiap indek.' serta penentuan besamya kebutnhan 

fiskal. 

Komponen kedua dalarn penentuan kebutuhan fiskal ini adalah besarnya 

pengeluaran rata~rata daerah. Besamya pengeluaran rataMrata daerah ini diperoleh 

dengan membagi selurub pengeluaran daerah dalam APBD (terbagi nntuk tingkal 
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provinsi dan kabupatenlkota) dengan jumlah daerah {provinsi dan 

kabupatenlkota), 

Kebutuhan fiskal (KbF) ditentukan dengan formula sebagai berikut: 

KbF = {(bobot IP • IP) + (bobot IKR • IKR) + (Bobot lW * IW) + (Bobot IKK 

• IKK)} * Pengeluaran Rata2 Daerab 

Kapasitas Fiskal 

Komponen yang lain dalam alokasi DAU berdasarkan celah fiskal adalah 

kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal di daerah dihltung dengan menggunakan 3 

komponen yaitu Pendapatan Asli Daerab (PAD), Bagi Has it Pajak (BHP) serta 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA). Satu hal yang paling panting dalam 

perhitungan kapasitas fiakal adalah pemberian bobot kepada masing-masing 

kompcnen kapasitas flskal, Penentuan Kapasitas Fiskal (KpF) dilakukan dengan 

menjumlahkan perkalian bobot dan nllai setiap komponen dalarn kapasitas flskal. 

Secara formula hal itu dapa! ditunjukkan dengan rumusan berikut ini: 

KpFi= (bobotPAD * PADi)+ (bobotBHP * BHPi)+ (bobot BHSDA * 

BHSDAi) 

Dari rabun 2002 hingga 2005, penentuan bobot kepada masing-masing 

kompcnen balk kebutuhan fiskal maupun kapasitas fiskal telah mengalami 

beberapa perubahan sebagaimana dapat dilihat pada rabel berikut: 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB UI, 2009



No 

L 
2, 

3, 

33 

Tabel2-5 

Bobot Varia bel Kebutuh:an f!'iskal dan Kapasitas Fiska1 

DAU 2002-2005 

Variabel Bobot dalam Formula DAU 
2002 2003 ' 2004-2005 

Komponen DAU AM+CF AM'·CF AM+CF 
Alokasi Minimum Lwnpswn+Gaji Lumpswn+Gaji Lumpsum+Gaji 
(AM) 
Celab Fiskal {CF) 
=Formula, terdiri 
dati: 
Kebutuban Fiskal 
Penge1uaran Daerah Rata-Rata dikalikan dengan penjumlaban dari: 
lndeks Penduduk 0,40 0,40 0,40 
(IP) 

lndeka Kemiskinan 0,10 0,10 0,10 
Relatif (IKR) 
lndeks LUBS 0,10 0,10 0,10 
Wi1ayah (IW) 

lndeks Kemahalan 0,40 0,40 0,40 
Konstruksi (IKK) 
Kllpasitas Fiskal 
PAD 1,00 0,50 0,50 
Bagi Hasil Pajak 1,00 1,00 1,00 
(BHP) 
Bagi Hasil Sumber 0,75 0,75 1,00 
DayaAiam 
(BHSDA) 

Sumber: Diolah dari Depru:temen Keuangan dan Departemeu Dalam Negeri 

Adanya tekanan po1itik dari daerah mengakibatkan munculnya keinginan 

daerah untuk tidak mau mempero1eb DAU lebih rendah dibandingkan dengan 

tebun sebelwnnya atau yang biasa dikenal dengan hold ltarmless. Adanya hold 

harmless ini mengakibatkan munculnya item Dana Penyeimbang (DP) pada tebun 

2002 sebagai antisipasi atas sikap daereb yang tidak mau menerima DAU pada 

tabun 2002 yang lebih rendah dari DAU 2001. Dana Penyeimbang ini 
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berkembang menjadi dua yaitu DP murni dan DP adhoc. DP rnumi rnerujuk 

kepada dana talangan untuk kebijakan pemerintah yang memberikan gaji ke-13 

kepada pegawai negeri sipil. 

Dalam alokasi DAU pada tahun-tahun berikutnya yaitu 2003-2004, juga 

tidak terlepas dari permasalahan hold harmless ini. Dalam mekanisrne formula 

DAU yang mumi, DAU usulan diperoleh dari penjumlahan aJokasi minimum dan 

alokasi DAU yang berdasarkan celah fiskal. DAU usulan inl kemudian 

diperbandingkan dengan penjumlahan DAU dan DP murni pada tahun 

sebelumnya. Selisih antara DAU Usulan dan penjumlahan DAU dan DP tahun 

sebelumnya mempakan jumlah dana hold hwmless yang barus ditanggung oleh 

pernerintah. 

Khusus untuk PAD dihitung dengan met ode estimlUli, dengan rumusan 

herikut: 

PAD Estimasi = p 1 + p, PDRB Jasa 

Adapun penghitungan PAD estimasi dari tahun 2002 hingga 2005, 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Jasa sebagai 

dasar perhitungan. Secara teoretis PDRB adalah suatu indikator untuk 

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara sektoral, sehingga 

dapat dilihat penyebab pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Secara struktural 

PDRB menurut pendekatan prodekai adalah jumlah nilai banmg dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya., 

dikelompokkan menjadi 9 (sembilan} sektor atau lapangan usahe yang dapat 

dipilah dalam sektor ekonomi non jasa, yaitu: Pertanian; Pertambangan dan 

Penggalian, lndustri Pengolalum; Listrik, Gas, dan Air Minum; Bangunan, serta 

ekonomi jasa, yaitu: Perdagangan, Hotel) dan Restoran; Pengangkutan dan 

Komunikasi; Keuangan. Persewaan Bangunan dan Jasa Perbank:an; serta Jasa~jasa 

Lainnya (BPS, 2000). Pertumbuban dan kontribusi masing-masing sektor 

ekonomi berbeda-beda tergantung pada struktur ekonomi daerah yang 

bersangkutan. 
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Sektor yang termasuk di dalam industri jasa adalah sektor-sektor yang 

kegiatannya diperkirakan dapat mempengaruhi besar kecilnya PAD dari suatu 

daerah. Mengingat pajak dan retribusi daerah sangat terkait dengan kegiatan 

sektor jasa. maka variabel ini sebenamya merupakan penjumlahan nilai tambah 

bruto dari sektor yang berkaitan dengan jasa, yaitu: Perdagangan, Hotel, dan 

Restoran~ Pengangkutan dan Kornunikasi; Keuangan, Persewaan dan Jasa 

Perbankan; dan Jasa-jasa Lainnya. 

C. DAU Tahun 2000- Sekarang 

Dalam UU No.33.2004 disebutkan bahwa alokasi DAU antara pemerintah 

provinsi dan kabupatenlkota dibagi berdasarkan perimbangan kewenangan. 

Irnplikasinya, diperlukan pengaturan yang lehih jelas tentang perimbangan 

kewenangan antara level pemerintahan. Untuk merespons hal tersebut pada tahun 

2007 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No.3812007 yang mengatur 

mengenai pembagian kewenangan antara pemedntah pusat, provinsi dan 

kabupatenlkota. Pemerintah juga Ielah mengatur bahwa selama pembagian 

kewenangan ini belum dapat ditentukan, pemerintah masih mengacu pada 

pengaturan yang lama dalam mengalokasikan besaran DAU kepada pemerinlah 

provinsi dan kabupatenlkota. 

Meskipun mekanisme peneabutan hold harmless dalam alokasi DAU belum 

dilaksanakan, alokasi DAU sejak tahun 2006 Ielah mengadopsi fonnula alokasi 

DAU seperti yang diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. Penggunaan fonnula 

tersebut antara lain menyangkut besaran alokasi DAU Nasional sebesar 25,5% 

dari Penerimaan Dalam Negeri Netto sarnpai dengan tahun 2007 scrta penggunaan 

variabel-variabel kebutuhan dan kapasilas fiskal seperti yang diatur dalarn UU 

tersebut. 

Dalarn PP No. 5512005 alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan 

menggunakan formula: DAU = AD ·t CF, dimana AD adalah Alokasi Dasar dan 

CF adalah Celah FiskaL Alokasi Dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai 

negeri sipil daerah (PNSD) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan 

tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil 
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termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPh 

Pasal21 ). 

Celah Fiskal (CF) diperoleh dengan mengurangkan kebutuhan Iiska! dengan 

kapasitas fiskal seperti dalam persamaan berikut: 

CF, = KbF, - KpF, 

Secara lengkap formula DAU seperti yang diatur dalarn UU No.33 Tahun 

2004 dan PP No. 55/2005 adalah sebagai berikut: 

Gambar2.2 

Formula DAU berdasarkau Alokasi Dasar dan Celah Fiskal 

DANA ALOKASI 
UMUM 

I 

' ' ALOKASI I ALOKASI BERDASARKAN I 
DASAR CELAH FISKAL 

I 

BELANJA - KEBUTUHAN r KAPASITAS 
PEGAWAl FISKAL FISKAL 

- lndeks 
1--- Pendapatan Asli 

Penduduk Daerah 

f-- tndeks Luas 
1---Wilayah Bagi Hasil Pajak 

1nd'7KS 
1--- Kemah alan Bag! Hasll 

Konstruksi SumberOaya - Alam 
lndeks - Pembangunan 

Man usia 

- lndeks PDRB 
perkapita 

Sumber: Diolah dari UU No. 33 Tahtm 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005 
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Alokasi benJasarkan kesenjangan fiskal memperhitungkan dua bagian besar 

yaitu kebutuhan fiskal (KbF) dan kapasitas fiskal (KpF) mengingat 

kesenjanganlcelah fiskal (CF) merupakan selisih dari kebutuhan dan kapasitas 

fiskal suatu daerah. Sesuai dengan UU No.33f2004, variabel-variabel kebutuhan 

flskal tersebut terdiri dari: 

• Jurnlah penduduk, merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan 

akan penyediaan layanan publik di setiap daerah 

• Luas wilayah, merupakan varlahel yang mencerminkan kebutuhan atas 

penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah 

• lndeks Pembangunan Manusia (!PM), merupakan variabel yang 

mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan 

dasar di bidang pendidikan dan kesebatan 

• PDRB Perkapi~ merupakan cenninan potensi dan aktivitas perekonomian 

suatu daerah yang dihitung berdasarkan total selu.ruh output produksi kotor 

dalam suatu wilayah 

• lndeks Kernahalan Konstruksi, merupakan cerminan tingkat kesulitan 

geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik 

secara relatif antar daerah 

Di sisi lain, komponen-komponen kapasitas fiskal dalarn perlritungan DAU 

terdiri darl: 

• Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang~undangan. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber 

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. 

• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), merupakan bagian 

dacrah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, 

pertambangan urnum, perikanan. pertambangan minyak burni, 

pertambangan gas bumi, dan pertarnbangan paras bumi. 
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• Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP), merupakan bagian daerah yang berasal 

dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak 

alas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan Pasa125 dan Pasal 

29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), dan Pajak 

Penghasilan Pas a! 2 L 

Perhitungan kebutuhan fiskal tidak menggunakan data dasar secara 

langsung namun dinyatakan dalam bentuk indeks. Jika Xi adalah nilai suatu 

variabel kebutuhan fiskal i, maka nilai indeks Xi (!Xi) adalah basil bagi Xi dengan 

nilai rata-rata Xi seluruh daerah. Secara matematis, hal ini dapat ditunjukkan pada 

persamaan bariknt ini: 

dimana n adalah jwnlah danrah dalarn formula alokasi DAU. Perumusan nilai 

kebutuhan fiskal dapat ditunjukkan pada persamaan berikut: 

Sebagai catatan, a, adalah bobot setiap indeks variabel kebutuhan fiakal dimana 

TBR sendiri menggambarkan besamya Total Belanja Rata-Rata APBD seluruh 

daerah. 

Di sisi yang lain, kapasitas fiskal (KpF) suatu daerah dinyatakan dalam 

bentuk persamaan sebagai berikut: 

KpF, = [p, *PAD;+ {J, • DBHSDA, + {J, * DBHP,) 

Total DAU Nasional menurut UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tabun 

2005 srunpai dengan pada tahun 2007 setara dengan 25,5% dari Penerimaan 

Dalam Negeri (PDN) Netto. PDN Netto itu sendiri merupakan hasH pengurangan 

dari Penerimaan Dalam Negeri (komponen dalam APBN) dengan Dana Bagi 

Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR). Namun demikian, pada tahun 2007 Pemerintah 

Unfversnas Indonesia 

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB UI, 2009



39 

menetapkan total DAU Nasional sebesar Rp 164.787,4 Milyar atau 26% dari PDN 

Netto yang memiliki nilai sebesar Rp 634,05 Trilyun. Dari total DAU Alokasi 

Nasional tersebut, alokasi DAU bagi seluruh provinsi di Indonesia mencapai Rp 

16.478,74 Milyar (atau !0% dari total DAU Nasional) serta alokasi bagi seluruh 

pemerintah kabupatenlkota mencapai Rp 148.308,66 Milyar. 

Formula alokasi DAU dalam UU No.3312004 mengatur bahwa besaran 

alokasi DAU pertarna-tama harus dialokasikan untuk menutupi alokasi dasar 

sebesar total belanja pegawai negerl sipil daerah. Sisanya. total alokasi DAU pada 

masing-masing pemerintaben dikurangi dengan total alokasi dasar, dibagi 

berdasarkan bebot celah fiskal. Dalam alokasi DAU Provinsi, diketahui besaran 

belanja pegawai negeri sipil daerah seluruh provinsi di Indonesia mencapai 

Rp7.469,26 Milyar sehingga alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal bemilai 

Rp9.009,48 Milyar. Sedangkan total Alokasi Dasar (AD) DAU seluruh 

Kabupaten/Kota mencapai Rp66.015,14 Milyar sehingga besaran DAU yang 

dialokasikan berdasarkan kesenjangan fiskal sebesar Rp82.293,52 Milyar. 

Secara lengkap besamya bobot setiap variabel kebutuhan dan kapasitas 

fiskal serta besar Total Belanja Rata-Rata untuk provinsi dan kabupaten!kota 

dapat diperlihatkan pada Tabel berikut ini: 

Tabel2-6 
Bb V 'blKb h Fikald Ka o ot ana e e utu an IS an ..avasttas F' kal DAU 2007 IS 

VARIABEL 
BOBOT 

DAU PROVINSI DAUKAB/KOT 
Kebutuhan Fiskal 
Jndeks Penduduk 30% 30% 
lndeks Luas Wilayah 15% 15% 
Jndeks !PM 10% 10% 
Indeks PDRB Perkapita 15% i5o/o 
lndeks IK.K 30% 30% 
Total Belania Rata-Rata Rp 1.576,96 Milyar Rp 353,85 Mil~ar 
Kapasitlls Fiskal 
PAD 50% 75% 
DBHSDA 50% 50'/o 
DBHP 75% 75% 

. . 
Sumber: D10lah dan Departernen Keuangan 
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2.2.3 Kebljakan Non Hold Harmless 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengamanatkan hahwa alokasi 

DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil 

dari tahun angganm 2005 dan berlaku sampai dengan tahun 2007. Dalam UU 

tersebut juga diatur beberapa kondisi pengalokasian DAU sesuai kemampuan 

fiskal masing-masing daerah. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan 

tujuan pengalokasian DAU kernbali pada konsep awal, dimana daerah-daerah 

dengan potensi kapasitas fiskal relatif besar mulai tahun 2008 dimungkinkan 

mengaJami penunman DAU. atau bahlcan tidak menerima DAU sama sekali. 

Kebijakan ini lebih dikenal sebagai kebijakan non hold harmless. 

Kebijakan ini dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP 55 Tahun 2005 mulai · 

berlaku pada tahun 2008. Penerapan kebijnkan ini akan memberikan beberapa 

konseknensi yang tidak terlepas dari nilai alokasi DAU berdasarkan kesenjangan 

Iiska! (CF). Terdapat beberapa kemungkinan nilai CF ini, yaitu: 

• Daerah yang merrriliki nilai kesenjangan fiskal lebih besar dari nol (CF > 0) 

akan mernperoleh alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar (AD) ditarebah dengan 

nilai kesenjangan fiskalnya, yaitu Kebutuhan diknrangi Kapasitas Fiskal. 

• Daerah yllllg memiliki nilai kesenjangan fiskal sama dengan nol akan 

menerima alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar 

• Daerah yllllg merrriliki nilai kesenjangan fiskal negatif (CF < 0) dan nilai 

negatif tersebut lebih kecil deripada alokasi dasar (CF < 0; ICFI < AD), akan 

memperoleh alokasi DAU sebesar Alokasi Dasar diknrangi dengan nilai 

kesenjangan fiskal 

• Daerah yang memiliki nilai kesenjangan fiskal negatif dan nilai negatif 

tersebut sama dengan atau lebih besar daripada Alokasi Dasar (CF < 0 ; ICFI 

>= AD), maka DAU yang diterima daerah tersebut adalah negatif atau 

disesuaikan menjadi no! (tidak memperoleh alokasi DAU}. 
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Implikasi penghapusan kebijakan hold harmless dalam alokasi DAU ini 

dapat digambarkan pad a Gambar 2.3 berikut ini: 

Gambar 2.3 

Formula DAU berdasarkan Celah Fiskal 

CElAH FISKAL (CF] 

t ' ' 
CF POSITIF (CF > 0) CF = 0 CF NEGATlF (CF < 0) 

I 

)CF) <AD )CF)>=AD 

! ~ 
OAU=AD+CF DAU=AD OAU = AD ·ICF) DAU=O 

Sumber: Diolah dari PP No. 55 Tahun 2005 Ten1ang Dana Perimbangan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Daiam penelitian mengenai darnpak kebijakan non holdharmless terhadap 

tingkat pemerataan pendapatan di provinsi1 kabupaten~ dan kota di Indonesia ini, 

analisa dilakukan secara komprehensif yaitu secara ekonomi. ekonometrik dan 

statistik. Teori ekonomi yang relevan digunakan sebaglli dasar untuk model yang 

akan digunakan serta untuk menganalisa hubungan dari maslng-masing variabel 

dalam model. Untuk menganalisa efektivitas serta efisiensi model dilakukan 

secara ekonometrik. Sedangkan analisa statistik berupa deskripsi, digunakan 

dalam menggambarkan kondisi tiap-tiap variabel yang termasuk dalam jangka 

waktu penelitian. 

3.1 Teknik Analisis 

Teknik analisis yang akan dilakukan dalam menganalisis bobot variabel 

kebutuhan fiskal pada formula DAU adalah dengan metode kUlllltitatif dan 

knalitatif. Adapun analisis knantitatif atau ekonometrika yang digunakan adalah 

sebagai barikut: 

a. Uji Index Williamson yang bettujuan untuk mengetabui dampak kebijakan 

non haldharmless alokasi DAU terhadap pamerataan fiskal antara daerah di 

Indonesia. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : 

v. 
(r, - YJ ~· 

y 

di mana: 

Vw "" Indeks Williamson 

Ji ~ populasi daerah ke-i 

N ~ populasi nasional 
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Yi ~ penerimaan daerah (PAD+DAU+DBH) perkapita daerah ke-i 

y ~ rata-rata penerimaan daerah (PAD+DAU+DBH) perkapita 

Semakin kecil angka Indeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atau 

kesenjangan fiskal an tar daerah semakin diperkecil dengan mernperhitungkan 

secara relatif terhadap penduduk. 

b. Analisis regresi dengan menggunakan peralatan Model Regresi Berganda 

(Multiple Regression Model), sebagai berikut: 

Y ~ ~• + ~,X, + fuX, + ~,X,+ ...... + p,x, + e 

digunakan untuk memperhltungk.an/memperkirakan besamya pengaruh 

secara kuantitatif dari masing-masing variabel bebas (independen) yang 

teroakup di dalam model regresi terhrulap variabel terikat (dependen), di 

mana: 

y 

p. 

p, 

X; 

~ 

= 

= 

= 

Dana Alokasi Umum {DAU) 

Interceptlkonstan\a 

Koefisien variabel bebas (i=J ,2, ... ,n) 

Variabel bebas yang merupakan faktor-faktor 

yang mernpengaruhi penerimaan DAU (i = 

1 ~2, ...• n) 

= Random Error 

Apabila persarnaan di alas dituliskan kembali dalarn bentuk formula DAU 

akan menjruli sebagai berikut: 

DAU = AD + pdJP + p, ILW + p, !PM + P.IKK + Ps!PDRB- P• PAD­

~' DBHSDA- Ps DBHP + e 

AD 

IJP 

ILW 

Alokasi Dasar, yaitu gaji pegawai 

lndeks Jurnlab Penduduk 

Indeks Luas Wilayah 
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!PM Indeks Pembangunan Manusia 

IKK Indeks Kemahalan Konstruksi 

IPDRB lndeks PDRB Per Kapita 

PAD Pendapatan Asli Daerah 

DBHSDA Dana Bagi basil Swnber Daya Alam 

DBHP Dana Bagi Hasil Pajak 

Analisis data dilakukan dengan metode least square mengingat model yang 

dikembangkan menggunakan 1 persamaan (single equation) untuk meregresi 

persamaan tersebut digunakan program Eviews version 4.1. Parameter yang 

diestimasi dengan model di atas kemudian diuji seeara statistik menggunakan 

uji nilai t, uji nilai F, dan AdjiLsted R-squared. 

• Uji Koefisien Regresi Parsial 

Untuk meuguji apakah secara sendiri-sendiri dana bagi hasil, luas wilayah, 

dan belanja pegawai berpengarub terhadap DAU. 

HO:pi~O 

HI :pi ;tO 

u=5%,d.f=n-1-k 

t=l;_ 
SP; 

Bila t111rung > tmbe! maka Ho ditolak dan jika thilq < ttabcl maka Ho diterima. 

• Uji Koeftsien Regresi Secara Serentak 

Ho:p,=Jl,~o 

Variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat (Y) 

H, : ~~ ;t Pd 0 

V ariabel be bas secara bersama-swna berpengaruh terhadap variabel terikat 

(Y) 

a = 5%, df = pembilang = k 

= penyebut = n-1-k 
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Bi!a F hitung > F label moka H0 ditolok danjika F hitung < F tabel moka 

Ho diterima. 

c. Analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan 

variabel-variabel dasar DAU seperti alokasi dasar, indeks kebutuhan fiskal, 

dan kapasitas fiskal terhadap alokasi DAU yang diterima provinsi dan 

kabupaten/kota di Indonesia. 

d. Uji multikolinearitas yang bertujuan untuk mengetahui apokah ada 

hubunganlkorelasi yang cukup kuat antara sesama variabel bebas dalam 

model. Dengan adanya multikolinearltas maim standar error dugaan koefisien 

regresi okan menjadi besar. Akibatnya pengujian dugaan koefisien regresi 

secara parsial (uji-t) rnenjadi rendah, sehingga variabel yang seharusnya 

signifikan dapat menjadi tidok signifikan. Lebih jauh lag!, tidok hanya 

variabel menjadi tidok signifikan tatapijuga mempunyai tanda koefisien yang 

salah. Akibatnya bertentangan dengan dengan t<:Ori yang me!andasinya. 

e. Analisa regresi berganda terboboti yang bertujuan untuk membuat nilai yang 

sama bagi semua variabel DAU. Variabel DAU terdiri dari alokasi dasar 

yang merupokan cerminan dari gaji pegawai dan celah fiskal yang merupokan 

selisih kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Varia bel kebutuhan fiskal 

terdiri dari luas wilayah, jumlah penduduk, !KK, !PM, dan PDRB per kapita, 

semen tara kapasitas fiskal terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi 

hasil sumber daya alam, dan bagi hasil pajak. Dalam regresi berganda 

terboboti, sernua variabel dalam formula DAU tersebut dibuat menjadi 

standa.r, Hal ini dilakukan dengan mengurangi nilai masing-masing variabei 

dengan nilai raUHatanya kemudian dihagi dengan standar deviasi. Koefisen 

yang diperoleh hasil regresi terboboti kemudian dirasiona.lkan menjadi bobot 

bagi masing-masing variabel dalam fonnu!a. 

Rasionalisasi bobot ini dilakukan terhadap keseluruhan fonmula DAU yang 

terdiri dari komponen alokasi dasar dan celah fiskal, sehingga dengan 
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demikian penjumlahan nilai bobot untuk alokasi dasar dan celah fiskal harus 

sama dengan satu. 

Rasionalisasl bohot juga dilakukan untuk variabel-variabel yang terdapat 

dalam kebutuhan fiskal, sehingga penjumlahan seluruh bobot masing-masing 

variabel kebutuban fiskal Gumlah penduduk, luas wilayah, !KK, !PM, dan 

lndeks PDRB Per kapita) harus sarna dengan satu. 

Terakhir rasionalisasi bobot dilakukan untuk variabel-variabel yang terdapat 

dalam kapasitas fiskal, sehingga penjumlahan seluruh bobot masing-masing . 

variabel kapasitas fiskal (PAD, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, dan Bagi 

Hasil Pajak) harus sarna dengan satu. 

3.2 Asnmsi Ekonomelrika 

Sebelum dianalisis, data tersebut harus diuji apakah melanggar asumsi dasar 

seperti kolinearitas jarnak, korelasi serial, dan heteroskedastisitas. 

a. Kolioearitas Jamak (MulticoUinearily) 

Masalah kolinearitas jarnak teljadijlka dua atan lebih variabel (atau kombinasi 

beberapa variabel) berkorela'i tioggi satu sama lain, Jika dijumpai adanya 

kolinearitas Jarnak, maka kemungkinan dijumpai masalah sebagal berikut 

(Greene, 1997, 420): 

• Perubahan kecil data dapat merubah parameter secara lebih besar 

• Variabel mempunyai koefisien yang besar 

Untuk mendeteksi adanya kolinearitas jamak, dapat digunakan beberapa cara, 

salah satu diantaranya meoganalisis condition index (CI) (Gujarati, 1995, 

338). Pedoman (rule of thumb) yang digunakan yaitu diatas 0,8 menunjukkan 

adanya kolinearitas jarnak yang kual. Cl dihitung menggWJakan program 

eviews. 

b~ Korelasi Serial 

Dalam menganalisis korelasi serial, terdapat istilah serupa yang sering 

digWJakan, yaitu atokorelasi (autocorrelation). Otokorelasi mendeteksi adanya 

hubungan antara data lag pada data time series itu sendiri, misalnya ul. u2, ... 

ulO dan u2~ u3, ..... ,ull. Sementara itu, korelasi serial menjelaskan hubungan 
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antara data lag dua series yang berbeda, seperti ul, u2, ... ulO dan vl 1 v2, 

..... ,vlO, Namnn Gujarati (1995. 401) menyamakan kedua istilah tersebut. 

Korelasi serial dijumpai jika error dari pedode-periode waktu yang berbeda 

saling berkorelasi. Biasanya korelasi serial terjadi pada data time series (deret­

waktu). Pada ana1isis ini, korelasi serial yang dibahas adalah first-order serial 

correlation dimana error di satu periode waktu berkorelasi langsung dengan 

error periode waktu berikutnya. Selain itu, dalam analisis ini juga hanya 

menitikberatkan pada korelasi yang positif karena pada data time series lebih 

sering terjadi. Apabila pada model dijumpai adanya korelasi serial, maka 

model menjadi tidak efisien meskipun tetap tidak bias dan tetap konsisten 

Untuk mendeteksi adanya korelasi serial, digunakan Uji Durbin-Watson (DW) 

yang dapat diproses dengan program Eviews. DW terletak antara {) sampai 41 

dengan nilai yang dakat 2 memmjukkan tidak ada korelasi serial tingkat 

pertama. Korelasi serial positifberkaitan dengan nilai DW di bawah 2. 

c. Hete-roskedastisitas 

Heteroskedastisitas dijumpai pada model yang mempunyai varlans error yang 

tidak konstan. Pada umumnya beteroskedastisitas diperoleh pada data cross 

section (kerat lintang). Jika pada model dijumpai adanya heteroskedastisitas, 

maka model menjadi tidak 'best' atau tidak efisien meskipun tidak bias dan 

tidak konsisten. Dengan kata lain, jika regresi tetap dilakukan meskipun ada 

masalah heteroskedastisitas. maka apapun 

"misleading" (Gujarati, !995, 366). 

basil regresi akan membuat 

Untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas, dignnakan Uji White yang diperoleh dalam program 

Eviews. Dengan Uji White, dibandingkan Obs*R-Squared dengan x tabel. lika 

nilai Obs*R-Squared lebih kecil dari pacta tabel, maka tidak nda 

heteroskedastisitas. 

3.3 Variabel-Variabel dan Sumber Data 

Varlabel-variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU adalah 

variable-varlabel DAU sebagaimana disebutkan dalam dalam UU Nomor 33 
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Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah i'Jomor 55 Tahun 2005 adalah sebagai 

berikut: 

• Jumlahpenduduk(dalamjiwa) 

V ariabel yang mencenninkan kebutuhan akan penyediaan lay an an publik di 

setiap daerah 

• Luas wilayah (dalam kilometer persegi) 

Varia bel yang mencenninkan kebutuhan alas penyediaan sarana dan prasarana 

per satuan wilayah 

• lndeks Kemahalan Konstruksi 

Variabel yang rnencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai 

berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah 

• Prodnk Domestik Regional Bruto (PDRB) par kapita 

Variabel yang rnerupak:an cenninan potensi dan aktivitas perekonomian suatu 

dasrah yang dihitung berdasarkan total seluruh output prodnksi kotor dalam 

suatu wilayah 

• Indeks Pembangurum Manusia (JPM) 

Variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas 

layanan dasar di bidang pendidikan dan kesebetan 

• Bagi Hasil Sumber Daya Alam 

Variabel yang menunjukkan berapa besar potensi sumber daya aiam dari suatu 

daerah yang terdiri dari kehutanan, pertambangan umum, parikanan, 

pertarnbangrm minyak bemi, pertambangan gas bumi, dan pertambangrm 

panas bumi.. 

• Pajak Penghasilan Orang Pribedi (PPh Orang Pribadi) dan PPh Pasal21 

V ariabel ini untuk menunjukkan perbedaan potensi daera.h at as dasar potensi 

suntber daya manusianya. Suatu daerah yang memiliki swnber daya manusia 

yang besar secara relatif akan memiHki potensi penerimaan yang lebih baik. 
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rnisalnya~ potensi penerirnaan yang berasal dari bagi hasil PPh orang prlbadi 

dan juga PAD. 

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Pero!ehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) 

Meskipun jenis pajak ini tergolong sebagai pajak pemerintah pusat, sistem 

pembagiannya yang praktis memberikan lebih dari 90% hasilnya kembali ke 

daerah membuat kedua jenis pajak ini secara bersama-sama hams dimasukkan 

sebagai unsur potensi penerimaan suatu daerah. 

Data yang digunakan dalam tesis ini adalah data sekunder yang seluruhnya 

bersumber dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sedangkan bentuk 

data yang digunakan dalam tesis ini se1uruhnya adalah berbentuk cross section 

(silang). Data sekunder ini dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu: 

a. Data yang digunakan dalam analisa regresi dan korelasi adalah data dasar 

yang digunakan dalam perhitungan DAU Tabun 2006 dan 2007. 

Uji regresi menggunakan data dasar DAU untuk Tabun 2006 dan 2007 dengan 

alasan karena pengalokasian DAU dengan menggunakan formula 

sebagalmana ditetapkan dalam UU No. 33 Tabun 2004 dan PP No. 55 Tabun 

2005 dimulai pada tahun 2006. Penulis membatasi hanya sampai pada tabun 

2007 karena sampai dengan tahun 2007 Pemerintab masih menerapkan 

kebijakan non bold harmless. Pengalokasian DAU tahun 2008 sudah mulai 

menerapkan kebijakan hold harmless walaupun belum benar-benar mumi 

karena pada tahun 2008 daerah yang mengalami penurunan DAU darl tabun 

sebelumnya lebih besar dari 75% masih diberikan dana penyesuaian. 

Rincian data dasar yang digunakan dalam perhitungan DAU Tahun 2006 dan 

2007 adalab sebagai berikut: 

• Data jumlah penduduk menggunakan data jumlah penduduk seperti dalam 

formula DAU 2006 dan 2007 yang berasal dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) untuk Tahun 2005 dan 2006 

• Data luas wilayah menggunakan data luas wilayah daratan seperti da1am 

formula DAU 2006 dan 2007 ditarnbah dengan luas wilayab perairan 4 mil 
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(kabupatenlkota) dan 12 mil (provinsi) !aut yang berasal dari Bakosurtanal 

tahun 2006 

• Data lndeks Kemahalan Konstruksi (IKK) berasal dari data BPS Tahun 

2005 dan 2006 dimana basis nilai IKK yang digunakan adalah !50 

• Data Indeka Pembangunan Manusia (!PM) yang digunakan berasal dari 

BPS Tahun 2005 dan 2006. Penting dicatat bahwa variabel yang 

digunakan adalah !PM Invers dengan funnula !PM lnvers = 100 - !PM 

• Data PDRB Perkapita menggunakan data PDRB Perkapita seperti dalam 

fonnula DAU 20% dan 2007 yang diperoleh dengan membagi nilai PDRB 

Total kecuali sektor pertambangan dan industri manufaktur denganjumlah 

penduduk. 

• Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan data realisasi PAD 

Tehun 2004 dan 2005. 

• Nilai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA) menggunakan data 

realisasi tahuo 2004 dan 2005 

• Nilai Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) menggunakan data realisasi tahun 

2004 dan 2005 

• Besaran gaji pegawai negeri sipil daerah menggunakan data gaji seperti 

dalam fonnula DAU 2006 dan 2007 yaitu data gaji dengan basis pada 

Bulan Juni Tahun 2005 dan BulanJuni Tahun 2006 

• Regresi dilakukan terhadap alokasi DAU berdasarkan Formula dan juga 

terhadap alokasi DAU berdasarkan 

b. Sedangkan data yang digunakan dalam uji lndeks Williamson menggunakan 

data dasar yang digunakan dalam perhitungan DAU tahun 2006, 2007, dan 

tabun 2008. Dalam rangka analisa dampak pemerataan pendapataa terhadap 

kebijakan non holdharmless digunakan data pendapataa riel dalarn APBD 

tahun 2006, 2007, dan 2008 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya 

Alam maupun Pajak. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dilakukan analisis data mengenai sebarapa besar dampak 

kebijakan non holdharmless pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) terhatiap 

tingkat pemerataan pendapatan di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. 

Dalam bab ini juga akan dilakukan analisis data secara kuantitatif dengan 

menggunakan model regresi ekunometrik. Analisis data ini tidak mengarab 

kepada pambentukan suatu model maternatis, tetapi banya untuk menunjukkan 

hubungan dan arab koefisien yang diharapkan antara variabel bebas dan variabel 

terikat sesuai hipotesa dengan tetap mengikuti prins:lp~prinsip ekonometrik 

analisa. Teori ekonomi yang relevan digunakan sebagai dasar untuk model yang 

akan digunakan serta untuk menganalisa hubungan dati masing-masing variabel 

dalarn model. 

4.1. Kinerja DAU Untuk Pemerataan Kemampuan Fiskal Antar Daerah 

Ada banyak iodikator untuk mengukur tingkat ketimpangan kapasitas fiskal 

daerah, diantaranya Koefisien V ariasi, Williamson Index. Rasio 

Maksimum!Minimum Pendapatan Daerah Per Kapita, Theil Index. Koefisien 

Oini, dll. Untuk analisis pada thesis ini digunakan ukuran pemerataan dengan 

menggunakan Williamson Index. Komponen pendapatan daerah yang dijatiikan 

dasar dalam penghitungan keseojangan Iiska! ini dibatasi hanya terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya 

Alarn, dan Dana Alokasi Umum (DAU). Penghitungan berdasarkan Williamson 

Index ini dilakukan untuk alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden dan 

alokasi DAU berdasarkan formula murni. 

Penghitungan Williamson Index dilakakan dengan mernbandingkan DAU 

berdasarkan formula mumi dan berdasarkan peraturan presiden untuk 3 (tiga) 

tahun, yaitu DAU tabun 2006, 2007, dan 2008. Berdasarkan Undang-undang No. 

33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 alokasi DAU 
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berdasarkan fonnula murni dilakukan mulai tahun 2008. Namun a!okasi DAU 

tahun 2008 temyata juga belum benar-benar murni berdasarkan formula sesuai 

peraruran perundang-undangan yang berlaku karena pada tahun 2008 daerah yang 

mengalami penurunan DAU dari tahun sebelumnya lebih besar dari 75% masih 

diberikan dana penyesua.ian. 

Hasil perhitungan lndeks Williamson untuk provinsi adalah sebagaimana 

ditunjukkan peda Tabel4.1 di bawah ini: 

Tabel4.l 

lndeks Williamson Provinsi 

2006 2007 2008 

DAUFormula 1.77544 1.82709 1.73388 

DAUPerpres 1.92699 1.85553 1.73517 

Sumber: Departemen Keuangan, diolah 

Dalam Tabel 4.1 dialas disajikan basil perhitungan lndeks Williamson 

alokasi DAU yang berada di level pernerintah provinsi pada tahun 2006, 2007, 

dan 2008 untuk alokasi DAU berdasarkan formula dan alokasi DAU berdasarkan 

peraturan presiden tentang alokasi DAU. 

Dalam tabel tersebut terlihat lndeks Williamson untuk alokasi DAU tahun 

2006 memperlihatkan bahwa Indeks Williamson DAU berdasarkan Formula 

sebesar 1.77544 yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan lndeks Williamson 

DAU berdasarkan Perpres sebesar 1.92699. Sedangkan DAU tahun 2007 

memperlihatkan bahwa lndeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 

1.82709 lebih kecil dibandingkan dengan lndaks Williamson DAU berdasarkan 

Perpres sebesar 1.85553. Dernikian juga untuk alokasi DAU provinsi tahun 2008 

memperlibatkan lndeks Williamson DAU berdasarkan Formula sebesar 1.73388 

lebih kecil dibandingkan dengan lndeks Williamson DAU berdasarkan Perpres 

sebesar 1.73517. 

Semakln kecil angka lndeks Williamson menunjukkan tingkat variasi atau 

kesenjangan fiskal antar provinsi semakin diperkecil dengan memperhitungkan 
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secara relatif terhadap penduduk. Dengan demiklan Tabel 4.1 rnenunjukkan 

bahwa kinerja DAU berdasarkan Formula dalam memperkecil kesenjangan fiskal 

antar provinsi Jebih baik dibandingkan dengan kinerja DAU berdasarkan 

Peraturan Presiden. 

Sedangkan untuk perbandingan lndeks WilliamS<ln alokasi DAU provinsi 

antara tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa kinerja DAU provinsi 

tahWl 2008 secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan kinerja DAU 

provinsi tahun 2006 dan 2007. Hal ini terutama berlaku untuk kinerja DAU 

Perpres. Sedangkan untuk DAU formula, lndeks Williamson DAU Formula tahun 

2006 lebih baik dibandingkan tahWl 2007. Narnun demikian lndeks Williamson 

DAU Formula tahun 2008 lebih baik dibandingkan tahun 2006. Dengan demildan 

DAU provinsi tahun 2008 lebih dapat memperkecil kesenjangan fiskal antar 

provinsi dibandingkan dengan DAU tahWl 2006 dan 2007. 

Dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian DAU kepada provinsi yang 

dilakuksn oleh Pemerintah dan disepaksti oleh DPR-RI pada tahun 2006 dan 2007 

melalui Peraturan Presiden helum menunjukkan kinerja DAU yang sebenamya, 

yaitu memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, dibandingkan alokasi DAU 

pada tahun 2008. Walaupun peda tahWl 2008 bagi beberapa daerah yang DAU­

nya turon lebih hesar dari 75% dari tahun sebelumnya masih diberiksn dana 

penyesuaian, pengalokasian DAU tahun 2008 lebih menunjukkan kinorja yang 

lebih baik dibandingkan tahun 2007. 

Hasil perhltungan lndeks Williamson untuk kabupatenlkota adalah 

sebagaimana ditunjukkan pada Tabel4.2. di bawah ini: 

Tabcl4.2 

Indeks Williamson Kabupaten/Kota 

2006 2007 2008 

DAUFormula 0.89140 0.85823 0.85712 

DAUPerpres 0.91050 0.86892 0.860!7 

Sumber: Departemen Keuangan, diolah 
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Tabel 4.2 diatas menyajikan perhitungan lndeks Williamson alokasi DAU 

yang berada di level pemerintah kabupaten!kota pada tahun 2007 dan 2008 untuk 

alokasi DAU berdasarkan formula dan alokasi DAU berdasarkan peraturan 

presiden tentang alokasi DAU. 

Dalam Tabel 4.2 tersebut terlihat lndeks Williamson untuk alokasi DAU 

kabupatenlkota tahun 2006 berdasarkan Formula sebesar 0.89140 lebih kecil 

dibandingkan dengan Indeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 

0.91050. Sedangkan DAU tahun 2007 mernperlihatkan lndeks Williamson DAU 

berdasarkan Formula sebesar 0.85823 lebih kecil dibandingkan dengan Indeks 

Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 0.86892. Demildan juga untuk 

alokasi DAU kabupatenlkota tahun 2008 memperlihatkan Indeks Williamson 

DAU berdasarkan Formula sebesar 0.85712 lebih kecil dibandingkan dengan 

lndeks Williamson DAU berdasarkan Perpres sebesar 0.86017. 

Semekin kecil angka lndeks Williamson menunjukkan tingkat varlasi atau 

kesenjangllfl fiskal antar ksbupatenlkota semakin diperkecil dengllfl 

memperhltungkan secara relatif terbadap penduduk. Dengllfl demikian Tabel 4.2 

menunjukkan bahwa kine;ia DAU kabupaten/kota tahun 2007 berdasarkan 

Formula dalam memperkecil kesenjangan fiskal antar kabupatenlkota lebih baik 

dibandingkan dengan kinerja DAU berdasarkan Peraturan Presiden. 

Sedangkan untuk perbandingan lndeks Williamson alokasi DAU 

kabupetenlkota antara tahun 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa kinerja 

DAU kabupatenlkota tahun 2008 secara keseluruhan lebih baik dibandingkan 

dengan kinerja DAU provinsi tahun 2006 dan 2007. Hal ini berlaku untuk kinerja 

DAU formula maupun DAU Perpres. 

Dapat disimpulkan bahwa Pengalokasian DAU kepada kabupatenlkota yang 

dilakukan oleh Pemarlntah dan disepakati oleh DPR-Rl pada tahun 2006 dan 2007 

melalui Peraturan Presiden belum menunjukkan kinerja DAU yang sebenamya, 

yaitu memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, dibandingkan alokasi DAU 

pade tahun 2008. Walaupun pada tahun 2008 bagi beberapa daerah yang DAU­

nya turun lebih besar dar! 75% dar! tahun sebelumnya masih diberikan dana 
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penyesuaian, pengalokasian DAU talmo 2008 lebih menunjukkan kinerja yang 

lebih baik dibandingkan tahun 2007. 

4.2 Analisis Pcrhandingao Pengaruh Masing-masing Variabel DAU Pada 

DAU Berdasarkan Formula dan DAU Be.-dasarkan Perpres Dengan 

Regresi Berganda. 

Pada bagian ini akan dianalisis pengaruh masing-masing variabel DAU, baik 

variabel DAU pada alokasi DAU berdasarkan formula maupun variabel DAU 

pada alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden, dengan tahap-tahap berikut: 

L Menguji signifikansi antara masing-masing variabel DAU yang terdiri dari 

alokasi dasar yang dicerminkan dalam gaji pegawai, kebutuhan fiskal yang 

dicerminkan dalam variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks 

kemahalan konstruksi, PDRB per kapila, indeks pembangunan manusia, dan 

kapasitas fiskal yang dicerminkan dalam variabel pendapatan asli daerah, 

bag! basil sumber daya alarn, dan bagi basil pajal<. 

2. Pengujian masing-rnasing variabel dilakukan pada DAU berdasarkan 

formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden. 

3. Hasil uji akan menunjukkan justifikasi pengarub masing-masing variabel 

DAU berdasarkan formula murni dan berdasarkan peraturan presiden 

4. Perbandingan basil uji antara masing-masing variabel pada DAU 

berdasarkan formula murni dan DAU berdasarkan peraturan presiden akan 

dijadikan dasar untuk melakukanjustifikasi kebijakan pengalokasian DAU. 

Regresi berganda dilakukan berdasarkan pada formula DAU sebagai berikut: 

DAU = AD + CF 

DAU = AD + (KBr- KPr) 

DAU = AD + (((TBR*(ur*IJP + a,*ILW + a,*IPM + a.,*IKK + 
ns*IPDRB))- (PAD+ BHSDA + BHP))) 

Keterangru1: 

AD 

CF 

KBf 

Alokasi Dasar, yaitu gaji pegawai 

Celah Fiskal 

Kebutuhan Fiskal 
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KPf Kapasitas Fiskal 

TBR Total Be[anja Rata~rata 

IJP lndeks Jumlah Penduduk 

ILW lndeks Luas Wilayah 

!PM Indeks Pembangunan Manusia 

lKK lndeks Kemahalan Konstruksi 

IPDRB lndeks PDRB Per Kapita 

PAD Pendapatan Asli Daerah 

DBHSDA Dana Bagi ha.sil Sumber Daya Alam 

DBHP Dana Bagi Hasil Pajak 

4.2.1 DAU Provinsi 

Regresi berganda terhadap formula DAU bagi provinsi dilakukan terhadap 

DAU berdasarkan formula dan DAU berda.sarkan peraturan presiden dengan 

menggunakan data DAU rabun 2006 dan 2007. Regresi berganda terhadap model 

diolah dengan menggunakan software e·views. Hasil lengkap regresi berganda 

DAU Provinsi dapat dilihat pada Laropiran 3 sampai dengan 6. 

Penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi untuk menyatakao bahwa model 

regresi yang dihasilkan adalah balk, yaitu: 

4.2.1.1 Kriterla ekonomi 

Berdasarkan basil regresi diatas, tanda untuk variabel bebas sudah sesuai 

dengan yang diharapkan, yaitu gaji pegawai (GAll), jumlah penduduk 

(PDDK), luas wilayah (L W), indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB 

per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda 

positif, sedangkan pandapatan asli daerah (PAD), bagi basil sumber daya 

alarn (BHSDA), dan bagi basil pajak (BHP) bertanda negatif. 

Kriterla Statistik 

Uji T, dari basil 4 (empa!) regresi dlatas, ternyata terdapat 3 (tiga) 

variabel bebas pada DAU Formula 2007 yang mempunyai P-value > 

0.05, yaitu variable PDRB per kapita sebesar 0.0534, variabel !PMI 
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sebesar 0.0664, dan variabel PAD sebesar 0.0692. Namun demikian, jika 

menggunakan taraf nyata sebesar 10%, maka variabel IPMI dan PAD 

masih dapat digunakan. Sedangkan pada DAU Perpres 2006 variabel 

IPMI mempunyai nilai P-va/ue sebesar 0.2178. 

Uji kedua adalah uji F alau uji model secara keseluruhan. Apabila 

digunakan a = 5%, rnaka baik regresi DAU Formula maupun regresi 

DAU Perpres semuanya menur;jukkan Probalility (F-statistics) < a, ini 

berarti tolak Ho atau dengan kala lain ada hubungan linier antara variabel 

independent terhadap variahel dependen. Secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa variabel-variabel DAU provinsi sebagai variahel 

independen basil estimll1ur mempenguruhi secara siginiftkan alokasi 

DAU provinsi sebagai variable terikat. 

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determina.si R2 atau R2 adjusted. 

Nilai R2 dan R2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres 

adalah 98.67% dan I 00% Ini menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua 

regresi tetsebut dapat menje)askan keragaman yang terjadi dalam model 

secara sempurn~ atau hampir l 00%. 

4.2.1.2 Kriteria ekonometrik 

a. Uji Multicollinearity 

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adsnya korelasi 

antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari basil uji 

multikolineariti diketabui bahwa nilai korelasi antar variabel baik 

dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai R2 sahingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolineariti. 

b. Uji Autoeorrelations 

Korelasi serial te~adi apabila data yang digunakan adalah data time 

series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah 

cross section, sehingga uji ini pun tidak diperlukan. 
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c. Uji Heterocedasticity 

Tabel4.3 

llasil Uji Hetcroscedasticity Regresi Berganda DAU Provinsi 

DAU F-statistie Probability Obs*R-squared Probability 

Fonnula 2006 1.671305 0.166903 22.51989 0.209719 

Perpres 2006 1.581061 0.194444 22.11894 0.226747 

Fonnula 2007 1.768679 0.141671 22.92064 0.193658 

Perpres 2007 0.521785 0.902860 13.24976 0.776527 

Sumber: Departemen Keuangan, d10lah 

Pengujirut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

Ho : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis). 

H1 :ada heterocedastisitas. 

Dengan a= 5o/o, tolak Ho jika Probalility (P-value) <a .. 

Dari basil uji heteroskedastisitas DAU Formula maupun DAU 

Perpres pada Tabel4.3 diatas, semuanya memililti nilai Probability 

(P-Value) diatas 5%, yaitu 20.97% untuk DAU Formula 2006, 

19.37% untuk DAU Formula 2007, 22.67% untuk DAU Perpres 

2006, dan 77.65% untuk DAU Perpres 2007 maka berarti flo tidak 

ditolak atau Ho diterima yang menunjukkan tidak adanya 

heterokedastisitas. 

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula 

dan DAU Perpres untuk tahun 2006 dan 2007 basil regresi berganda adalah 

sebagaimana ditunjukkan pad a Tabel 4.4 di bawah ini: 
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Tabel4.4 

Koertsen Hasil Regresi 8erganda DAU Provinsi 

Varia bel DAU2006 

Formula Perpres 

Gaji 1.000005 *) 1.073138 *) 

IP 0.000310 *) L73E-05 *) 

ILW 0.016593 *) 0.001158 *) 

IKK 1.209286 *) 1.106270 *) 

!PM Invers 1.563647 *) 1.480192 "') 

IPDRB 1.36&05 *) 8.28&06 *) 

PAD -0.439772 *) -0.178747 *) 

BHSDA -0.439776 *) -0.221468 *) 

BHP -0.439792 *) -0.324766 *) 

. . 
Sumber. Departemen Keuangan, diolah 

Keterangan: 
*) P-value < O.oJ, sangat signifikan 
**) O.oJ < P-value < 0.05, signifikan 
***) 0.05 < P-va/ue < 0.1, cukup signifikan 
ns P-va/ue > 0.1, tidak signifikan 

DAU2007 

Formula Perpres 

0.919055 *) 1.000000 *) 

2.18E-05 *) 2.13E-05 *) 

0.000807 *) 0.001025 *) 

0.982982 **) 0.951305 *) 

9.11E-06 ... } 1.12E-05 *) 

5.526933 ***) 1.558358 *) 

-0.1!3644 ***) -0.151736 *) 

-0.157492 *) -0.151737 *) 

-0.282396 *) -0.227608 *) 

Dari nasi! uji di atas, masing-masing variabel balk dalam DAU Formula 

rnaupun dalam DAU Perpres untuk alokasi DAU Provinsi dapat di-interpretasikan 

pengaruhnya terhadap alokasi DAU sebagai berikut : 

I. Secara keselnruhan semua variabel DAU berpengnruh sangat signifikan 

terhadap pengbitungan DAU provinsi pada tahun 2006 dan 2007, kecuaH 

variabel !PM yang pada DAU perpres 2007 tidak signifikan mempengarnhi 

pengbitungan DAU walaupun merniliki nilai koefisien yang besar. 

2. Pendapatan Asli Daerab (PAD) pada tahun 2007 sangnt signifikan 

berpengnruh terhadap penghitungan DAU. Pada tabun 2007 tersebut PAD 

memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar 0.113644 pada DAU 

Formula 2007 dan sebesar 0.151736 pada DAU Perpres 2007, hal ini 

menunjukkan babwa pada DAU Perpres, provinsi yang berhasil melakukan 

intensifikasi dan eketensifikasi penerimaan PAD sehingga memiHki nilai 
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PAD yang besar menjadi seperti "mendapat hukuman" dengan lebih 

besamya koefisien nilai pengurang dibandingkan pada DAU Formula. 

3. Gaji pada tahun 2006 dan 2007 sangat signifikan berpengaruh terhadap 

penghitungan DAU. Pada tnhun 2007 Gaji memiliki koefisien regresi 

bertanda positif yang cukup besar pada DAU Formula 2007 yaitu sebesar 

0.919055 dan pada DAU Perpres 2007 sebesar I. Pada DAU 2006 koefisien 

gaji malnh lebih besar dibandingkan DAU 2007, yaitu sebesar 1.00005 pada 

DAU Formula 2006 dan sebesar 1.073138 pada DAU Perpres 2006. Hal ini 

menunjukkan bnhwa alokasi dasar yang dicerminkan oleh gaji pegawai 

menjacli faktor yang sangat signifikan pada alokasi DAU di provinsi. Maka 

tidak salnh apabila selarna ini banyak daernh, terutama provinsi, yang 

menganggap bnhwa alokasi DAU semata-mata untuk be!anja pegawai. 

4. lndeks Pembangunan Manusia (!PM) pada DAU perpres 2006 tidak 

signifikan mempengaruhi penghinmgan DAU. Pada DAU Formula 2007 

!PM memiliki koefisien regresi bertanda positif yang sangat besar yaitu 

sebesar 5.526933 namun terkoreksi menjadi hanya sebesar !.558358 pada 

DAU Perpres 2007. Hal yang sama terjadi pada DAU tahun 2006. K.oefisien 

regresi !PM pada DAU Formula 2006 sebesar 1.563647 terkoreksi menjadi 

1.480192 pada DAU Perpres 2006. Dalam fommla alokasi DAU angka 

Jndeks Pembangunan Manusia (!PM) yang dihitung adalnh inversnya (100-

!PM). Dengan demikian hal ini menunjukkan bnhwa provinsi yang tingkat 

pencapaian pembangunan manusianya masih rendah yang dicerminkan dari 

kesejnhteraan penduduk alas layanan dasar di bidang pendidikan dan 

kesehatan yang masih rendah menjadi seperti "mendapat hukuman~J dengan 

tunmnya koefisien yang cukop signifikan yaitu sebesar 5.52693 pada DAU 

Formula 2007 menjadi hanya sebesar 1.558358 pada DAU Perpres 2007 dan 

sebesar 1.563647 pada DAU Formula 2006 menjadi sebesar 1.480192 pada 

DAU Perpres 2006. Perbandingan antara !PM dengan DAU Perpres dan 

DAU Formula untuk provinsi pada tnhun 2007 adalah sebagaimana terlihat 

pada Tabel4.5 berikut: 
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Tabel4.5 

Pcrbandingan IPM dcngan DAU Perpres dan Formula Tahun 2007 

Provinsl 

I Nn<> • Rami 

I Nusa ' Tlmm 

Barat 
I i Barat 

! Jawa 
! Ball 

o Barat 
I uiara 

.lawa Romt 

• Baral 

IPM InverSe j DAU Perpres DAU Formula 
' 

~* 
36.41 
35.17 

876.30 

~59 
1.28 

:.80 ~ 9 

~'--+-----;~ 
i4 
18 

1.94 
31.58 
31.53 

30.22 
30.22 
30.07 
29.77 
29.3l 
29. 

1.091.16 
502.13 

~~:---j 

277.60 

427. 

Tabel 4.5 di alas menunjukkan bahwa dari 33 provinsi di lndonesio, 20 

provinsi memiliki !PM di bawah 70 atau !PM lavers di atas 30 yang berarti 

tingkat pencapaian pembangunan manusianya relatif belum tinggL Dari 20 

provinsi tersebut 14 (empat belas) provlnsi mengalami penurunan DAU 

mentll1lt Peraturan Presiden apabila dibandingkan dengan DAU Formula. 

Sedangkan sebaliknya dari 13 provinsi yang memiliki !PM di atas 70 atau 
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JPM lnvers dibawah 30 yang berarti tingkat peocapaian pernbangunan 

manuslanya cukup tinggi, sebanyak 8 (delapan) provinsi justru memperoleh 

kenaikan DAU menurut Perpres apabila dibandingkan dengan penghitungan 

DAU berdasarkan formula mumi. 

4.2.2 DAU Kabupaten/Kota 

Regresi berganda terhadap alokasi DAU bagi kabupatenlkota juga dilakukan 

terhadap DAU berdasarkan formula dan DAU berdasarkan peraturan presiden 

dengan menggunakan data DAU tahun 2006 dan 2007. Regresi berganda terhadap 

model diolah dengan menggunakan software e-views. Narnun demikian 

mengingat banyalmya variasi jumlah data kabupaten/kota yang akan dilakukan 

regresi dan agar basil estilllliSi yang dilakukan mendekati kenyaraan, penulis 

melakukan regresi dengan menggunukan logaritrna. Regresi dengan menggunukan 

logaritma ini dilakukan balk untuk regresi DAU berdasarkan Fonnula maupun 

untuk regresi DAU berdasarkan Perpres. Hasil !engkap regresi berganda DAU · 

Kabupaten/Kota dapat dilibat pada Larnpiran 7 sarnpai dengan l 0. 

Penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi untuk menyatakan bahwa model 

regresi DAU kabupaten/kota yang dihasilkan adalah baik, yaitu: 

4.2.2.1 Kriteria ekonomi 

Sarna dengan basil regresi alokasi DAU provinsi, basil regresi alokasi 

DAU kabupaten/kota untuk DAU Formula dan DAU Perpres diatas juga 

menunjukkan tanda untuk variabe) bebas sudah sesuai dengan tanda 

yang diharapkan, yaitu gaji pegawai (GAJI), jumlah penduduk (PDDK), 

luas wilayah (L W), indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per 

kapita (PDRB), dan indeka pembangunan manusia (IPMI) bertanda 

positif, sedangkan pendapatan asli daerah (PAD), hagi hasil sumber daya 

alarn (BHSDA), dan bagi basil pajak (BHP) bertanda negatif. 

Kriteria Statistik 

Uji T, dari basil 4 (empat) regresi diatas, temyata terdapat I (satu) 

variabel bebas parla DAU Fonnula 2006, 1 (satu) variable bebas pada 

DAU Perpres 2006, 2 (dua) variable bebas pada DAU Formula 2007, 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB UI, 2009



63 

dan I (satu) variable bebas pada DAU Perpres 2007 yang mempunyai P­

va/ue > 0,05. Pada DAU Formula 2006 variabel IP:--11 sebesar 0.2390, 

pada DAU Perpres 2006 variabel !PM! 0.0793, pada DAU Formula 

2007 variabcl !PM! sebesar 0.1477 dan variabel BHP sebesar 0.5038, 

sedangkan pada DAU Perpres 2007 variable BHP sebesar 0.2033. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel lndeks Pembangunan Manusia (!PM!) 

tidak signifikan mempengaruhi alokasi DAU kabupatenlkota, sementara 

pada DAU Formula 2007 variabel Bagi Hasil Pajak (BHP) juga tidak 

signifikan mempengaruhi alokasi DAU. 

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apahila 

digunakan a = 5%, maka baik regresi DAU Formula maupWl regresi 

DAU Perpres semuanya menunjakkan Probalility (F-statistics) < n, ini 

berarti tolak Ho atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel 

independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa variahel-variabel DAU kabupaten/kota sebagai variabel 

independen basil estimator mempengaruhi secara siginifikan alokasi 

DAU kabupaten/kota sebegai variabel terikat. 

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R2 atau R1 adjusted. 

Nilai R2 dan R2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres 

adalah berada pada kisaran 77.66% sarnpai dengan 80.77%. Ini 

menunjukkan bahwa estimasi dalarn kedua regresi tersebut dapat 

menjelaskan keragaman yang terjadi dalam model sebesar hampir 81%. 

Krlterla ekonometrik 

a. Uji MultieoUinearlty 

Uji rnultikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi 

antar beberapa variabel bebas dalarn suatu model. Dari basil uji 

multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel baik 

dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai R2 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolineariti. 
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b. Uji Autocorrelations 

Korelasi serial terjadi apabila data yang digunakan adalah dala time 

series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah 

cross section, sehlngga uji ini pun tidak diperlukan. 

c. Uji Hcteroccdasticity 

Tabel4.6 

Basil Uji Heteroscedasticity Reg:Tesi Berganda 

DAU Kabupaten/Kota 

DAU F-statistic Probability Obs'R-squared 

Formula 2006 0.751573 0.156189 13.70350 

Perpres 2006 5.768152 0.000000 86.85136 

Formula 2007 10.09455 0.000000 131.7388 

Pcrpres 2007 10.69115 0.000000 137.4031 
. 

Sumber: Departemen Keuangan. dwlah 

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

Ho : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis). 

Ht : ada heterocedastisitas. 

Dengan n = 5%, tolak HojikaProbalility (P-value) <a .. 

Probability 

0.748205 

0.000000 

0.000000 

0.000000 

Dari basil uji heteroskedastisitas DAU Formula maupun DAU 

Perpres pacta tahun 2006 dan 2007 terdapt nilai Probability (P­

Value) dibawah 5%, yaitu 0"!. untuk DAU Perpres 2006, DAU 

Formula 2007, dan DAU Perpres 2007. maka berarti Ho ditolak 

atau H1 diteritna yang menunjukkan adanya heterokedastisitas, 

Masalah heteroskedastisiw ini kemudian dihilangkan dengan 

melakukan tindakan perbaikan model regresi. Metode yang 

digunakan untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas 

adalah metode White atau Newey-West yang merupakan metode 

koreksi standard error atau heteroscedasticity-corrected standard 

errors.1 Dalam eviews penghllangan masalah heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan 

1 Agus Widarjono, Ek.onmometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis 
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istilah White Heteroscedasticity Cvnsislenl Covariance. Hasil 

regresi untuk kabupatenlkota ini sudab menggunakan metode white 

heteroscedasticity consistent covariance. 

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formuia 

dan DAU Perpres Kabupaten!Kota untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regrcsi 

berganda adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel4.7 di bawah ini: 

Tabcl4.7 

Koefisen Hasil Regresi DAU Kabnpaten/Kota 

Variabel DAU2006 

Formula Perpres 

Gaji Pegawai 0.411240 *) 0.448076 *) 

1P 0.198220 *) 0.179555 *) 

ILW 0.051702 *) 0.044296 *) 

IKK 0.769512 *) 0.752183 *) 

!PM Invers 0.136112 "') 0.193013 ***) 

IPDRB 0.112238 *) 0.116149 *) 

PAD -0.033642 **) -0.052223 **) 

BHSDA -0.065179 *) -0.061591 *) 

BHP -0.072636 *) -0.053228 *) 

Swnber. Departemen Keuangan, diolah 

Keterangan: 
*) P-value < 0,01, sangat signifikan 
**) 0.01 < P-value < 0.05, signifikan 
***) 0.05 < P-va/ue < 0.1, cukup signifikan 
ns P-vafue > 0.1, tidak signifikan 

DAU2007 

Formula Perpres 

0.361621 *) 0.393407 *) 

0.196246 *) 0.193361 *) 

0.046918 *) 0.042749 *} 

0.747357 *) 0.820227 *) 

0.055298 "') 0.133882 **) 

0.144957 **) 0.249917 *) 

.0.041152 *) -0.042002 *) 

-0.036159 *) -0.045687 *) 

-0.015573 "') -0.031847 ") 

Dari basil uji di alas, masing-masing variabel baik dalarn DAU Fonnula 

maupun dalarn DAU Perpres kabupaten/kota tahun 2006 dan 2007 dapat di­

interpretasikan pangaruhnya terhadap alokasi DAU sebagai berikut : 

I. Secara keselnruban semua variabel DAU berpengaruh sangat signifikan 

terhadap pengbitungan DAU kabupatenlkota pada tahun 2006 dan 2007, 

kecuali variabel Indeks Pernbangunan Manusia (IPM) yang pada DAU 

Formula tahun 2006 dan 2007 tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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penghitungan DAU. Selain itu variabel Bagi Hasil Pajak pada DAU Fonnula 

dan Perpres 2007 juga tidak signiflkan mernpengaruhl penghitungan DAU. 

2. Variabel Bagi Hasil Sumber Daya Alarn (BHSDA) pada tahun 2006 dan 2007 

berpengaruh sangat signifikan terhadap penghitungan DAU. Pada DAU 

Formula 2007 rnerniliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar O.Q36159 

dan sebesar 0.04569 pada DAU Perpres 2007. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pada DAU berdasarkan Perpres, 

kabupaten/kota yang dianugerahi sumber daya alam melimpab menjadi 

"mendapat hukumann dengan makin besamya nilai pengurang pada DAU 

berdasarkan peraturan presiden apabila dibandingkan dengan alokasi DAU 

berdasarkan Formula. 

3. Variabel Pendapatan Asli Daeralt (PAD) pada taltun 2006 berpengaruh 

signifikan pada penghltungan DAU dan sangat signifikan pada taltun 2007. 

Dibandingkan dengan basil regresi untuk alokasi DAU provinsi, maka 

koefisien untuk Pendapatan Asli Daeralt (PAD) hasil regresi alokasi DAU 

pada kabupatenlkota menunjukkan angka yang sangat keeil. 

Koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2006 provinsi adalalt sebesar 

negatif 0.439772 sementara koelisien PAD pada regresi DAU Fonnula 2006 

kabupaten/kota adalalt hanya sebesar negatif 0.033642. Demikian pula 

koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2006 provinsi sebesar negatif 

0.178747 yang jauh lebih besar dibandingkan koefisen PAD pada regresi 

DAU Perpres 2006 kabupaten/kota sebesar negatif 0.052223. 

Koelisien PAD pada regresi DAU Formula 2007 provinsi adalalt sebesar 

negatif 0.113644 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Fonnula 2007 

kabupatenlkota adalah hanya sebesar negatif 0.041152. Demikian pula 

koefisien PAD pada regresi DAU Perpres 2007 provinsi sebesar negatif 

0.151736 yang jauh lebih besar dihandingkan koefisen PAD pada regresi 

DAU Peq>res 2007 kabupatenlkota sebesar negatif0.042. 

4. Variabel Bagi Hasil Pajak (BHP) pada taltun 2006 berpengaruh sangat 

signiflkan rerhadap penghitungan DAU, narnun pada tahun 2007 variabel BHP 

menjadi tidak signifikan mempengaruhl penghitungan DAU. Dibandingkan 

dengan hasil regresi untuk alokasi DAD provinsi, maka koefisien untuk Bagi 
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Hasil Pajak (BHP) hasil regresi alokasi DAU kabupatenlkota menunjukkan 

angka yang san gat kecil. 

Koefisien BHP pada regresi DAU Formula 2006 provinsi adalah sebesar 

negatif 0.439792 sementara koefisieo PAD pada regresi DAU Formula 2006 

kabupatenlkota adalah sebesar negatif 0.072636. Demikian pula koefisien 

BHP pada regresi DAU Perpres 2006 provinsi sebesar negatif 0.324766 yang 

jauh lebih besar dibandingkan koefisen PAD pada regresi DAU Perpres 2006 

kabupatenlkota sebesar negalif0.053228. 

Koefisien BHP pada regresi DAU Formula 2007 provinsi adalah sebesar 

negatif 0.282396 sementara koefisien PAD pada regresi DAU Formula 2007 

kabupatenlkota adalah sebesar negatif 0.015573. Demikian pula koefisien 

BHP pada regresi DAU Perpres 2007 provillSi sebesar negatif 0.227608 yang 

jauh lebih besar dibandingkan koefisen PAD pada regresi DAU Perpres 2007 

kabupatenlkota sebesar negatif0.03185. 

Hal ini menunjuk:kan bahwa variabel BHP pada alokasi DAU kabupatenlkota 

lebih kecil pangaruhnya dibandingkan pada alokasi DAU provinsi. 

4.3 Analisis Perbandingan Pengaruh Masing-masing Variabel DAU Pada 

DAU Berdasarkan Formula dan DAU Berdasarkan Perpn:s Dengan 

Regresi Berganda Terboboti 

Pada bagian lni penutis ingin melihat dan melakukan analisa pengaruh 

variasi penerimaan DAU setiap daerah) baik provinsi maupun kabupatenlkota, 

yang dipengaruhi oleh variabel DAU. Sehingga diharapkan dengan melakukan 

standarisasi pada seluruh variabel DAU akan dapat diketabui peran masing­

masing variabel DAU terbadap pangbitungan dan pengalokasian DAU. 

Sebelum dilakukan regresi berganda terboboti terlebih dahulu dilakukan 

standarisasi pada selurul1 variabel DAU yang mencakup variabel alokasi dasar dan 

celah fiskal. Pemberian bobot dihitung dengan mengurangi variabel DAU suatu 

daerah tertentu dengan nilai rata-ratanya dan kemudian dibagi dengan standar 

deviasinya. 
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Pada bagian ini juga penulis akan membandingkan bobot masing-masing 

variabel dalarn fmmula DAU sesuai dengan peraturan perundang~undangan yang 

berlaku, yaitu DAU yang dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi dasar dan 

celal:t fiskal yang dinotasikan sebagai berikut: 

DAU = f (Alokasi Dasar + Celal:t Fiskal) 

= f (AD + (Gaji Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilayah + IKK + 
!PM+ lndeks PDRB Per Kapita)- (PAD + BH Sumber Daya Alam + 

BHPajak)) 

Selain itu penulis juga akan menghitung bobot masing-masing variabel dalam 

formula DAU yang dihitung hanya berdasarkan pada konsep celah fiskaL Artinya 

alokasi dasar yang merupakan cerminan dari gaji pegawai akan dihitung sebagal 

bagian dari kebutuhan fiskal dan bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri. 

Konsep DAU berdasarkan celah fiskal ini dinotasikan sebagal berikut: 

DAU = f (Celah Fiskal) 

DAU = f ((Gaji Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilayal:t + IKK + !PM + 

lndeks PDRB Per Kapita) -(PAD + BH Sumber Daya Alam + BH 

Pajak)) 

4.3.1 DAU ProviDlJi 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa basil regresi rorboboti alokasi DAU 

untuk provinsi. Regresi terboboti alokasi DAU provinsi dilukukan untuk alokasi 

DAU berdasarkan Formula dan a!okasi DAU berdasarkan Peratu:ran Presiden 

untuk tahun 2006 dan 2007. 

Untuk menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan adalalt balk, 

penulis menggunakan tiga kriteria evaluasi~ yaitu: 

4.3.1.1 Kriteria ekonomi 

Hasil regresi terboboti a!okasi DAU provinsi menunjukkan Ianda untuk 

variabe! bebas sudah sesual dengan tanda yang diharapkan. 
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Gaji pegawai (GAll), jumlah penduduk (PDDK), luas wilayah (LW), 

indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita (PDRB), dan 

indeks pembangunan manusia (IPMI) bertanda positif, sedangkan 

variabel pendapatan asli daerah (PAD), begi hasil sumber daya alam 

(BHSDA), dan bagi hasil pajak {BHP) memiliki koefisien bertanda 

negatif. 

4.3.1.2 Krlteria Stalistik 

Uji T, dari hasit 4 (empat) regresi diatas, temyata terdapat I (satu) 

variabel bebas pada DAU Perpres 2006, 1 (satu) variable bebas pada 

DAU Formula 2007, dan 2 (dua) variable bebas pada DAU Perpres 2007 

yang mempunyai P-va/ue > 0,05. Pada DAU Perpres 2006 variabel!PMI 

sebesar 0.2071, pada DAU Formula 2007 variabel IPMJ 0.2727, 

sedangkan pada DAU Perpres 2007 variabel IPMJ sebesar 0.063 dan 

variabel PAD sebesar 0.062. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

lndeks Pembangunan Manusia (IPMJ) tidak signifikan mempengaruhi 

alokasi DAU provinsi, semenwa pada DAU Perpres 2007 variabel 

Pendapatan Asli Daerab. (PAD) juga tidak signifikan mempengaruhi 

alokasi DAU. 

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apahila 

dignnakan a ~ 5%, maka baik regresi DAU Formula maupun regresi 

DAU Perpres semuanya menunjukkan Probalilicy (F-statistics) < u, ini 

berarti tolak Ho atau dengan kata lain ada hubungan linier antara variabel 

independent terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat 

dikatakan bahwa variabel-variabel DAU provinsi sebagai variabel 

independen hasH estimator mernpengaruhi secara siginiftkan alokasi 

DAU provinsi sebagai variabel terikat. 

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R2 atau R2 adjusted. 

Nilai R2 dan R2 adjusted dari DAU Formula maupun DAU Perpres 

adalah berada pada kisaran 98.66% sampai dengan 100%. lni 

menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua regresi tersebut dapat 

menjelaskan keragaman yang terjadi dalam model secara sempurna. 
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4.3.1.3 Kritcria ekonometrik 

a. Uji Multicollinearity 

Uji multikolineariti diperlukan untuk mendeteksi adanya korelasi 

antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari basil uji 

multikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel baik 

dalam DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai R2 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinearitL 

b. Uji Autocorrelations 

Korelasi serial teljadi apabila deta yang digunakan adalah data time 

series, sedangkan data yang diguuakan dalam analisis ini adalah 

cross section, sehlngga uji ini pun tidak diperlukan. 

e. Uji Heteroeedasticity 

Tabel4.8 

Hasil Uji Heteroseedaslicity Regresi Berganda Terboboti 

DAU l'rovinsi 

DAU F-statistic Probability Obs*R~squared Probability 

Formula 2006 0.510045 0.910283 13.06972 0.787414 

Perpres 2006 1.581218 0.194392 22.11966 0.226716 

Formula 2007 0.359832 0.978194 10.43808 0.916665 

Perpres 2007 1.790375 0.136613 23.00579 0.190368 
. Sumber. Depart:emen Keuangan, dtolah 

Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

Ho : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis). 

H1 : ada heterocedastisitas. 

Dengan a= 5%, tolak Hojika Probalility (P-value) <a .. 

Dari hasil uji heteroskedastisitas terhadap regresi terboboti DAU 

Formula maupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 

semuanya memiliki nilai Probability (P-Value) diatas 5%, maka 

berarti Ho tidak ditolak atau Ho diterirna yang menunjukkan tidak 

adanya heterokedastisitas. 
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Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Fonnula 

dan DA U Perpres Provinsi untuk tahun 2006 dan 2007 hasil regresi berganda 

terboboti adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabe14.9 di bawah ini: 

Tabel4.9 

Koefisen Hasil Regresi Berganda Terboboti DAU Provinsi 

Variabel DAU2006 

Formula Perpres 

Alokasi Dasar 0.131318 *) 2.353518 *) 

Celah Fiskal 0.868682 *) -1.353518 *) 

lP 1.060366 *) 0.990435 *) 

ILW 0.380316 *) 0.443432 *) 

lKK 0.010001 *) 0.152784 *) 

IPMinvers 0.001877 *) 0.029737 m) 

IPDRB 0.026314 *) 0.267533 *) 

PAD -0.190264 *) -1.291504 *) 

BHSDA -0.041887 *) -0.352310 *) 

BHP ..0.088030 *) -1.085855 *) 
. 

Somber: Departemen Keuangan, dtolah 

Keterangan: 
*) P-value < 0.01, sangat signifikan 
**) 0.01 < P-value < 0.05, signif!kml 
***) 0.05 < P-value < 0.1, eukup signifikan 
ns P-value > 0.1, tidak signifikan 

DAU2007 

Formula Perpres 

1.981727 *) 1.502254 *) 

-0.981727 *) -0.502254 *) 

0.946659 *) 0.903783 *) 

0.326469 *) 0.229233 *) 

0.112955 *) 0.119444 **) 

0.141088 "') 0.088640 ***) 

0.028473 *) 0.077355 **) 

-1.527094 *) -0.878708 ***) 

-0.335939 *) -0.294252 *) 

..0.292790 "") -0.972052 **) 

Hasil lengkap regresi terboboti DAU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran II 

sampai dengan 14. 

Berdasarkan basil regresi terboboti pada Tabel diatas dapat di­

interpretasikan sebagai berikut: 

1) Pada DAU Formula 2006, pernn Alokasi Dasar (AD) yang dieerminkan pada 

koefisien Gaji adalah sebesar 0.13 atau 13%. Hal ini berarti bahwa peran 

Celah Fiskal (CF) adalah sebesar 0.87 atau 87%. Akan tetapi pada DAU 
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Perpres 2006, peran Aloka<>i Dasar justru meningkat menjadi 2.35 yang berarti 

peran celah fiskal menjadi bemilai negatif dengan besaran 1.35. 

Dengan demikian konsep DAU berdasarkan celah fiskal dalam rangka 

menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi 

menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU 

Formula pada tahun 2006. 

Kondisi ini juga menunjnkkan bahwa peran alokasi dasar yang dicerminknn 

oleh Gaji masihjauh lebih besar dibandingkan peran celah fiskal. 

2) Pada DAU Formula 2007, peran Alokasi Dasar (AD) yang dicermiokan pada 

koefisien Gaji adalah sebesar 1.98. Hal ini berarti bahwa peran Celah Fiskal 

(CF) menjadi bemilai negatif sebesar 0.98. 

Akan tetapi pada DAU Perpres 2007, peran Alokasi Dasar justru menurun 

menjadi 1.51 yang berarti peran celah fiskal tetap bernilai negatif dengan 

besaran yang lebih kecil yaitu 0.51. 

Dengan dernikian sama seperti pada alokasi DAU tahun 2006, konsep DAU 

berdasarkan ee1ah fiskal dalarn rangka menempatkan DAU untuk 

memperkecil kesenjangan fiskal antar provinsi menjadi mskin memburuk 

pada DAU Perpres dibandingkan dengan DAU Formula pada tahun 2007. 

Kondisi pada tahun 2007 ini tetap menunjnkkan bahwa peran alokasi dasar 

yang dicerminkan oleh Gaji masih jauh lebih besar dibandingkan peran ce1ah 

fiskal. 

Apabila koefisen basil regresi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8 

dirasionalkan menjadi bobot bagi masing-masing variabel dalam formula DAU, 

mska perbandingan bobot masing-masing variahel peda kebutuban fiskal dan 

kapasitas fiskal DAU Tahun 2006 dan 2007 adalah sebegaimana ditunjukkan 

dalam Tabel4.10 di bawahini. 
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Tabcl4.10 

Bobot Variabel Kebutuhan FiskaJ dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi 

Setelah Rasionalisasi Koefisien 

Vaiabel ! DAU 2006 DAU2007 
' 

Formula Perpres Formula Perpres 

Komposisi Formula 

I. Alokasi Dasar 0.13 2.35 1.98 LSI 

2. Celab Fiskal 0.87 -1.35 -0.98 -0.51 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Kebutuhan Fiskal 

I. Penduduk 0.72 0.53 0.61 0.64 

2. Luas Wilayab 0.25 0.23 0.21 0.16 

3.IKK 0.01 0.08 O.o7 0.08 

4.IPM 0.00 0.02 O.Q2 0.05 

5. PDRB per kapita 0.02 0.14 0.09 0.06 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Kapasitas Fiskal 

!.PAD 0.59 0.47 0.71 0.41 

2.BHSDA 0.13 0.13 0.16 0.14 

3. BH Pajak 0.27 0.40 0.14 0.45 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Indeks Williamson 1.77544 1.92699 1.82709 1.85553 

Sumber: Departemen Keuangan, d10lab 

Dari Tabel4.10 tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

I. Peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU Provinsi yang merupakan 

cemtinan darl gaji pegawai sangat 1uar bias a dominan, yaitu diatas 100%, 

sehingga peran cclab fiskal menjadi bernilai negatif. Hanya pada DAU 

Formula 2006 peran alokasi dasar hanya sebesar 13%. 

Dengan peran alokasi dasar yang sangat luar biasa dominan tersebut jelas 

pengalokasian DAU bagi provinsi peda tabuo 2006 dan 2007 sama sekali 

tidak mencennink:an konsep DAU yang bertujuan untuk meminimalkan 

kesenjangan fiskal antar daerah. Kondisi ini juga diperknat dengan angka 
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lndeks \Villiamson. Pada saat peran alokasi dasar diatas: 100% seperti pada 

DAU Formula 2007, angka Indeks Williamson menjadi lebih besar 

dibandingkan dengan pada saat a.!okasi dasar hanya sebesar l 3% seperti pada 

DAU Formula 2006. Dengan demikian makin besar peran alokasi dasar pada 

pengalokasian DAU bagi provinsi akan makin mernperbesar pula kesenjangan 

fiskal antar provinsi, demikian pula sebaliknya. 

2. Pada variabel-variabel kebutuhan fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

herikut: 

a. Makin rendah paran Jumlah Penduduk temyata mengakibatkan alokasi 

DAU makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besamya nilai 

lndeks Williamson. 

b. Makin rendah peran Luas Wilayah temyata mengakibatkan alokasi DAU 

provinsi makin tidak merata yang ditunjukkan dengaa makin besamya 

nilai lndeks Williamson 

c. Makin besar peran IKK temyata makin rnemperbesar ketidakmcrataan 

alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengaa makin besamya nilai 

lndeks Williamson 

d. ApabilalPM tidak dimasukksn dalam penghitungan DAU provinsi justru 

membuat alokasi DAU provinsi lebih merata. 

e. Makin besar peran PDRB per kapita temyata mengakibatkan alokasi DAU 

provinsi makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin besarnya 

lndeks Williamson. 

3. Pada varia bel kapesitas fiskal dapat disimpulkan bal-hal sebagai berikut: 

a. Makin besar peran PAD ternyata justru makin memperbesar 

ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang ditunjukkan dengan makin 

hesarnya nilai lndeks Williamson 

b. Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA) temyata 

makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi yang 

ditunjukkan dangan makin besarnya nllai Indeks Williamson 

c. Makin besar peran Bagi Hasil Pajak temyata justru makin memperkecil 

ketidakmerataan alokasi DAU yang ditunjukksn dengan makin keeilnya 

nilai lndeks Williamson 

Universitas Indonesia 

Analisis Dampak..., Desky Wijaya, FEB UI, 2009



75 

Bobot ma.<;ing-masing variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal 

sebagaimana ditunjuk:kan dalam Tabel 4.10 diatas masih berdasarkan pada 

formula yang ada dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, yaitu 

rnenggunakan variabel alokasi dasar yang berdiri sendiri unruk mencerminkan gaji 

pegawai. Penulis mencoba untuk mencari altematif pengalokasian DAU dengan 

memasukkan unsur gaji pegawai sebagai salah satu unsur dalam perhitungan 

kaebutuban fiskal, jadi bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri dalam bentuk 

alokasi dasar. Kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

DAU = f(CelahFiskal) 

DAU = f ((Gaji Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilayah + IKK + IPM + 
lndeks PDRB Per Kapita) - (PAD + BH Surnber Day a A lam + BH 

Pajak)) 

Apabila gaji pegawai bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri daiarn 

bentuk alokasi dasar, tetapi dimasukkan menjadi salah satu variabel penghitungan 

kebutuhan fiskal, maka bobot rnasing-masing variabel yang akan diperoleh adalah 

sebagairnana ditunjukkan pada Tabel4.ll di bawab ini. 

Berdasarkan Tahel 4.11 tersebut, apahila komponen gaji dimasukkan dalam 

penghitungan kebutuban fiskal rnaka peran gaji daiam kebutuban fiskal DAU 

Formula 2006 adaiah sebesar 0.08 sehingga paran celah fiskal menjadi lebih besar 

lagi yaitu 0.92 atau diatas 90"A>. Kondisi ini jauh lebih balk apabila dibandingkan 

dengan Tabel 4.10 yang menunjukkan peran gaji sebesar 0.13 sehingga peran 

celah fiskal banya 0.87. Demikian juga untuk DAU Petpres 2006, DAU Fonnula 

2007, dan DAU Petpres 2007 yang kesemuanya menunjukkan perbaikan peran 

celah fiskal dalam formula DAU dibandingkan dengan peran celah fiskal 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.10. Dengan demikian hal ini 

menunjukkan kondisi bahwa apabila komponen gaji tidal< merupakan variabel 

yang berdiri sendiri dalam bentuk Alokasi Dasar melainkan dimasukkan dalam 

unsur kebutuban fiskal akan makin mernperbesar porsi celab fiskal. 
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Tabel4.11 

Kocfisen Variabel Kebutuban FiskaJ dan Kapasitas Fiskal DAU Provinsi 

Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabcl Kebutuhan Fiskal 

Variabe1 DAU2006 DAU2007 

Formula Perpres Fonnula Perpres 

Kebutuhan Fiska1 

Gaji Pegawai 0.08 0.56 0.56 0.51 

Penduduk 0.66 0.23 0.27 0.31 

Luas Wi1ayalt 0.23 0.10 0.09 0.08 

lKK O.Ql 0.04 0.03 0.04 

IPM 0.00 O.oJ 0.04 O.G3 

PDRB per kapita 0.02 0.06 O.Ql 0.03 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Kapasitas Fiskal 

PAD 0.59 0.47 0.71 0.41 

BHSDA 0.13 0.13 0.16 0.14 

BHPajak 0.27 0.40 0.14 0.45 

LOO 1.00 1.00 1.00 

lndeks Williamson 1.77544 1.92699 1.82709 1.85553 
. 

Sumber: Departemen Keuangan, dwlalt 

Dalam Tabel 4.11 di atas baltwa apabila komponen gaJl pegawru 

dimasukkan dalam unsur kebutuban fiskal maka peranan komponen gaji pegawai 

tetap memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan variabel­

variabel yang lain. Hal ini menjadi tidak masalah karena komponen gaji pegawai 

tersebut dihitung sebagai komponen yang mewakili kebutuhan f:u;kal daeralt. 

Sehingga konsep pengalokasian DAU yang bertujuan untuk memperkeci1 

kesenjangan fiska1 antar daerab yang dihitung berdasarkan konsep ce1alt fiska1 

daerab akan terlaksana. Varia bel kebutubar fiskal berikutnya yang memiliki 

kontribnsi cuknp besar daiam menghitung kebutnhan fiskal setelalt variabel gaji 

pegawai adaialt variabel jumlalt penduduk, luas wilayab, IKK, dan PDRB per 

kapita. Sedangkan kontribusi variabel IPM perln diteliti kembali menglngat pada 
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pengalokasian DAU provinsi rahun 2006 variabel IPM sama sekali tidak memiliki 

kontribusi. 

4.3.2 DAU Kabupaten!Kota 

Pada bagian ini akan dijelaskan analisa basil regresi terboboti alokasi DAU 

untuk kabupatenlkota. Sarna seperti pada provinsi, regresi terboboti alokasi DAU 

kabupatenlkota juga dilakukan untuk alokasi DAU berdasarkan Fonnula dan 

alokasi DAU berdasarkan Peraturan Presiden untuk rabun 2006 dan 2007. 

Untuk menyatakan babwa model regresi yang dibasilkan adalab baik, 

penulis menggtmakan tiga kriteria evaluasi, yaitu 

4.3.2.1 Kriteria ekonomi 

Hasil regresi terboboti alokasi DAU kabupatenlkota pada 4 (empat) 

Tabel diatas memmjukkan tanda untuk variabel bebas sudab sesuai 

dengan Ianda yang diharapkan, yaitu gaji pegawai (GATI), jumlab 

penduduk (PDDK), luas wilayab (L W), indeks kemabalan konstruksi 

(IKK), PDRB per kapita (PDRB), dan indeks pembangunan manusia 

(!PM!) bertanda positif, sedangkan pendapatan asli daerab (PAD), bagi 

hasil sumber daya alam (BHSDA), dan bagi basil pajak (BHP) berllmda 

negatif. 

4.3.2.2 Kriteria Statislik 

Uji T, dan hasi14 (empat) regresi terboboti DAU kabupatenlkota diatas, 

ternyata seluruh variabel bebas mempunyai P-value > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa semua variabel bebas mempengaruhi a1okasi DAU 

kabupatenlkota secara signifikan. 

Uji kedua adalah uji F atau uji model secara keseluruhan. Apabila 

digunakan a = 5%, maka baik regresi terboboti DAU Formula maupun 

regresi terbobuti DAU Perpres pada tabun 2006 dan 2007 semuanya 

menunjukkan Probelility (P-statistics) < a, ini berarti tolak Ha atau 

dengan kata lain ada hubungan Hnier antara variabeJ independent 

terhadap variabel dependen. Secara keseluruhan dapat dikatakan babwa 

variabel-variahel DAU kabupaten!kota sebagai variabel independen basil 
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estimator mempengaruhi secara siginifikan alokasi DAU kabupatenfkota 

sebagai variabel terikat. 

Pengujian ketiga yaitu melihat koefisien determinasi R2 atau R2 adjusted. 

Nilai R2 dan R2 adjusted dari DAU Fonnula maupun DAU Perpres 

adalah berada pada kisaran 97.30% sampai dengan 100%. Ini 

menunjukkan bahwa estimasi dalam kedua regresi tersebut dapat 

meojelaskan keragaman yang terjadi dalam model secara sempurna, atau 

hampir 100%. 

4.3.2.3 Kriteria ekonometrik 

a. Uji Multicollinearity 

Uji multikolineariti diparlukan untuk mendeteksi adanya korelasi 

antar beberapa variabel bebas dalam suatu model. Dari basil uji 

mu!tikolineariti diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel balk 

dalarn DAU Formula maupun DAU Perpres masih lebih rendah 

dibandingkan dengan nilai R 2 sebingga dapat disimpulkan babwa 

tidak ada multiko!ineariti. 

b. Uji Autocorrelatious: 

Korelasi serial tetjadi apabila data yang digunakan adalab data time 

series, sedangkan data yang digunakan dalam analisis ini adalah 

cross section, sehlngga uji ini pun tideb diperlukan. 

c. Uji Heterocedaslicity 

Tabel4.12 

Hasil Uji Heteroscedastitity Regresi Berganda Terboboti 

DAU Kobupaten!Kota 

DAU F-statistic Probability Obs*R-squared Probability 

Fonnula 2006 0.511282 0.952977 9.415622 0.949323 

Perpres 2006 15.36630 0.000000 173.5724 0.000000 

Formula 2007 1090.818 0.000000 425.0168 0.000000 

Perpres 2007 107.4243 0.000000 357.3!30 0.000000 
. Sumber: Departemen Keuangan, diolab 
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Pengujian dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

Ho : tidak ada heterocedastisitas (homocedastis). 

H1 :ada heterocedastisitas. 

Dengan a= 5%, tolak H,jika Probalility (P-value) < n .. 

Dari hasH uji heteroskedastisitas regresi terbohoti DAU Formula 

rnaupun DAU Perpres pada tahun 2006 dan 2007 terdapat nilai 

Probability (P-Value) dibawah 5%, yaitu 0% untuk DAU Perpres 

2006, DAU Formula 2007, dan DAU Perpres 2007, rnaka berarti 

Ho ditolak atau H, diterima yang menunjukkan adanya 

heterokedastisitas. 

Masalah heteroskedastisitas ini kemudian dihilangkan dengan 

melakukan tindakan perbaikan model regresi. Metode yang 

digunakan untuk menghilangkan masalah heteroskedastisitas 

adalah metode White a tau Newey-West yang merupakan metode 

koreksi standard error atau heteroscedasticity-conected standard 

errors. Dalam eviews penghilangan masalah heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan metode yang dikenal dengan 

istilah White Heteroscedasticity Consistent Covariance. Koefisien 

regresi sebagairnana ditunjukkan pada Tabel di bawah sudah 

menggunakan metode white heteroscedasticity consistent 

covariance. 

Perbandingan koefisien masing-masing variabel DAU pada DAU Formula 

dan DAU Perpres kahupetenlKota untuk tahun 2006 dan 2007 basil regresi 

berganda terboboti adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, !3 di bawah ini. 

Dalam Tabel 4.13 tersebut ditunjukkan bahwa berbeda halnya dengan DAU 

provinsi, pada DAU kabupaten!kota seluruh variable DAU yang terdiri dari 

alokasi dasar, kebutuhan fiskal, dan kapasitas fiskal menunjukkan nilai yang 

sangat signifikan terbadap pengalokasian DAU. 
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Tabel4.13 

Koeftsen Hasil Regresi Bcrganda Terboboti DAU Kabupatcn/Kota 

Variabel DAU2006 

Formula Perpres 

Gaji Pegawai 0.672470 *) 0.753008 *) 

Celah Fiskal 0.327530 *) 0.247992 *) 

IP 0.446561 *) 0.452071 *) 

ILW 0.288176 *) 0.245671 *) 

IKK 0.095992 *) 0.122491 *) 

!PM lnvers 0.019529 *) 0.041735 *) 

IPDRB 0.108931 *) 0.093039 *) 

PAD -0.159085 *) -0.149575 *) 

BHSDA -0.448706 *) .0.160507 *) 

BHP . ..0.140593 *) ·0.159365 *) 
. Sumber: Departemen Keuangan, d10lah 

Keterangan: 
*) P-vaiue < 0.01, sangat signiflkan 
.. ) 0.01 < P-value < 0.05, signifikan 
... ) 0.05 < P-vaiue <0.1, cukup signifikan 
ns P-value > 0.1, tidak signiftkan 

DAU2007 

Fonnula Perpres 

0.680890 *) 0.702!31 *) 

0.319110 *) 0.297869 *) 

0.472076 *) 0.470419 *) 

0.295649 *) 0.285685 *) 

0.104200 *) 0.107426 *) 

0.104479 *) 0.092049 *) 

0.026072 *) 0.030634 *) 

-0.102010 *) ·0.096923 *) 

·0.268809 *) -0.160703 *) 

-0.119952 *) ·0.125274 *) 

Hasil lengkap regresi terboboti DAU Provinsi dapat dilihat pada Lampiran 15 

sampai dengan 18. 

Berdasarkan basil regresi terboboti DAU kahupaten/kota tersebut dapat di­

interpretasik.an bahwa pada DAU Fonnula 2006. peran Alokasi Dasar (AD) yang 

dicenninka.n pada koefisien Gaji adalah sehcsar 0.67 atau 67%. Hal inf berarti 

bahwa peran Celah Fiskal (CF) adalah sebesru: 0.33 atau 33%. Akan tetapi pada 

DAU Perpres 2006, paran Alokasi Dasar justru meningkat menjadi 0. 75 yang 

berarti peran celah fiskal turun menjadi 0.25. Pada DAU Formula 2007, peran 

Alokasi Dasar (AD) yang "dicermiukan pada koefisien Gaji adalah sebesar 0.68 

atau 68%. Hal ini berarti bahwa paran Celah Fiskal (CF) adalah sebesar 0.32 atau 

32%. Akan tetapi pada DAU Perpres 2007, peran Alokasi Dasar justru meningkat 

menjadi 0.70 yang berarti peran celah fiskal turun menjadi 0.30. 
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Dengan demikian alokasi DAU kabupaten!kota pada tahun 2006 dan 2007 

lebih banyak ditentukan oleh alokasi dasar atau gaji pegawai dan tidak 

berdasarkan pada konsep celah fiskal. Konsep DAU berdasarkan celah fiskal 

dalam rangka menempatkan DAU untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar 

kabupatenlkota menjadi makin memburuk pada DAU Perpres dibandingkan 

dengan DAU Formula pada tahun 2006 dan 2007. 

Apabila koefisen hasH regresi dalam Tabel 4.13 dirasionalkan menjadi 

bobot bagi masing-masing variabel dalam formula DAU, maka perbandingan 

bobot masing-masing variabel pada kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal DAU 

Tabun 2006 dan 2007 ditunjukkan dalam Tabel4.14 di bawah ini. 

Tabel4.14 

Bobot Varia bel Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal DAU 

Kabupaten!Kota Setelah Rasionalisasi Koefisien 

Vaiabel DAU2006 DAU2007 

Formula Perpres Formula Perpres 

Komposisi Formula 

L Alokasi Dasar 0.67 0.75 0.68 0.70 

2. Celab Fiskal 0.33 0.25 0.32 0.30 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Kebutuhan Fiskal 

Penduduk 0.47 0.47 0.47 0.48 

Luas Wilayab OJO 0.26 0.29 0.29 

JKK 0.10 0.13 0.10 0.11 

!PM 0.02 0.04 0.10 0.09 

PDRB per kapita 0.11 0.10 O.Q3 0.03 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Kapasitas Fiskal 

PAD 0.21 0.32 0.21 0.25 

BHSDA 0.60 0.34 0.55 0.42 

BHPajak 0.19 0.34 0.24 0.33 

1.00 
I 

1.00 1.00 1.00 

Indeks Williamson 0.89140 0.91050 0.&5823 0.86892 

Sumber: Departemen Keuangan, d10lab 
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Dari Tabel4.14 tersebut dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

l. Peran alokasi dasar pad a pcngalokasian DAU kabupaten!kota yang merupakan 

cerminan dari gaji pegawai cukup dominan, yaitu diatas 65%. Dengan peran 

alokasi dasar yang cukup dominan tersebut jelas pengalokasian DAU bagi 

kabupatenlkota pada tahun 2006 dan 2007 belum mencenninkan konsep DAU 

yang bertujuan untuk rneminimalkan kesenjangan fiskal antar daerah. Kondisi 

ini juga diperkuat dengan angka Jndeks Willillmson. Pada saat peran alokasi 

dasar diatas 70% seperti pada DAU Formula 2007, angka Indeks Williamson 

menjadi lebih besar dibandingkan dengan pada saat peran alokasi dasar hanya 

dibawah 70% seperti pada DAU Formula 2006 dan 2007. Dengan demikian 

makln besar peran alokasi dasar pada pengalokasian DAU bagi 

kabupaten/kota alkan makin memperbesar pula kesenjangan fiskal antar 

kabupaten/kota, demikian pula sebaliknya. 

2. Pada variabel-variabel kebutuhan fiskal dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut: 

a. Makin rendah peran Jumlah Penduduk temyata mengakibatkan alokasi 

DAU kabupaten/kota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin 

besarnya nilai lndeks Williamson. 

b. Makin rendah peran Luas Wilayah temyata mengakibatkan alokasi DAU 

kahupatenlkota makin merata yang ditunjukkan dengan makin rendahnya 

nilai lndeks Williamson 

c. Makin besar peran IKK ternyata makin memperbesar ketidakmerataan 

alokasi DAU kabupatenlkota yang ditunjukkan dengan makin besarnya 

nilai Indeks Williamson 

d. Makin besar paran IPM temyata makin memperkecil ketidakmeratrum 

alokasi DAU kabupatenlkota yang ditunjukkan dengan makin rendahnya 

nilai lndeks Williamson 

e. Makin besar peran PDRB per kapita temyata mengakibatkan alokasi DAU 

kabupatenlkota makin tidak merata yang ditunjukkan dengan makin 

besarnya Indeks Williamson. 
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3. Pada variabel kapasitas fiskal dapat disimpulkan hal~hal sebagai berikut: 

a. Makin besar peran PAD temyata justru makin memperbesar 

ketidakmerataan alokasi DAU kabupatenlkota yang ditunjukkan dengan 

makin besarnya nilai Indeks Williamson 

b" Makin besar peran Bagi Hosil Sumber Daya Alam (BHSDA) temyata 

makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsl yang 

ditunjukkan dengan makin besa:mya nilai lndeks Williamson 

c" Makin besar peran Bagi Hasil Pajak temyata justru makin memperkecil 

ketidakmerataan alokosi DAU yang ditunjukkan dengan maldn kecilnya 

nilai Indeks Williamson 

Bobot masing-mosing variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4"14 diatas masih berdosarkan pada 

formula yang ada dalarn UU No. 33 Tahun 2004 dan PP No. 55 Tahun 2005, yaitu 

menggunakan variabel alokasi dosar yang berdiri sendiri untuk mencenninkan gaji 

pagawaL Penulis mencoba untuk mencari altematif penghitungan alokasi DAU 

dengan memasukkan unsur gaji pegawai sebagai salah satu unsur dalarn 

perhitungan kaebutuhan fiskal, jadi bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri 

dalarn bentuk alokasi dasar" Kondisi ini dapat dituliskan sebagai berikut: 

DAU = f(Celah Fiskal) 

DAU = f ((Gaji Pegawai + Jumlah Penduduk + Luas Wilayah + JKK + !PM + 

lndeks PDRB Per Kapita) - (PAD + BH Sumber Daya Alam + BH 

Pajak}) 

Apabila gaji pegawai bukan merupakan variabel yang berdiri sendiri dalrun 

bentuk alokasi dasar~ tetapi dimasukkan menjadi salah satu variabel penghitungan 

kebutuban fiskal, maka bobot masing-masing variabel yang skan diperoleh adalah 

sebagaimana ditunjukkan dalarn Tabel4.15 di bawah ini. 
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Tabel4.15 

Koefisen Variabcl Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fisknl DAU 

KabupatentKota Apabila Gaji Menjadi Unsur Variabel Kebutuban Fiskal 

Variabel DAU2006 DAU2007 

Formula Perpres Formula Perpres 

Kebutuhan Fiskal 

Gaji Pegawai 0.41 0.44 0.40 0.42 

Penduduk 0.27 0.27 0.28 0.28 

Luas Wilayah 0.18 0.14 0.18 0.17 

lKK 0.06 0.07 0.06 0.06 

!PM 0.01 0-02 0.06 0.05 

PDRB per kapita O.Q? 0.06 0.02 0.02 

LOO 1.00 LOO 1.00 

Kapasitas Fiskal 
. 

PAD 0.21 0.32 0.21 0.21 

BHSDA 0.60 0.34 0.55 0.55 

BHPajak 0.19 0.34 0.24 0.24 

1.00 1.00 1.00 1.00 

' 
. 

Sumber. Departemen Keuangan~ dtolah 

Berdasarkan Tabel 4.15 terse but, apahila komponen gaji dimasukkan dalam 

penghitungan kebutuhan fiskal maka peran gaji dalam kebutuhan fiskal DAU 

Formula 2006 adalah sebesar 0.41 sehlngga peran celah fiskal menjadi lebih besar 

Iagi yaitu 0.59. Kondisi ini jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan Tabel 

4.12 yang menunjukkan peran gaji sebesar 0.67 selringga peran celah Iiska! hanya 

0.33. Demikian juga untuk DAU Perpres 2006, DAU Formula 2007, dan DAU 

Perpres 2007 yang kesemuanya menunjukkan perbaikan peran celah fiskal dalam 

formula DAU dibandingkan dengan peran celah fiskal sebagaimana ditunjukkan 

dalam Tabel 4.13. Dengan demikian hal ini menunjukkan kondisi bahwa apabila 

komponen gaji tidak merupakan variabel yang berdiri sendiri dalam bentuk 

Alokasi Dasar melainkan dimasukkan dalam unsur kebutuhan fiskal, akan makin 

memperbesar porsi celah fiska.J 
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Dalam Tabel 4.15 di atas bahwa apabila komponen gaji pegawai 

dimasukkan dalam unsur kebuluhan fiska1 maka peranan komponcn gaji pegawa! 

tetap memilikt kontribusi yang paling besar diba.ndingkan dengan variabel­

variabel yang lain. Ha1 ini menjadi tidak masalah karena komponen gajl pegawai 

tersebut dihltung sebagai komponen yang mewakili kebutuban fiskal daerah. 

Sehingga konsep pengalokasian DAU yang bertujuan untuk memperkecil 

kesenjangan fiskal antar daerah yang dihitung berdasarkan konsep celah fiskal 

daerah akan terlaksana. Variabel kebutuhan fiskal berikutnya yang memiliki 

kontribusi cukup besar dalam menghltung kebutuhan fiskal setelah variabel gaji 

pegawai adalah variabel jumlah penduduk, luas wilayah, IKK, dan !PM atau 

PDRB per kapita. 
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5. t. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasH pembahasan pada bab terdahulu, pada bagian ini akan 

dikemukakan baberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten!kota yang dilakukan 

berdasarkan formula mumi sebagaimana diamanatkan dalam Urulang-undang 

Nomor 33 TahWl 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2005 tentaug Dana Perimbangan lebih dapat menunjukkan ldnerja DAU 

sesuai dengan funil"inya untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. 

Hal ini dibuktikan sebagai berikut: 

a. lndeks Williamson DAU berdasarkan formula mumi lebih kecil 

dibandingkan dengan lndeks Williamson berdasarkan Peraturan Presiden 

Tentang Alokssi DAU. 

b. Pada pengalokasian DAU berdasarkan Peraturan Presiden pada tahun 

2007 telah mengakibatkan provinsi yang berhasil melakukan intensifikasi 

dan ekstensifikasi penerirnaan pendapatau asli daerahnya (PAD) 

sehingga memiliki nilai PAD yang besar justru mendapat DAU yang 

lebih kecil dengan lebih besamya koefisien nilai pengurang sebesar 

0.151736 dibandingkan dengan peda DAU berdasarkan Formula yang 

banya sebesar 0.113644. 

2. Pengalokasian DAU bagi provinsi pada tahun 2007 betdasarkan Perpres 

menunjukkan bahwa provinsi yang tingkat pencapaian pembangunan 

manusianya masih rendah, yang dicermiukan dari kesejahteraan penduduk 

alas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatau yang masih rendah, 

justru mendapat DAU yang lebih kecil karena rendahnya koefisien !PM 

dibandingkan dengan penga]okasian dengan menggunakan Formula. 
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3. Berkaitan dengan masing-masing variabe1 dalam formula DAU1 dapat 

disirnpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil uji regresi, sernua variabel dalam formula DAU 

memiliki tanda yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai deogan 

peraturan perundang-undangan, yaitu variabel kebutuhan fiskal bertanda 

positif sedangkan variabel kapasitas fiskal bertanda negalif. 

b. Peron alokasi dasar pacta pengalokasian DAU Provinsi yang merupakan 

cerm.inan dari gaji pegawai sangat luar biasa dominan, yaitu diatas 100%, 

sehlngga pernn celah fiskal monjadi bemilai negarif. Hanya pada DAU 

Formula 2006 peran alokasi dasar hanya sebesar 13%. Sedangkan peran 

alokasi dasar pada pengalokasian DAU kabupaten!kota cukup dominan 

yaitu diatas 65%. Dengan peran alokasi dasar yang cukup besar tersebut 

jelas pengalokasian DAU bagi provinsi dan kabuparen!kota pada tahun 

2006 dan 2007 belum mencermiukan konsep DAU yang bertujuan untuk 

meminimalkan kesenjangan Iiska! antar daerah. 

c. Makin rendah peran variabel Jumlah Penduduk temyata mengakibatkan 

alokasi DAU provinsi dan kabupatenlkota makin tidak merata yang 

ditunjukkan dengan makin besarnya nilai lndeka Williamson. 

d. Makin rendah peran variabel Luas Wilayah temyata mengakibatkan 

alokasi DAU provinsi dan kabupaten!kota makin tidak merata yang 

ditunjukkan dengan makin besamya nilai lndeks Williamson 

e. Makin be.sru: peran variabellndeka Kemabalan Konstruksi (IKK) temyata 

makin memperbe.sru: ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan 

kabupatenfkota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai lndeks 

Williamson 

f. Makin be.sru: peran variabel Indaks Pembangunan Manusia (!PM) 

temyata makin memperkecil ketidakrnerataan alokasi DAU provinsi dan 

kabupatenfkota yang ditunjukkan dengan makin rendalmya nilai lndeks 

Williamson. 

g. Makin besar peran variabel PDRB per kapita temyata mengakibatkan 

alokasi DAU provinsi dan kabupatenfkota makin tidak merata yang 

ditunjukkan dengan makin besamya lndeks Williamson. 
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h. Makin besar peran variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternyata 

justru makin memperbesar ketidakmerataan alokasi DAU provinsi dan 

kabupatenlkota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai Indeks 

Williamson 

1. Makin besar peran Bagi Hasil Sumber Daya Alarn (BHSDA) ternyata 

maldn memperbesar ketldakmerataan alokasi DAU provinsi dan 

kabupaten!kota yang ditunjukkan dengan makin besarnya nilai lndaks 

Williamson 

J. Makin besar peran Bagi Hasil Pajak temyata justru makin memperkecil 

ketidakmeratann alokasi DAU provinsi dan kabupaten!kota yang 

ditunjukkan dengan makin kecilnya nilai lndeks Williamson 

k. Apabila kornponen gaji tidak merupakan variabel yang berdiri sendiri 

dalarn benruk Alokasi Dasar me!ainkan dimasukkan dalam unsur 

kebutuhan Iiska! maka akan makin memperbesar porsi celah fiskal dalam 

pengalokasian DAU. 
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5.1. Saran 

Berdasarkan kesirnpulan tersebut, dalam rangka untuk terus memperbalkl 

pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terutama dalam pengalokasian Dana 

Alokasi Umum, periu kami sampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

l. Pernerintah perJu terus rnelanjutkan penghapusan kebijak.an hold harmless 

dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupatenlkota pada tahun­

tahun yang akan datang. Penghapusan kebijakan hold harmless dilakukan 

dengan mengalokasikan DAU berdasarkan fonnula murni sebagaimana 

diarnanatkan dalarn Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daetah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 

Berdasarkan hasil analisa kuantitatif, kebijakan non holdharmless ini terbukti 

lebib depat menunjukkan kinerja DAU sesuai dengan fungsinya untuk 

memperkecil kesenjangan fiskal antar daetah. Hal ini ditunjukkan dengan 

lebih kecilnya lndeks Williamson DAU berdasarkan fonnula murni 

dibandingkan dengan Indeks Williarnsnn berdasarkan Peraturan Presiden 

Tentang Alokasi DAU. 

2. Pemerintah diharapkan dapet terus mengembangkan konsep DAU yang lebih 

didasari pada konsep celah fiskal. Hasil analisa kuantitatif menunjukkan 

bahwa variabel alokasi dasar pada formula DAU yang dicerminkan oleh 

belanja pegawai menunjukkan masih menjadi faktor penyumbang yang 

cakup signifikan peda pengalokasian DAU Hal ini terjadi pada alokasi DAU 

bagi provinsi dan juga bagi kabupatenlkota. Maka tidak salah apabila selarna 

ini ban yak deerllh yang menganggap bahwa alokasi DA U semata-mata untuk 

belanja pegawaL 

Hasil analisa kuantitatif juga menunjukkan hahwa apabila gaji pegawai tidak 

merupakan variabel yang berdiri sendiri dalarn bentuk alokasi dasar, tetapi 

dimasukkan dalam komponen kebutuhan fu;kal, akan menuftiukkan konsep 

celah fiskal yang lebih baik. 

3. Selain itu Pemerintah perlu meninjau kembati bobot rnasing-masing variabel 

yang digunakan dalam penghltungan dan pengalokasian DAU agar DAU 
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lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan baik di !eve) provinsi maupun 

kabupatenlkota. 

4. Pemerintah perlu menciptakan formula DAU dengan membedakan variabel~ 

variabe) yang digunakan dalam formula DAU bagi pwvinsi dengan formula 

DAU bagi kabupaten/kota karena ada variabel yang sangat signifikan 

berperan dalarn alokasi DAU provinsi atau kabupatenlkota namun di sisi lain 

sruna sekali tidak memHlki peran dalam aiokasi DAU provinsi atau 

kabupatenlkota. 
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OAUF 

GA.Jl 

PODK 
LW 
IKK 

I PM! 

PDRB 
PAC 

Lampiran 3 

HasH Regrcsi DAU Provinsi Tahun 2006 Bcrdasarkan Formula 

Regrc;si DAU Formula 2006 Provinsi 

Dependent Variable: DAUF 
Method: least Squares 
Date: 05120109 Time: 22:52 
Sample: 1 33 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Pro b. 

c -0.019373 0.025341 -0.764511 0.4523 
GAJI 1.000005 1.96E-05 50963.71 0.0000 
PDDK 0.000310 6.17E-10 502994.4 0.0000 

LW 0.016593 4.34E-08 382318.5 0.0000 
IKK 1.209286 0.000116 10405.53 0.0000 
IPMt 1.563647 0.000625 2501.780 0.0000 

PDRB 1.3\lE-05 1.29E-09 10558.64 0.0000 
PAD -0.439772 1.09E-05 -40360.56 0.0000 

BHSDA -0.439776 7.29E-06 -60360.42 0.0000 
BHP -0.439792 1.86E-05 -23702.21 0.0000 

R-squared 1.000000 Mean dependent var 3141.416 
Adjusted R~squared 1.000000 S.D. dependent var 2898.296 
S.E. of regression 0.007864 Akaike info crilerion -6.607877 
Sum squared resid 0.001423 Schwarz criterion -tl.154390 
Log likelihood 119.0300 F-statistic 4.83E+11 
Durbin~Watson stat 2.238781 Prob(F-statistic) 0.000000 

White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Provinsi 

White Heteroskedasticity Test 

F~statistic 
Obs'"R·sguared 

1.671305 Probability 
22.51989 Probability 

Uji Multikolinearity DAU Formula 2006 Provinsi 

OAUF GAJI I'OOK LW IKK IPMI PDRB 

' OJ21S58 0.919248 0.257482 .0112232 0.077636 .0.00393 
' 0.121958 j 0.27829: l -(Ln147 -0.16532 ..OA0507 0.898746 

!191!1248 0278294 ..0.12744 .0.31338 .O.OOt!ll 0.005086 

0.25'1482 ,.0.17147 .0.12744 I 1 0.71458/i 0.233808 ' .().00788 

.0.02232 .0.16532 .031338 0.71458:5 1 0.450429 .0.04529 

0.077635 --0.40507 .Q.tJ61l8 0.2J3il05 0.450429 1 .0.52513 

.0.09393 0.898746 O.OOOOilS .0.00788 .<JJJ4529 ..0.52513 1 

0.420343 0.922842 0.583656 l -OJ72'!9 -0.23431 .0.3942 0.78332 

0.166903 
0.209719 

PAD BHSDA 
0.420343 0.057472 

0.922&12 .0.00633 

n.533656 -0.04637 

.0.17279 0.414221 

-023431 om3445 

.0.3942 .0.29761 

0.78332 il210303 

1 O.Q50SS4 

BHSDA OJ/57472 .0.00633 .o04637 I 0.4~4221 0.023445 -0.29761 0.2103{'13 0.1160694 1 

BHP 0.042561 o.esns2 0.192973 ; ..0.13528 .0~757 .0.33562 09365 M9891 j} 04?.513 
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0.042561 

0.967782 

0.192973 

.0.13525 

-0.0757 

..(l~S62 
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!189891 

OJJ42513 
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Lampiran 4 

Hasil Regresi DAU Provinsi Tahun 2006 Bcrdasarkan Peraturan Presiden 

Regresi DAU Perpres 2006 Provinsi 

DepeMent Variable: DAUK 
Method: Least Squares 
Date: 05120109 T1me: 22:48 
Sample: 1 33 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std, Error t-8tatistlc 

c 0.111328 47.36094 0.002351 
GAJI 1.073138 0.036673 29.26240 
PDDK 1.73E-05 1.15E-06 15.05133 

LW 0.001158 8.11E-OS 14.28111 
IKK 1.106270 0.217205 5.093217 
IPMI 1.480192 1.168137 1.267139 

PDRB 8.28E·06 2A1E-06 3.437717 
PAD -0.178747 0.020365 ·8.777376 

BHSDA ·0.221468 0.013617 ·16.26396 
BHP -0.324766 0.034679 ·9.364996 

R-squared 0.994844 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.992826 S.D.dependentvar 
S.E. of regression 14.69851 Akaike info criterion 
Sum squared resld 4969.061 Schwarz criterion 
Log likelihood ·129.5639 F-stafistic 
Durbin-Watson stat 1.792725 Prob(F-statlstic) 

White Heleroskedastieity DAU Porpres 2006 Provinsi 

White Heteroskedasticity Test: 

' 

F-statistic 
Obs•R-squared 

1.581061 Probability 
22.11894 Probability 

Uji Multikolinearity DAU Formula 2006 Provinsi 

~~~LW lKK IPMl ?ORB 

1 0,2517112 0:141ID27 0.083894 0.200368 
0.516013 1 .(1.171474 .(1.16535 .(1.40513 0.698746 

Q-1a: 
-(t127436 .0.31333 -0.06872 0.006086 

171474 1 __ \!!!~592 0.233854 -0.0071374 

0.140027 0.714592 1 0.450454 .{).045321 

0.083894 .(1.4115132 .0.011871 0:2331354 0.450454 1 .Q.525197 

0.26()3BJJ 0.893746 O.OOWSB .0.007874 .(1.04532 ..0.5252 1 

0.549601 0.922642 0.583656 .0.172791 -0.23431 -0.39423 0.78332 

-11290086 .(J.Oil6328 ..0.04637 0.41422 0.023443 ..().29769 0.210302 

0.374253 0.967782 0.192972 -0.13528 -11.07573 -0.39569 0.9365 

-

Prob. 

0.9981 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.2178 
0.0022 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

450.5178 
1n5352 
8.458416 
8.911903 
493.0502 
0.000000 

0.194444 
0.226747 

PAll BHSDA 
0.549501 ~290086 

0.922<l42 .0.000328 

0.583656 .Q.041i366 

-0.17279 0.41422 

~.23431 0.023443 

.().39423 .().297687 

0.76332 0.210:!02 

1 0050694 

0.050694 1 

0.698ll1 0.042511 
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Lampiran 5 

H:asil Regrcsi OAU Provinsi Tnlmn 2007 Bcrd:asad.;.:an Fo-rmula 

Rcgresi DAU Formula 2007 Provinsi 

Dependent Variable: DAUF 
Method: least Squares 
Date: 05/01/09 Time: 18:34 
sample: 1 33 
Included observations: 33 

Variable 

c 
GAJI 

PDDK 
LW 
IKK 

PDRB 
IPMI 
PAD 

BHSDA 
BHP 

R-squared 
Adjusted R~squared 
S.E. of regression 
Sum squared resld 
Log likelihood 
Ourbin~Watson slat 

Coefficient 

-99.43761 
0.919055 
2.18E-lJ5 
0.000807 
0.982982 
9.11E-06 
5.526933 

-{).113644 
-0.157492 
-0.282396 

0.986703 
0.981500 
32.48364 
24269.30 

-155.7326 
1.861550 

Std. Error 

108.5119 
0.105180 
2.81E-06 
0.000189 
0.412565 
4.48E-06 
2.867772 
0.059613 
0.019761 
0.115201 

t-Statistic 

-0.916375 
8.737926 
7.772743 
4.260099 
2.382610 
2.035823 
1.927256 

-1.906352 
-7.969807 
-2.451326 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statlstic 
Pro~(F-stal!stic) 

Prob. 

0.3690 
0.0000 
0.0000 
0.0003 
0.0258 
0.0534 
0.0664 
0.0692 
0.0000 
0.0223 

498.2374 
238.8220 
10.04440 
10.49788 
189.6327 
0.000000 

White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Provinsi 

White i-leteroskedasticity Test: 
= 
F-statistic 
Obs*R-sguared 

1. 766679 Probabilliy 
22.92064 Probabi!ity 

0.141871 
0.193658 

Uji 11-lultikolinearity DAU Formula 2007 Provinsi 

J----t-"t00(0~_19_ _!:QS~ _lOG(POOKj 
[I.QG{I)AUK) 1 0.1337451 043357476 

LOGlGAJI QJ3!!7451 1 o 74227356 

LOGlPDCK j 043l5748 0.7422736 1 

LOO!lW 0.455S761 ..{1.24457 -0.1~5423 

LOGti:.!YL LOG(&iK) 

0.455576 O.llSS575 

LOG\PDRBl j LOGtiPt.~l LO:i\PAO) LOG\a~,so001Al+-""'o,G.@rl?L 
.0.23152&&54 0.441ZZJ!i24 O.liWf!B131<1 -0.166934565. ..Q.IJ9515S21< 

o.21llr.l094='+-'~'-''"'"-"""-""3S'+-"o"'"""'"lll!l""'"+~'··•"L'""""'''"""' +-"'·"'"'"'"'""'"' 
..0.1545~2 -0.544611 C 124607615 -0.12tl1681Ll ilB0402435 :1056067107 OJJ~55769lt 

1 o.s2oc-oJ o.041?'21694 OA04&00978 ..OJIOJJ29M 0.4215€274 -e.H4249Mr 
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lOGiGAJII 

LOGWOOKl 

LOG<LWl 

LOGI>Kl 
LOC>PORBI 

LOG !Pt/J 

lOOiPAD 

LOG!BHSDA 

LOGIGH?l 

Lampiran 6 

HasH Rcgrcsi DAU Provin.si Tahun 2067 Bcrdasarkan Pcraturan Prcsiden 

Regresi DAU Pcrprcs 2007 Provinsi 

Dependent Variable: DAUK 
Method; Least Squares 
Date: 05101/09 Time: 18:51 
Sample; 1 33 
Included observations: 33 

Varlabfe Coefficient Std. Error t-Stal.ist!c Prob. 

c 0.000509 0.000954 0.532986 0.5992 
GAJt 1.000000 9.25E-Q7 1081330. 0.0000 

PDDK 2.13E-05 2.47E-11 863817.0 0.0000 
LW 0.001025 1.67E-09 615572.5 0.0000 
tKK 0.951305 3.63E-Q6 262251.6 0.0000 

PDRB 1.12E-05 3.93E-11 284523.2 0.0000 
I PMI 1.558358 2.52E-Q5 61803.62 0.0000 
PAD -0.151736 5.24E-Q7 -289491.4 0.0000 

BHSDA -0.151737 1.74E-07 -873314.8 0.0000 
BHP -0.227608 1.01E-o6 -224709.3 0.0000 

R-squared 1.000000 Mean dependent va.r 499.3558 
Adjusted R~squared 1.000000 S.O.dependentvar 219.3337 
S.E. of regression 0.000286 Akaike info criterion -13.23884 
Sum squared resid 1.88E-06 Schwarz criterion -12.78536 
Log likelihood 228.4409 F-statislic 2.10E+12 
Dutbin~Watson stat 1.753672 Pro~F-statistic} 0.000000 

White Hetcroskedastieity DAU Perpres 2007 Provinsi 

White Heteroskedasticity Test: 

F~statlstic 

_9bs"H-squared 

lOO!DAUFI lOO<GAJll 

1 -0.0!'3ii57 

-D.G7WS7 1 

lt215760J 0.7421736 

0.4536'141 -0211457 

0.0500233 ~.336858 

-tl.355352 0.2167309 

0.5162044 -R28?345 

-0.081S16 0.824GB 

~,2297:!5 0.0709401 

41'2376:45 06195333 

0.521785 Probability 
13.24976 Probabillty 

0.902860 
0.776527 

Uji Multikolinearity DAU Perpres 2007 Provinsi 

LOGtPDDKl LOG~ VI} LOGIIKKl LOGII'DR&l LOGIIPM1l LOGlPADl l 
0.29570031 0.453514 O/J:5BOZ3 .U.$55351725 0,515204114 .O.DS787WS8 -D.22912St00 

0.74227355 .0.24457 ~-' 0.2167:10944 -11261344739 0824&19971 0.07GIWOH1 

I -Jl1$454Z -0.54468 D.\24il_{i1675 ,(}.1?~166143 0,00402435 {l.Q5SljG7107 

.0.1545423 1 0.520003 !Hl41621694 OA04800978 -0.3103929115 0.421562r4 

..0.54466'15 0.5200CJ I -0.053084744 0.441571113 {!.563379357 0.2114141~ 

0.1241ifl76B 0.041622 4.im.30B I .0635847875 0.285$0029 0.4123WI01 . 
0.441571 : -0.1281681 0.4l.i4B01 -0.635&17875 I ·<M215Tl482 -O.OW6~1.5 

OJJ0-4112435 -0.3~11393 ~-"""' 0.285369529 .{1.421577462' 1 0.1(:4232651 

O.DS$06711 0.'1:11563_ 0.2::14142 0..412334001 .01!95765825 tt1242J26S1 I 

0.511557691 .O.H4249 {).1?786 (1.1_34701001 -0.345434151 0.594066675 0.47572576~--
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LOGffiH?l 

.{)2876411SS. 

!Ui1993984t 

0.64557693!; 

.(!.11424924! 

.Q.12i30SS< 

0.4841070~' 

·(LJ.i~3415i 

{!,53406867: 

0.475?.2676,' 
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LW 
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lPMl 

PDRB 

PAD 

BHSDA 

BHP 

Lampiran 7 

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarkan Formula 

Regresi DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: LOG(DAUF) 
Method: Least Squares 
Date: 05/24/09 Time: 22:46 
Sample: 1 434 
Included observations: 428 
Excluded observations: 6 

Variable 

c 
LOG(GAJI) 
LOG(PDDK) 

LOG(LW) 
LOG(IKK) 
LOG(! PM!) 

LOG(PDRB) 
LOG(PAD) 

LOG(BHSDA) 
LOG(BHP) 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Coefficient 

-4.749726 
0.411240 
0.198220 
0.051702 
0.769512 
0.136112 
0.112238 

-0.033642 
-0.065179 
-0.072636 

0.776559 
0.771749 
0.217948 
19.85561 
49.81059 
1.117326 

Std. Error t-Statistic 

0.856084 -5.548200 
0.037629 10.92873 
0.030844 6.426449 
0.009082 5.692888 
0.086139 8.933415 
0.115432 1.179153 
0.029060 3.862255 
0.016209 -2.075543 
0.007812 -8.343180 
0.022331 -3.252710 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

Pro b. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.2390 
0.0001 
0.0385 
0.0000 
0.0012 

5.631795 
0.456191 

-0.186031 
-0.091191 
161.4160 
0.000000 

White Heteroskedasticity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

0.751573 Probability 
13.70350 Probability 

0.756789 
0.748205 

Uji Multikolinearity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota 

DAUF GAJI PDDK LW IKK I PMI PORB PAD BHSDA 

1 0.898063 0.834394 0.051787 -0.11428 o.osno1 -0.14647 0.36449 -0.25056 

0.898063 1 0.878761 .0.23301 -0.35899 -0.17045 -0.07242 0.538528 -0.09925 

0.834394 0.878761 1 -0.20216 -0.29972 -0.08859 -0.09827 0.632234 -0.06893 

0.051787 .0.23301 -0.20216 1 0.447843 o.3oan7 0.075645 -0.16298 0.317263 

.0.11428 .0.35899 -0.29972 0.447843 1 0.462454 -0.0519 -0.18805 0.011474 

0.057701 -0.17045 -0.08859 0.308777 0.462454 1 .0.44442 -0.27133 -0.13279 

-0.14647 -0.07242 -0.09827 0.075645 -0.0519 -0.44442 1 0.307826 0.307874 

0.36449 0.538526 0.632234 -0.16298 -0.18805 -0.27133 0.307826 1 0.004622 

-0.25056 -0.09925 .0.06893 0.317263 0.011474 -0.13279 0.307674 0.004622 1 

0.280072 0.429361 0.602089 0.006525 -0.11243 -0.22529 0.293536 0.815515 0.229248 
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0.280072 

0.429361 

0.602089 

0.006525 

-0.11243 

-0.22529 
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LOG(I1\UKJ 

LOGIOA.IIl 

lOG<I'OOKl 

lOG<tWJ 

LOG{OO<) 

LOOIII'Mil 

LOG{PORB) 

LOG~AO} 

LOO<BIISDAl 

lOG.HPl 

Lampiran 8 

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 Berdasarlom Perprcs 

Regresi DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: LOG(DAUK) 
Method: Least Squares 
Date: 05121109 Time: 22:06 
Sample: 1 434 
Included observations: 434 
Whfte Heteroskedastici~~Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob, 

c -4.839490 0.818215 -5,914694 0.0000 
LOG(GAJI) 0.448076 0.034334 13.05057 0.0000 
LOG(PDDK) 0.179555 0.030786 5.832314 0.0000 

LOG(LW) 0.044296 0.009167 4,831996 0.0000 
LOG(IKK) 0.752183 0.084731 8.877257 0.0000 
LOG(IPMI) 0.193013 0.109714 1.759233 0.0793 

LOG(PDRB) 0.116149 0.027870 4.167573 0.0000 
lOG(PAD) -0,052223 0.025338 -2.061084 0.0399 

LOG(BHSDA) -0.061591 0.008535 -7,216447 0.0000 
LDG!BHP! -0.053228 0.023764 -2.239849 0.0256 

R-squared 0.601617 Mean dependent var 5.610336 
Adjusted R-squared 0.797406 S.D.dependentvar 0.451098 
S.E. of regression 0.203041 Akalke Info criterion .().328046 
Surn squared reski 17.47966 Schwarz criterion .().234197 
Log likelihood 81.18607 F-statistie 190.3848 
Durhfn-Watson stat 1.144S88 Prob{F-statistic} 0.000000 -,,..= 

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Kabupaten!Kota 

White Heteroskedastici!.Y, Test: 

F-statisUc 
Obs'"R~squared 

5. 768152 Probability 
86.85136 Probability 

Uji Multikolinearity DAU Perpres 2006 Kabupaten!Kota 

LOGiJ)AUKJ LOO{GAJO LOO{PODI<) LOO~W) LOO{II<K) tOO(PMO LOO{PORB LOG PAD 

1 0]79GZ1 G.7232SS ll.1031M .0.15153 0. i09435 4120691 0.441439 . 
0.7111621 1 (l_a&n ..0.15594 .. ,., ..0.21912 .0..00002 Q123?63 

0.723255 0. 1 .().11342 -053m -0.13498 .IJ.16531 1173931 

11.103700 -1).15594 .tl.11342 ' 0."""' 0500081! -4:1.16744 .(l29616 -· 
..0.15153 .().5~7 .0£1714 0.435002 1 0.4363!}3 ..(1,00041 :9.<1596 

0.109435 ..0.2.1912 -0.13498 0520081! '"""' 1 "''"'' .QA1S42 

..J1L0691 .().""" .0.15531 .(1_~6744 ..0.00541 "'-""' 1 
I '·"""' 

OA41439 0.723163 0.13931 Jj 29616 -0.4596 -M1842 it11Gll'i3 I 

-<1.3'"" ..U.173$ .(J.09633 0.300264 !Hl75013 • ..0.12039 11299309 -0.0001 

0.287496 0.509251 0.563756 0.013555 ..o.21349 I ,Q3JJ17 0.291113 0..525811 

0.000000 
0.000000 

LOG 8HSOAI 

~-= 
..0.17359 

..0,{19633 

OJII3264 

{).1)75\'ltl 

.().12039 .,., 
"'""' 

1 

0.351321 

LOGIBHPI 

0.287498 

0.509251 

0.563756 

0.018555 
--~-

.0.21349 

... jJ,JJ317 

0.297113 

M25817 

0.3573?1 

1 --- --
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LOGIDAUK! 
LOG{GAJII 

LOGIPDDK\ 

lOG~ WI 
LOGIIKKl 

tOGII'Df!lll 

llOGi!I'MO 
UlGlPADl 

LOGIBHS!lAl 

tOGII!HPl 

Lampiran 9 

HasH Rcgresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Bcrdasarkan Formula 

Regresi DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: LOG[DAUF) 
Method: Least Squares 
Date: 05101109 Time: 19:50 
Sample: 1 434 
Included observations: 429 
Excluded observations: 5 
White Heteroskedasticity~Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statisfic 

c -3.696332 0.776667 -4.757999 
LOG(GAJ!) 0.361621 0.033666 10.73494 

LOG(PDDK) 0.196246 0.029561 6.638667 
LOG[LW) 0.046918 0.008279 M67195 
LOG[!KK) 0.747357 0.064146 8.881666 

LOG(PDRB) 0.965298 0.025045 2.207988 
LOG(IPM!) 0.144957 0.099946 1.450358 
LOG(PAD) -0.041152 0.015678 -2624661 

LOG(BHSDA) -0.036159 0.006730 -5.372415 
LOG(BHP) -1l.015573 0.023273 -1).6~9141 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.607771 
0.803642 
0.186106 
14.51232 
117.6708 
1.202664 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistlc 
Prob(F-statistic) 

Prob, 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0278 
0.1477 
0.0090 
0.0000 
0.5031! 

5.756939 
0.419988 

·0.501962 
-0.407289 
195.6319 
0.000000 

White Hcteroskedaslicity DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota 

White Heteroskedastici!Y Test: 

F-statistlc 
Obs*R squared . . 

10.09455 Probabi!ny 
131 7388 Probability . 

0.000000 
0 000000 . 

Uji Mullikolinearity DAU Formula 2007 Kabupaten!Kota 

LOG!DAUK! LOGIGAJQ L LOG~WJ LOG{IK!<) LOGIPDRBJ LOI3{1?MI} lOG[PAD! LOG!IlHSO.O.J 

1 0,600066 0,756968 0.0&876<1 -0.1683& ..0,16057 o.oa:m9 0.455365 ..0.26'lt7 

0.1100056 1 0.905826 ..Q.18764 ..0.51655 ..0.0669 ..()..21443 0.10004 {1-.24644 

0.756968 ltl!05D26 I ..0.1322 -0.53046 ..(},13531 ..C.13456 0.722148 .0.17401 

!l.088784 -OJ87S4 .(1,1322 1 0.451421 ..(1.19747 Dj)1911S ..0.3158 0.366435 

-0.16838 -051655 ..0.5304{1: (1.451421 1 -0.103S6 0.444959 -0.47S<16 O.l0823S 

-0.16057 ~- -0.13531 .{1,19147 -0.10368 1 .{t55753 0.208899 0.268206 

'·"""" ..().21443 .OJ3456 OS1tl116 , 0,44495'9 ..(1.55753 1 .0.43387 0.01{/119 

0.455365 0.701X14 0.712i48 .0.3158 -il.47946 0.208899 4143987 ' ..().00029 

-lt26117 -01- ,.(1,17401 O.l00<35 0308Zl6 Olila20tl <1.010119 -0.00029 ' 0.267<H6 113«242 {1,442449 0.135828 -!HJ1633 0 273$6.1 ..(),19005 OA1a894 0,455631 
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0 267046 
0.344242 

ll4<12449 

0.13582!1 

-0.01633 
O.V"3983 

..Q.19005 

0.478594 

0.45$31 
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LOG<DAUKl 

LOGIGA.JI 

LOGIPDDKl 

LOG~Wl 

I.OGOKKl 
LOG!PilllB) 

LOGIII'Mll 

tOGIPAOl 

lOG/IlHSOAI 

LOG!BHP 

Lampiran 10 

Hasil Regresi DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 Berdasarkan Perpres 

Rcgresi DAU Perprcs 2007 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: LOG(DAUK) 
Method: Least Squares 
Date: 05101109 Time: 19:50 
Sample: 1 434 
Included observations: 433 
Excluded observations: 1 
White Heteroskedasticlty~Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statist!c 

c -5.673385 0.843466 -6.726274 
LOG[GAJI) 0.393407 0.035886 10.96268 

LOG(PDDK] 0.193361 0.029574 6.538305 
LOG(LW) 0.042749 0.008238 5.189417 
LOG(IKK) 0.820227 0.088052 9.315273 

LOG(PDRB) 0.133882 0.026179 5.114149 
LOG(IPMI) 0.249917 0.106791 2.340251 
LOG(PAD) .0.042002 0.015228 -2.758241 

LOG(BHSDA) .0.045687 0.008807 -6.914882 
LOG(BHP) .0.031847 0.024994 ·1.274200 

R-squared 0.808648 Mean dependent var 
Adjusted R.-squared 0.802534 S.D. dependentvar 
S.E. of regression 0.191254 Akalke info criterion 
Sum squared resid 15.47260 Schwarz cliterion 
Log likelihood 108.9055 F-statistic 
Durbin~Watson stat 1.161796 Prob(F·~!~tistic) 

While Heteroskedastieity DAU Perpres 2007 

White H~~rosk~~asticity Test: 

F-statlstic 
Obs*R-squared 

10.69115 Probability 
137.4031 Probablllly 

Pro b. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0197 
0.0061 
0.0000 
0.2033 

5.741871 
0.430393 

-0.447600 
-0.353588 
196.0798 
0.000000 

0.000000 
0.000000 

Uji Multikollnearity DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota 

LOG!DAUKl LOGIGJWII LOGIPOOKl tOGtl.YII tOG{iKK) LOGii'DRBI LOGIN) 

1 0.501')00& Q,756!15a o.oasrM .(1.168311 -!J.16007 0!)63333 0.455365 .(1.26717 

0.800066 1 0.005823 .0.18164 -o-.51655 ..(},0£6:9 .(1,21443 {},7il004 -0.24~4 

0.756968 0.90582.6 1 .Q.1322 -0.53048 -tUJ531 .(1,13456 0.72214e. ..0.17431 

0.0387&4 -0.18754 ..{).1322 1 0.451421 .{1.19747 0.519116 .Q.J153 0.366435 -
.(1.16838 -0.51655 ~-~8 0.451421 1 .().10:\56 0.444959 ..0.47946 """"" -0.16057 "'""' 413531 .(),19747 -(1.10066 1 ..0.55753 0.208899 0.266200. 

·~ 1 ~,~P-r 
-0.13456 0519116 0.444S59 .0.55753 1 -0.43987 0.010119 

0.4&53£5 148 ..0.3158 .0.47946 01tl61l'J9 .(1.'13967 1 ..().09029 

4120711 ...().17401 0.300435 0.3!Jl!2lS 0.26fi:COS 0.010119 "-"""" 1 

0.267046 0.344~1.. il442449 0.135628 .... ,., lJ.VJB83 -0.1'9005 0.47BGM DA556J1 
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LOG(BHP) 

0.261046 

0.344242 

Oi\42449 

0.135&28 
.0.01633 

0.2739113 

.(1.1900& 
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OA551JJi 
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Lampiran 11 

HasH Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2006 Bcrdasarkan Formula 

Regresi Terboboti DAU Formula 2006 Provinsi 

Dependent Variable: DAUF 
Method: Least Squares 
Dale: 04123109 Time: 23:46 
Sample: 133 
tncluded observations: 33 

Variable 

GAJI 
PDDK 

LW 
IKK 
I PMI 

PDRB 
PAC 

BHSDA 
BHP 

R-squared 
Adjusled R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Coeff<Cient 

0.131318 
1.060366 
0.360316 
0.010001 
0.001877 
0.026314 

-0.100264 
-0.041887 
-0.088030 

Std. Error 

3.66E-06 
2.99E-06 
1.41E-06 
1.36E-06 
1.07E-06 
3.64E-06 
6.69E-06 
9.85E-07 
5.27E-06 

t-Statistic 

35892.42 
354232.5 
269244.5 
7328.609 
1760.523 
7435.571 

-28425.41 
-42506.55 
-16690.93 

1.000000 Mean dependentvar 
1.000000 S.D. dependent var 
3.85E-06 Akaike info criterion 
3.56E-10 Schwarz criterion 
369.6292 Durbin-Watson stat 

While Heteroskedastieity DAU Formula 2006 Provinsi 

White Heteroskedast!city Test 

F-statisttc 
Obs'"R~sguared 

0.510046 Probability 
13.06972 Probability 

Pro b. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

6.06E-07 
1.000001 

-21.86844 
-21.46030 
1.610441 

0.910283 
0.787414 
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Lampiran 12 

Hasil Regrcsi Tcrboboti DAL" Provinsi Tahun 2006 

Berdasarkan Peraturan Presiden 

Regresi Terboboti DAU Perpres 2006 Provinsi 

Dependent Variable: DAUK 
Method: least Squares 
Date: 04/24109 Time: 00:18 
Sample: 1 33 
Included observations: 33 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

GAJI 2.363618 0.078724 29.89589 
PDDK 0.990435 0.064410 15.37715 

LW 0.443432 0.030394 14.58967 
IKK 0.152784 0.029362 5.203363 
I PMI 0.029737 0.022938 1.298480 

PDRB 0.267533 0.076146 3.513406 
PAD -1.291504 0.144024 -<1.967313 

BHSDA ·0.352310 0.021204 -16.61552 
BHP -1.085855 0.113484 -9.558346 

R-squared 0.994845 Mean dependent var 
Adjusted R-squared 0.993127 S.D. dependent var 
S.E. of regression 0.082905 Akaike info criterion 
Sum squared resid 0.164959 Schwarz criterion 
l2SIIikelihood, 40.80139 Durbin-Watson stat 

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Provinsi 

White Heterosk:edastlcity Test 

F-statlstic 
.Q~~·R~squared 

1.581218 Probability 
22.11966 Probability 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.2071 
0.0018 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

-9.09E-07 
1.000000 

·1.915236 
·1.507097 
1.793055 

0.194392 
0.226716 
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Lampiran 13 

Hasil Regresi Terboboti DAU Provinsi Tahun 2007 Bcrdasarkan Formula 

Regresi Terboboti DAU Formula 2007 Provinsi 

Dependent Variable: DAUF 
Method: Least Squares 
Dale: 05118/09 Time: 08:39 
Sample: 1 33 
Included observauons: 33 

Variable 

GAJI 
PDDK 

LW 
IKK 

PDRB 
IPMI 
PAD 

8HSDA 
8HP 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E, of regression 
Sum squared res1d 
Log likelihood 

Coefficient 

1.981727 
0.946659 
0.326469 
0.112955 
0.141088 
0.029473 

-1,527094 
.0.335939 
.0.292790 

0.994455 
0.992606 
0.085957 
0,177329 
39.40830 

Std. Error 

0.108650 
0.073482 
0.034006 
0.031682 
0.027516 
0.025365 
0.291296 
0.023333 
0.250600 

t-SletiSUC 

18.23961 
12.88280 
9.600437 
3.565335 
5.127510 
1.122528 

-5.242411 
-14.39782 
-1.168355 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akalke info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin~Watson stat 

White Heteroskedasticity DAU Formula 2007 Provinsi 

White Hef;,roskedasticity Test: 

F--statistic 
Obs•R-squared 

0.359832 Probability 
10.43808 Probability 

Prob, 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0016 
0.0000 
0.2727 
0.0000 
0.0000 
0.2541 

2.69E-17 
0.999644 

-1.842927 
-1.434789 
2.038441 

0.978194 
0.916665 
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Lampiran 14 

Hasil Regresi Tcrboboti DAU Provinsi Tahun 2067 

Berdasarkan Peraturan Presiden 

Regresi Terbobotl DAU Perpres 2007 Provinsi 

Dependent Variable: OAUK 
Method: Least Squares 
Date: 05118109 Time: 08:16 
Sample: 133 
Included observations: 33 

Vartable 
GAJI 
PDDK 

LW 
IKK 

PDRB 
I PMI 
PAD 

BHSDA 
BHP 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

Coefficient 

1.502264 
0.903783 
0.229233 
0.119444 
0.088640 
0.077355 

-0.878708 
-0.294252 
-0.972052 

0.986703 
0.982270 
0.133152 
0.425509 
24.96615 

Std. Error 

0.168304 
0.113828 
0.052676 
0.049076 
0.042624 
0.039292 
0.451232 
0.036143 
0.388192 

t-Statistic 

8.925860 
7.939918 
4.351725 
2.433855 
2.079609 
1.968708 

·1.947364 
·8.141220 
·2.504048 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat 

White Heteroskedastieity DAU Perpres 2007 Provinsi 

1:1!lit!.!l!.l!!!!>S.l!llc:ll'..!i!W~ Test: 
F·statistic 
Obs"R-squared 

1. 790375 Probability 
23.00579 Probability 

Pro b. 

0.0000 
0.0000 
0.0002 
0.0228 
0.0484 
0.0606 
0.0633 
0.0000 
0.0195 

5.30E-17 
1.000000 

·0.967646 
·0.5595il7 
1.861550 

0.136613 
0.190368 
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Lampiran 15 

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupaten/Kota Tahun 2006 

Bcrdasarkan Formula 

Regresi Terboboti DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: DAUF 
Melhod: Least Squares 
Date: 04124109 Time: 00:27 
Sample: 1 434 
tncluded observations: 434 

Variable Coefficient Std. Error t-S1atistic Prob. 

GAJI 0.672470 4.43E-Q7 1517685. 0.0000 
POPK 0.446561 5.15E-Q7 866314.7 0.0000 

LW 0.288176 2.41E-07 1196977. 0.0000 
IKK 0.095992 2.49E·07 386164.9 0.0000 
I PMI 0.019529 2.62E-07 74516.55 0.0000 

PPRB 0.108931 2.56E·07 424924.2 0.0000 
PAD -0.159085 3.8BE·07 -410222.8 0.0000 

BHSDA ·0.448706 2.42E-07 -1854287. 0.0000 
BHP -0.140593 4.13E·07 -340343.0 0.0000 

R~squared 1.000000 Mean dependent var 6.02E-17 
Adjusted R-squared 1.000000 S.D.dependentvar 1.000000 
S.E. of regression 4.06E-06 Akaike info criterion -21.98892 
Sum squared resid 7.01E-09 SChwarz criterion -21.86446 
Log likelihood 4776.256 Durbin-Watson stat 1.913999 

White Heteroskcdasticity DAU Formula 2006 Kabupaten/Kota 

White Heteroskedasticrty Test: 

F-statistic 
Obs .. R:ssuared 

0.511282 Probability 
9.415622 Probability 

24 

0,952977 
0.949323 
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Lampiran 16 

Hasil Regresi Terboboti DAU Kabupatcn/Kota Tahun 2006 

Berdasarkan Peraturan Presiden 

Regresi Terboboti DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: DAUK 
Method: Least Squares 
Date: 04/24/09 Time: 00:40 
Sample: 1 434 
Included obseiVations: 434 
White Heteroskedastici~-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GAJI 0.753008 0.017915 42.03326 0.0000 
PDDK 0.452071 0.016771 26.95499 0.0000 

LW 0.245671 0.018297 13.42673 0.0000 
IKK 0.122491 0.009177 13.34809 0.0000 
I PMI 0.041735 0.009323 4.476730 0.0000 

PDRB 0.093039 0.013735 6.774006 0.0000 
PAD -0.149575 0.017009 -8.793720 0.0000 

BHSDA -0.160507 0.039724 -4.040590 0.0001 
BHP -0.159365 0.019505 -8.170605 0.0000 

R-squared 0.973086 Mean dependent var 1.61 E-07 
Adjusted R-squared 0.972579 S.D.dependentvar 1.000000 
S.E. of regression 0.165592 Akaike info criterion -0.738066 
Sum squared resid 11.65374 Schwarz criterion -0.653601 
Log likelihood 169.1602 Durbin-Watson stat 1.927217 

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2006 Kabupaten/Kota 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-sguared 

15.36630 Probability 
173.5724 Probability 

25 

0.000000 
0.000000 
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Lampiran 17 

Hasil Regresi Tcrboboti DAU Kabupaten!Kota Tabun 2007 

Berdasarkan Formula 

Rcgresi Terboboli DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota 

Dependent Variable: DAUF 
Method: Least Squares 
Date: 05124/09 Time: 11:37 
Sample: 1 434 
Included observations: 434 
White Heteroskedasticity--Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

GAJI 0.680890 0.009279 73.38353 
PDDK 0.472076 0.009105 51.84584 

LW 0.295649 0.004108 71.96928 
IKK 0.104200 0.001715 60.76979 

PORB 0.104479 0.004377 23.87135 
IPMI 0.026()72 0.003126 8.335136 
PAD ·0.102010 0.004345 ·23.47984 

BHSDA ·0.266809 0.024268 ·11.07677 
BHP -0.119952 0.005329 ·22.50810 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 

0.997631 
0.997587 
0.049123 
1.025564 
696.5538 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
Durbin-Watson stat 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

-8.U1E-16 
1.000000 

·3.168450 
·3.083986 
1.727148 

Wbite Heteruskedasticity DAU Formula 2007 Kabupaten/Kota 

White H~teroskedastici~ Test 

F-statistfc 
Obs"R:SQuared 

1090.818 Probability 
425.0168 Probabiii!Y 

26 

0.000000 
0.000000 
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Lampiran 18 

Hasil Regresi Terboboli DAU Kabupaten/Kota Tahun 2007 

Berdasarkan Peraturan Presidcn 

Regresi Terboboti DAU Perpres 2007 Kabupalen/Kola 

Dependent Variable: DAUK 
Method: Least Squares 
Date: 05124/09 Time: 11:44 
Sample: 1 434 
Included observations: 434 
White Heteroskedasttcity~Consistent Standard Errors & Covariance 

vanable 

R-squared 

GAJI 
PDDK 

LW 
IKK 

PDRB 
IPMI 
PAD 

BHSDA 
BHP 

Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Lpg likelihood 

Coefficient 

0.702.131 
0.470419 
0.285685 
0.107426 
0.092049 
0.030634 

-0.096923 
-0,160703 
-0.125274 

0.991199 
0.991033 
0.094692 
3.810806 
411.7199 

Std. Error 

0.014822 
0.014591 
0.009389 
0.003871 
0.008430 
0.005490 
0.009823 
0.037109 
0.011749 

t..Statistic 

47.37136 
32.24066 
30.42712 
27.74896 
10.91987 
5.579536 

-9.867069 
-4.330565 
-10.66279 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
SchwaiZ criterion 
Durbin-Watson stat 

Prob. 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 

-2.16E-16 
1.000000 

-1,855852 
-1,771388 
1.549292 

White Heteroskedasticity DAU Perpres 2007 Kabupaten/Kota 

White Heteroskedasticlty Test 

F-stat!stic 
Obs ... Rwsquared 

107.4243 Probability 
357.3130 Probability 

27 

0.000000 
0.000000 
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